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Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa MenleriPimpinan Lembaga sebagal Pengguna Anggaran/Barang mempunyai
lugas antara laln menyusun dan menyampalkan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Transportas| adsiah saiah sall eniitas akuniansi di bawah
Kementerian Perhubungan vyarg berkewajiban menyelenggarakan akunlansi dan
menyampalkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belania Negara, dengan menyusun laporan keuangan benupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operagional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Audited Tahun 2024
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan.
Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu
meryajikan informasi keuangan yang lablh transparan, akurat, dan akunlabel,

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna
laporan dalam pengambilan keputusan  Salash salunya adalash  untuk  menilai
akuntabilitas/perianggunglawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Badan Kebijakan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan inl juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kapada menajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk
mewujudkan iata kelola pemeriniahan yang balk (good governance).

B Kurniaan, S.8TP,, M.Si., M.M.Tr,
MIP 187808291888021002



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagal Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampalkan laporan keuangan Kementerian Maggmﬁ_aml:mgu yang

dipimpinnya.

Badan Kebijakan Transportasi adalah salah satu entilas akuntansi di bawah Kementerian
Parhubungan yang berkewajlban menyelenggarakan akunlansi dan menyampaikan laporan
pertanggungiawaban alas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belsnja Negara, dengan
menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisas Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekultas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transporiasi Audited Tahun 2024
mehgacy pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Femerintahan dan kaldah-kaidah pengeiolaan kauangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan
Keuangan ini telah disusun dan disajlkan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan
informas| keuangan yang lebih transparan, akural, dan gkuntabel.

Informasl yang dihasilkan tersebul diharapkan dapatl berguna kepada para pepgguna
laporan  dalam pengambilan  keputusan.  Salah  salunya adalah  untuk  menilal
akuntabilitas/penanggunglawaban dan lransparansl pengelolaan keuangan negara pada Badan
Kebijakan Transportasl. Disamping i, laporan keuangan in| juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada manajemen dalam pengambillan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang balk (good governance).

NIP 197806291888021002

No. | Nama Tanggal , Paral
1 | Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi 02-05-2025 | «&—
2 | Kepala Pusal Kebijakan Sarana Transporasi - 02-05-2025 /
3 | Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda 02-052025 | 4 °
4  Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Parkataan | 02-05-2025 A
5 | Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Kearranan Transporias 02-05-2025 ’ %
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

JI. Mardaka Timur No.6 | Telp. : (021) 34833061, 34833065 Emall ! baketrans@kemenhub.go.id
Jakarte 10110 Fax, :(021) 34833061, 34833085{ Web-site : hitps.fhaketrans dephub.go |d

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pengoabungan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 tingkat Eselon | Badan
Kebljakan Transportasi selaku UAPPA-E1 yang terdiri darl : (a) Laporan Realisasi
Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e)
Calatan atas Laporan Keuangan, dan (f) Pengungkapan-pengungkapan lainnya
sebagalmana terlamplr adalah merupakan langgung jawab kami, sedangkan substansi
Laporan Keuangan dar masing-masing Satuan Kerja merupakan langgungjawab
UJAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadal, dan isinya telah menysajikan Informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Jakarta, 2 Mei 2025
bijakan Transportasi,

bby Kurplawan, S.STP., M.Si.,, M.M.Tr.
NIP 187906291938021002
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 tingkal Eselon | Badan
Kebijakan Transportasl sefaku UAPPA-E1 yang terdiri dar . (a) Laporan Realisas|
Anggaran, (b) Neraca, (¢) Laporan Dpemsiunai.' (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (&)
Catatan atas Laporan Keuangan, dan (f) Pengungkapan-pengungkapan lainnya
sebagaimana terlampir adalah merupakan langgung jawab kami, sedangkan substans
Laporan Keuangan darl masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab
UAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian interm
yang memadai, dan isinya telah menyajikan Informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesual dengan Standar Akuntans Pemerintahan.

Robby Kundiawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 1897906291898021002

No. | Nama Tanggal paraf
1 Sekretaris Badan Kebijakan Tranaportasi 02-05-2025 | ¢— /
2  Kepala Pusal Kebijakar Sarana Transpartasi 02-05-2025 L
3 Kaepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportas! dan |ntegrasi Moda | 02-06-2025 4
4 | Kepala Pusal Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan | 02-05-2025 | /
5 | Kepala Pusat Kebjakan Keselameatan can Keamanan Transporiasi 02-05-2025 %
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Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Audited Tahun 2024 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntans! Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan permerintahan, Laporan Keuangan
ini rﬁaﬁpuﬂ .

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dsngan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama
periode 1 Januari sampai dengan 31 Dessmber 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.205281.397 atau mencapai 0,00 persen dari
estimas! Pendapatan-.RA sebesar Rp. 0.

Reallsasi Belanja Negara per 31 Dessmber 2024 adalah sebesar Rp.188.043.279.980
atau mencapai 95,7% dar| alokasi anggaran sebesar Rp. 196.457.340.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenal asel, kewajiban, dan
ekuitas per 31 Desember 2024. Nilal Asel yang dicatat dan disajikan ssbesar Rp
66.023.433.882 yang lerdirl dari: Asel Lancar sebesar Rp. 8.283.890; Piutang Jangka
Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 65.973.331.367 dan Asel
Lainnya (neto) sebesar Rp. 40.818.625 Nilai Kewajban dan Ekuitas masing-masing
sebesar Rp 0. dan Rp. 66.023.433 862

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagal unsur pendapatan-LO, beban,
surplusidefisit dari operasi, surplus/defisit dacd kegiatan non operasional,
surplusidefisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang
diperiukan untuk penyajlan yang wajar sampal dengan periode per 31 Desomber
2024, Pendapatan-LO adalah ssbesar Rp. 0, sedangkan jumiah beban adalah
sebesar Rp. 189.050,635,074 sehingga lerdapat Defisit darl Kegiatan Operasional
senital Ro, (189.050.635.074); Surplus/Defisil Pelepasan Asetl Non Lancar sebesar

1
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Rp.(693.182.505); Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar |
Rp.0; SurplusiDefisit dari Keglatan Non Operasional Laihnya sebesar
Rp.1.118.387.997 sehingga Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar
Rp.115.865.280. Pos Luar Biase sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-
LO sebesar Rp.(188.934,769.794),

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyalikan informas| kenalkan atau penurunan ekuilas
tghun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Ekulias pada tanggal
1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 68.086.518.093 ditambah Defisit-LO sebesar
Rp. (188.934,769.794) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai
Rp.(0) dan transaks! antar entitas senilal Rp. 186.837.988,583 sehingga Ekuilas
entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 66.023.433.882

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terincl atau analisis atas nilal suatu pos yang disgjikan dalam Laporan
Realisasl Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laparan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan unluk penyajian yang wajar alas laporan
keuangan

Dalam penyallan Laporan Reallsasi Anggaran uniuk periode yang berakhir sampal
dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.
Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas umtuk
Audited Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
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BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
LAPORAN REALISAS| ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAK
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Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahian dari

Laporan Keuangan




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

" JI. Merdeka Timur No.5 | Telp. : (021) 34833061, 34833066 Email  : baketrans@kemenhub,go.id
Jakarta 10110 Fax. :(D21) 34833061, 34833065 Wab-site : hitps://baketrans.dephub.go.id

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Ruplah)
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Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan
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BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
LAPORAN OFERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)
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_ an, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 187906291888021002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan
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BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)
72.113.083.381

SURPLUS/DEFISITLO E2 | (188.934.760.794)) (163.575.014,898]
KOREKS! YANG MENANEAHMENGURANG! EKUITAS E3 .

PENYESUAAN NILAI ASET E.31 . .
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SELISH REVALUASI ASET TETAP E34

KOREKS! NILA| ASET NON REVALUASI E35 33.606.000 (21.117:212)

KOREKS! LAN-LAIN E36 i 2
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAHIVENGURANG! EKLITAS (33.696,000) 2417242
TRANSAKS| ANTAR ENTITAS Ed 186.837.088,583 |  159.569.567.812
KENAKANPENURUNAN EKUITAS (2083.085.211)]  (4.026.584.298)
EKUITAS AKHIR ES5 §6.023.433.882 |  68.086.518.083

Kepala Kebijakan Transportasi,

Dr by Kumigwan, S.STP., M.SI, M.M.Tr.

NIP 1979062091988021002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan.




Dasar Hukum
Enlitas dan
Rencarna
Stralegis

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kebijakan Transportasi
Badan Kebijakan Transporiasi didinkan sebagai salah satu upaya
pemenntah uniuk mendukung terwujudnya fransporiasi yang handal
melalui kegiatan penslitian dan pengembangan di bidang transportasi
Organisasi dan tata kerna entitas diatur dengan Peraturan Menteri
Perhubungan No. PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan Entitas berkedudukan di Jalan
Medan Merdeka Timur Mo, 5 Jakarta Pu=sat, Jakarta
Badan Kebijakan Transporiasi mempunyal tugas dan fungsi melakukan
pelayanan penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi, dan
melakukan kerjasama dengan lembaga iptek Melalui peran tersebut
diharapkan kualitas penelitian, pengembangan dan teknelogl menjadi

landasan perumusan kebijakan strategis transporiasi.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Badan Kebijakan Transportasi

berkomitmen dengan visi "“Badan Kebijakan Transportasi sebagai

pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas,

antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi

Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan Kkonektivitas

nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai

tambah”. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-

langkah strategis sebagai berikut:

s Menyusunan Kebijakan Teknis, Rencana dan Frogram peneliian
dan pengembangan di bidang transportasi

e Melakukan pepeliian dan pengembangan, harmonisasi dan
kerjasama penaliiian dan pengembangan teknologl dan rekayasa,
serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi.

e Melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

= Melaksanakan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan
Transportasi.

» Melaksanakan fungsilain yang dibenkan oleh Mentern Perhubungan.



Frogram
Frioriitas

Nasianal

A.2. Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Program Priorntas Nasional adalah program/kegiatan/proyek yang

bersifat signifikan dan strategis untuk pencapaian sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden

lainnya. Pembangunan mirastrukiur Tahun 2024, sebagai pilar

pendukung percepatan ftransformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. difckuskan pada percepatan pembangunan infrastrukiur

dasar dan koneklivitas karena memiliki peran penting dalam

mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. Dan Tujuh Prionitas

Nasional (PN) yang termuat dalam RPIMN Tahun 2020 — 2024 Badan

Kebyakan Transportasi mendukung prontas nasional ke-V dengan

fokus memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan

ekonomi dan pelayanan dasar.

a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
Tidak Ada

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Sarana Transporiasi melakukan
kegiatan program prioritas nasional (Strateqis) Prioritas Nasional V
- Pembangunan dan pengembangan bandar udara perairan
merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah
konekiivitas transporiasi antar pulau dan antar wilayah yang terisolir,
terfuar dan sarana sungai, iaut ataupun danau.

¢. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Fada tahun 2024 Pusat Kebjakan Prasarana Transportas: dan
Integrasi Moda melakukan kegiatan program prioritas nasicnal
(Strategis) Priontas Nasional V terkait Sistem Transportasi Ibukota
Nusantara dengan meliputi Perumusan Kebijakan Potensi Seaplane
Sebagal Alternatif Moda Untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah
IKN dan Analisis Standar Fasilitas Integrasi Moda Dalam Kawasan
Inti Pusat Pemenntah, Analisis Pengembangan Sistem Transporiasi
Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Panwisata dengan,
dan Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhan dalam

Fengembangan.



d. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan
Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi
Perkotaan melakukan kegiatan program prioritas nasional
(Strategis) Prnontas Nasional V yaitu  Memperkuat infrastruktur
untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
melalul kegiatan Pengembangan Layanan Reguler dan Kepenntisan
untuk Meningkatkan Pelayanan Transporiasi di Wilayah Tertinggal,
Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TF).

e. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi melakukan kegiatan  program prionias nasional
(Strategis) Prioritas Nasional V terkait Sistem Angkutan Umum
Masal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan dengan Meliputi Analisis
Risiko Pada Bangunan Jembatan dan Terowongan Pada Jalur
Kereta Apt dan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum  Untuk

WMenurunkan Potensi kecelakaan Jalan.



Pendekatan
Pernyusunan
Laporan

Heuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audifed Tahun 2024 imi merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan
Kebijakan Transporiasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui
Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yaitu serangkaian prosedur manual
maupun yang terkompuierisasi mulai dar pengumpulan data,
pencatatan dan penglkhtisaran sampal dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 ini
merupakan laporan konsolidasi dan seluruh jenjang struktural di bawah
Badan Kebyakan Transportasi yang meliputi satuan kerja yang
bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Kebijakan Transporiasi

adalah 5 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Jumlah/Jenis
No hene Entitas Kewenangan | jumiah
Satles KP [KD [DK TP | Satker

1 288752 Sekretariat Badan 1 1
Kebiakan Transportasi

2 |288944 Pusat Kebijakan Sarana 1 1
Transporiasi

3 |288951 Fusat Kebijakan Prasarana | 1 1
Transporiasi dan Integrasi
Moda

4 414267 Pusat Kebijakan Lalu 1 1
Lintas dan Angkutan
Transportasi Perkotaan

5 |634171 Fusat Kebijakan 1 1
Keselamatan dan
Keamanan Transportasi

Tabel A1 Rekapitulas! Jumiah Enfifas UAKPA
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Basis Akunfansi

Dasar

FPengukuran

Hebijakan

Akuntans:

A.3. Basis Akuntansi

Badan Kebjakan Transporiasi menerapkan basis akrual dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan
Perubahan Ekurtas. Basis akrual adalah basis akuniansi yang
mengakul pengaruh transaksi dan penstiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

ditenma atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan
disajikan dengan basis kas Basis kas adaiah basis akuntansi yang
mengakul pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas ditenma atau dibayar. Hal im sesual dengan Standar
Akuntansi Pemerinizhan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

FPemenniahan.

A.4, Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran
yang diterapkan Badan Kebijakan Transportasi dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai

perclehan histons

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh
aset tersebut Kewajban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya

ekonom yang digunakan pemernintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah
mengacu pada PMK 62 Tahun 2023. Kebijakan akuntansi merupakan
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan,

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
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dalam penyusunan dan penyajan laporan keuangan. Kebiakan
akuntansi yang dilerapkan dalam laporan keuangan ini adalah
merupakan kebijakan yang ditetapkan cleh Kementenan Perhubungan
yang merupakan entitas pelaporan dan Deputt Administrast BAPK. Di
samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di ingkungan pemerintahan

Kebijakan-kebijakan akuniansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebyakan Transportasi adalah

sebagai berikut:

Pendapatan-LRA (1) Pendapatan-LRA

» Pendapatan-LRA diakul pada saat kas ditenima pada Kas Umum
Negara (KUN)

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran)

» Pendapatan-LRA  disajkan menurut  klasifikasi  sumber

pendapatan

Perdapatan-L0  (2) Pendapatan-LO
» Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran
masuk sumber daya ekonomi Secara khusus pengakuan
pendapatan-LO pada Kementerian Pernubungan adalah sebagai
benkut:
o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional
antara nilai dan periode waktu sewa.
ol Pendapatan Denda diaku pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen |ain yang dipersamakan.
= Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penenimaan bruto, dan tidak mencatat
jumiah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



Belanja (3) Belanja

= Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dan KUN.

» Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN)

» Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomijjenis belanja dan
selanjutnya klasifikas: berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban {(4) Beban
» Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi
aset, dan ternadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa.
» Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan  fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Asst
Lainnya.

Aset Lancar a. AsetLancar

¢ Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan
segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliks untuk dijual
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajkan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

» Piutang diakui apabila memenuhi kritena sebagai benkut:

o Piutang yang timbul dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
apabia telah timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung .Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyal kekuatan
hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat
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perstiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan
naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara
Jelas serta jumiahnya bisa diukur dengan andal
» Fiutang disajikan dalam neraca pada nila yang dapat
dirzalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan
membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut
didasarkan atas kualitas putang yang ditentukan berdasarkan
jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

FPerhitungan penyisihannya adalah sebagai benkut:

Kuslitas

Piutang Uraian Pe,ny_fisi Fan

Belum dilakukan pelunasan sd
Lancar _ 0.5%
' tanggal jatuh tempo

Satu bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Perdama tdak | 10%
dilakukan pelunasan

Kurang

Lanﬂar

Satu bulan terhitung sejak tanggal
Diragukan | Surat Taghan Kedua tidak | 50%
dilakukan pelunasan

1 Satu  bulan terhitung sejak
tanggal Surat Taghan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan

Macst - . 100%
2 Piutang telah diserahkan kepada

Panitia Urusan Piutang
Negara/DJKN

Tabei 4.2 Perfutungan Penyisihan Fiufang

» Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rug
(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah
tangagal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPATGR.

= Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventansasi fisik pada
tanggal neraca dikalikan dengan:

* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian,

« harga standar apabila dipercleh dengan memproduksi sendir;
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» harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya

Aset Tetap b. Aset Tetap

Aszet tetap mencakup seluruh aset berwujud vang
dimanfaatkancleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik
yang mempunyal masa manfaat lebih dari 1 tahun

MNilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

Pengakuan aset telap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai benkut:

a Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dan
Rp. 1.0006.000 (satu juta rupiah),

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp. 25 000.000 (dua puluh lima juia
rupiah),

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya
kecuali pengeluaran untuk tanah, jalanfirigasijaringan, dan
aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
bercorak kesenian.

Aset Tetap yvang tidak digunakan dalam kegiatan cperasional
pemenntah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
jaman, tidak sesual dengan kebutuhan organisasi yang makin
berke mbang, rusak berat, tidak sesual dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lamn-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset fetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dan neraca pada saat ada usulan penghapusan dar

entitas sesual dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN/BEMD

Penyusutan Asef  ¢. Penyusutan Aset Tetap

Tetap

» Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
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Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
Tanah;
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang
yang telah diusulkan kepada Pengeloia Barang untuk
dilakukan penghapusan
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya
nilal residu
Penyusutan Aset Tetap diakukan dengan menggunakan
metode  garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester
selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menten Keuangan Nomor: 5%/KMK.06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Hangka Penyusutan Barang Milik
MNegara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

Secara umum tabel masa manfaal adalah sebagai benkut

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peratatan dan Mesin 2sd. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10's.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Inigasi 5 =.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik
Modern)

4 tahun

Tabel A 3 Penggoiongan Mass Manfaat Aset Telap
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Mentenn Keuangan Nomor:
B20/KM 5/2015 tentang Masa Manfaat Dalam HRangka
Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada
Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

adalah sebagai berikut:

15



Kelompok Aset Tak Berwujud

Masa Manfaat
(tahun)

Software Komputer

Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk,

Desain Industn, Rahasia Dagang, 10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Ekonomu Lembaga Penyiaran,

Paten Biasa, Perlindungan Varetas 20
Tanaman Semusim.

Hak Cipta Karya Sem Terapan,
Perindungan Vanetas Tanaman 25
Tahunan

Hak Cipta atas Ciptaan Golll, Hak

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 50
Ekonomi Produser Fonogram.

Hak Cipta atas Ciptaan Gaol | 70

Tabel & 4 Fenggolongan Vasa Manrfaat Asel Tak Berwujud

e Aset Lain-ain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan

dan penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga

perciehan dikurangi akumulasi penyusutan.

B8) Kewajiban

» Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a  Kewajban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagal kewajiban jangka

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliput Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.

b Kewajiban Jangka Panjang
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Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam wakiu
lebih dan dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
» Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilal
kewajban pemenntah pada saat pertama kali transaks

berlangsung.

Ekuiias (7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisin antara aset dengan
kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dan

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas
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Fenjelasan afes Fos

Laporan
Anggaran

Fealisas:

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN

Satuan Kerja Badan Kebijakan Transportasi memperoleh alokasi
anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 196 457 340.000. Selama
penode berjalan, berdasarkan DIPA induk TA 2023 Badan Kebijakan
Transportasi No. SP DIPA/022 11-0/20223 Tanggal 30 November 2023
Pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai benkut:

plirs]
Liraian BASD TAMBAH
e PAGU REVIS! s
Pendapatan
Pendapatan dari Penpelniaan BMN il [ [
Pendapatan Lain-lam i i i
e = = :
Belanja
Blanja Peqavia 41936254 000 41935 254.000 =
Beiania Barang 147 709.606.000] 147 709,506,000 3
Belania Modal 8.211.480.000] B.811.580.000
Jumiah Befanja 196.457.340.000] 196,457,340 -
plirr]
Uraian BAGU REALISASI §iSA
ANAL Basl
Pendapatan
Pendapalan dan Pengslolaan BN 0 [
Pendapalan Lain-dain [l ] i
Jurilah Pe nedapatan = T i
Belanja
Belania Pequvia 41 535 254 000] 41 4p8 004 045 437349 050
Beiania Barang 147709 606.000] 139745 530,87 7362975079
Beiania Modal & 811 480 000] 8807 745011 3THEE

Tabel! B.1 Pagu anggaran Badan Kebijakan Transporias:
Badan Kebijakan Transportasi terdapat blokir anggaran menunjuk Surat
Menteri Keuangan nomor. S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember
2023 perihal Realokasi Anggaran Kementenan Lembaga TA 2024 yang
Terblokir ke Bagman Anggaran Bendahara Umum Negara, Badan
Kebijakan Transportasi menyampaikan usulan pengalihan Anggaran
Blokir Automatic Adjustment melalui surat Menteri Perhubungan nomor
KU.002/1/1/Phb/2024 2024
Rp.5.931 360.000 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga

tanggal 10 Januan sebesar
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pengesahan oleh

Direktorat Jenderal Anggaran.



Reslisasi Pandapatan
Rp. 1.205.281.357

Satker Befanja Pegawai (Rp) | Helanjs Barang (Rp] | Belan Modal (Rp) TOTAL )
Selretanal Badan = ; .
Kabiakan Trnspas 46758 254 005 §4270 29 60 1675000000 | R 1A3EBE 414000
Fasal Kebaakan Saianz :

T . 15920663 908 1 649 000000 | Ro 24024853 000

Piead Kebigian Prazarans _ B

Trenspartas dan negmsi : 21155504 08 1 ETLER 000 | Fp IR0

lodz

Pasal Kebiakan Lak Lintas i

ARRREEN a0 TranspoRas . E1AE) 118008 G ETO00 | Ro 7701468 000

Farkmagn

Pusa Kebisian

Keselamatan dan - MRS i 860 260 000008 | Fip 21075700 000

P:garaﬂ:an Iransggna:gi _
Jupish SIRFAMD|  MISHSNG000|  EAIAMOIO[Rp 186457340000

Tabel B.2 Pagu Belanja masing-masing Satker Badan Kebyalan Transportas)

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2024 adalah sebesar Rp. 1.205.291.3587 atau mencapai 0,00 persen dari

estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Pendapatan lingkup

Badan Kebiakan Transporiasi terdin dan Pendapatan Dan Penjualan,

Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Pendapatan Lain-lain

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

2024
Uraizn - B % Real
g bngg.
Pendepatan dari Penjuslan Fersistsn dan Mesin - 5203 400 -
Penenmaan Kemball Belanz Pegaws TATL - 1843
Fenenmaan Kemisl Belana B 1118358352

=rang TAYVL

Penanmaan Kemball Modal Barang TAYL

Fegabat Lan.

Pendapatan Penyefesamn Gant Hangan Negars
Terhadap Pagawsi Mepger Suksn Bendahars Atsu

Jumdah

Tabe! B.3 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
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Pendapatan Bukan Pajak
=
e N ngge Jumdah
e ik Bayar
Sekretarial Badan Kebiizkan Transportasi
Pepenmaan Kembaj Pegawal TAYL T24133 1303000868 12022024 1643
Penenmaan Kembail Belani Barang TAYL [RIOC2GAVPLTDLES | 21050024 | 84562000
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin [DSDACHIOVANRRPE | 18072024 35 751,000
Pusat Kebijakan Sarama Transporiasi
| ek ok sl pemers zn BPK s Lapown | 4oup G piormsy ;
Keangan TAMSFT Ecoplan Fekabumi ferconsul. | © i e )
Tindak lanu dar hasil pemerikeaan BPK alas Lapetan _ .
e TA0ETE: Ecepian Sk i |DABOGCEKITMGIT | 08082004 | 100000000
Tindak lanjut dari hesil pemetksaan 8P 2z Laparan
Wmﬂﬁ mwim FERIBICEK1S48VE TH032024 3006830
Keuangan T4.2019PT Ecaplan Pakabumi ferconsul : ZipRiot]| ¥ %1%
Tindak Gt dan hasf pamenksaan BPK alas Laporan
Keangan TA2019PT. Ecoplan Askabumi ierconsll. | o0 o SOABN | 28052024 | 216800000
dali Feralatan dan Mesin FO2E7IINFWLBTC | 1901172024 & 550,000 |
Pusat Kebijakan Prasarana Transporias dan Integrasi Moda
Pentapatan dar Penjualan Perslatan dan Mesm TOCHIGAVPERTVES | O7-03-2004 3408000
Pengapatan dari Penjualan Peraiatzn dan Mesm BZETSBWEKTTHE | 21032004 6050 000 |
Pendapatan dari Penjualan Peralatzn dan Mesm C77EDRIOVAUNVEML - | 20052074 130165970
Pendapalan dail Penjualan Peralatan dan Mesm ASNARBERLOETS | 7087004 18,732,500 |
Pusat Kebijakan Lafu Lintas Anghutan dan Transportasi Perkotaan
Fomsmosion Bty TAE SowisTC- BT ripmonugeons oo | 2530
Pengembaian Gaj PENPN Buln Dessmbet 02330 {7040 1y040g 752 nund| 50278
Penembaian Beiania Gaj PPNPN Bulan Desember 2023( . ; :
a0 DEVTANRIATANT 0240122040875 230172004 5034750
Pengamibatan Belarja Barang TAR3 sssua STI51 (7050 nanvong 230112004 462310
2023
Peserimaan Kembal Bdans Barang TAYL [R20240521503308 23012024 | 157650000
Pendapaian dan Penjuaian Perlaian dan s |mwmﬂm osUTZRe| 18410900
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportast
"ETLT Kembal Belarja Barang TaUn AnOOaran | opepesomrmsnt. [ 252024 | 147.050000
: TOTAL 1205201387

Tabel B 4 Hincian Pendapaian Negara Bukan Pajak

Penjelasan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Badan Kebijakan

Transportasi sebagai benkut:

» Sekretanat Badan Kebijakan Transporiasi

Rincian Realisasi Pendapatan MNegara Bukan Pajak sebesar
Rp.120.314.643 sebagai berikut:

» Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar

Rp94 562 000 merupakan pendapatan yang berasal dan

Fenerimaan Ke

mbali Belanja

Pegawai

TAYL dan

Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji bulan

Oktober sd November 2023 senilai Rp 1.643

> Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp
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25.7561.000 merupakan pendapatan yang berasal dari
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan mesin yang
nominalnya dibawah atau/ kurang dan Rp.100.000.000
dengan rincian PC Unit sebanyak 46 unit, Lapiop sebanyak
652 unit, Notebook sebanyak 3 unit, Tablet PC sebanyak 1 unit,
Komputer Unit sebanyak 1 unit, Hard disk sebanyak 9 unit,
Panaboard sebanyak 1 unit, Prnter (Peralatan Personal
Komputer) sebanyak 11 unit, Scanner (Peralatan Personal
Komputer) sebanyak 2 unit, Server sebanyak 1 unit. Rak
Server sebanyak 1 unit, Peralatan Komputer Lainnya
sebanyak 5 unit, Sepeda sebanyak 3 unit, Tool Kit Set
sebanyak 1 unit, Tool Kit Box sebanyak 2 unit, Tool Cabinet
Set sebanyak 2 unit, Laser Ace sebanyak 1 unit, Mesin Hitung
Listrik sebanyak 1 unit, Mesin Fotocopy Double Folio
sebanyak 5 unit, Leman Besi/Metal sebanyak 2 unit, Lemari
Kayu sebanyak 4 unit, Rak Besi sebanyak 51 unit, Rak Kayu
sebanyak 9 unit, Kardex Besi sebanyak 2 unit, Folding
Container Box sebanyak 3 unit, Laci Box sebanyak 15 unit,
Lemari Katalog sebanyak 2 unit, CCTV sebanyak 18 unit, Alat
FPenghancur Kertas sebanyak 12 unit, Hand Metal Detecior
sebanyak 1 unit, LCD Projector!infocus sebanyak 4 unit,
Acces contral system sebanyak 2 unit, Monitor Panel with
Mimic Beard sebanyak 1 unit, Kotak Surat sebanyak 1 unit,
Meja Kerja BesilMetal sebanyak 1 unit, Meja Kerja Kayu
sebanyak 31 umit, Kursi Besi/Metal sebanyak 170 umit, Sice
sebanyak 5 unit, Bangku Panjang Besi/Metal sebanyak 4 unit,
Meja Rapat sebanyak 6 unit, Meja Komputer sebanyak 2 unit,
Meja Resepsionis sebanyak 4 unit, Workstation sebanyak 89
unit, Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebanyak 2 unit
Mesin Pemaotong Rumput sebanyak 1 unit, Arr Cleaner
sebanyak 1 unit, Alat Pembersih Lainnya sebanyak 6 unit,
Leman Es sebanyak & unit, AC Central sebanyak 1 unit, AC
Window sebanyak 4 unit. AC Split sebanyak 36 unit, Televisi
sebanyak 4 unit, Loudspeaker sebanvak 2 unit, Sound
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System sebanyak 2 unit, Gordyin/kray sebanyak 10 unit,
Kabel Roll sebanyak 2 unit, Tangga sebanyak 1 unit, Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebanyak 4 unit, Alat
Rumah Tangga Lannya sebanyak & unit, Audio Mixing
Siationer sebanyak 1 unit, Audio Distribution sebanyak 1 unit,
Microphone/Wireless MIC sebanyak 7 unit, Power Amplifier
sebanyak 1 unit, Voice Recorder sebanyak 8 unit, Tnpod
Camera sebanyak 1 unit, Head Set sebanyak 3 unit, Camera
Digital sebanyak 5 unit, Lampu Blitz Kamera sebanyak 4 unit,
Switcher/Patch Panel sebanyak 2 unit, Data Recorder
sebanyak 2 unit, Screen Pembatas sebanyak 1 unit, Board
Display sebanyak 2 unit, Pen Camera sebanyak 1 unit, Alat
Deteksi Lainnya sebanyak 1 unit, Rambu Jalan sebanyak 50
unit, Peralatan Fitnes sebanyak 16 unit, Treadmill sehanyrak?
unt, dan Heng Up Board sebanyak 1 umit
dengan total 800 umt.
o Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

# Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.543 168.381
merupakan setoran atas tindak lanjut hasil pemenkasaan
Badan Perksa Keuangan tahun 2024 oleh PT. Ecoplan
Rekabumi Interconsult dengan total pengembalian sebesar
Rp.1.686.072.3%94 telah dibayarkan secara beriahap. Pihak
konsultan telah mengembalkan sejumiah yang tertagih
dengan progres 100% (lunas).

» Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.8.550 000
Merupakan pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin
berdasarkan Keputusan Menten nomor KP-PHB 887 Tahun
2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat
Kebijakan Sarana Transportasi, dengan rnincian Lemari
Besi/Metal sebanyak 62 unit, Leman Kayu sebanyak 10 unit,
Rak Besi sebanyak 1 unit, Filing Cabinet Besi sebanyak 5 unit,
White Board sebanyak 2 umit, Alat Penghancur Kertas
sebanyak 2 unit, Overhead Projector sebanyak 3 unit, Meja
Kera Kayu sebanyak 45 unit, Kursi Besi/Metal sebanyak 92
unit, Sice sebanyak 3 unit, Meja Rapat sebanyak 2 unit,
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Tempat Tidur Kayu sebanyak 1 unit, Partisi sebanyak 1 umt,
A.C. 5piit sebanyak 10 unit, Televisi sebanyak 3 unit, Sound
System sebanyak 1 unit, Dispenser sebanyak 6 unit, Handy
Cam sebanyak 2 unit, Gordym/Kray -sebanyak 25 unit,
Camera Film sebanyak 3 unit, Layar Film/Projecter sebanyak
1 unit, Facsimile sebanyak 1 umt, Board Display sebanyak 1
unit, Senal Scanner/Printer sebanyak 2 unit, Target Drone
(Simulas) Pesawat Sasaran) sebanyak 3 unit, F.C Unit
sebanyak 35 unit, Note Book sebanyak 46 unit, Ultra Maobile
P C sebanyak 4 unit, Pana board sebanyak 1 unit, Printer
(Peralatan Personal Komputer) sebanyak 26 unit, Scanner
(Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit, Peralatan
Komputer Lainnya sebanyak 2 unit, dan Monografi sebanyak
290 unit dengan total 693 unit.
= Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

7 Pada Audited TA 2024 1Pendapatan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp.9.408.000 merupakan pendapatan darn penjualan
peralatan dan mesin berdasarkan Keputusan Mentern nomaor
KP-PHB 154 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik
Negara Pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan
Integrasi Moda, dengan nincian Lemari Besi sebanyak 1 unit,
Lemari Kayu sebanyak 4 unit, Filling Cabiret sebanyak 3 unit,
Laser Pointer sebanyak 2 unit, Meja Kena Kayu sebanyak 1
unit, Digital Audio Taperecorder sebanyak 2 unit, Camera
Digital sebanyak 4 unit, Pesawat Telepon sebanyak 1 unit,
Faksimile sebanyak 2 unit, PC sebanyak 18 unit, Notebook
‘sebanyak 11 unit, dan Printer sebanyak & unit

# Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.6.050.000
merupakan pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin
berdasarkan Keputusan Menter nomor KP-PHB 302 Tahun
2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat
Kebijakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda.

dengan rincian Workstation sebanyak 1 unit.
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¥ Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.18.733.500
merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin
berdasarkan Keputusan Menten nomor KP-PHB 503 Tahun
2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat
Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda,
dengan rincian Mesin Penghitung Uang sebanyak 1 unit,
Leman sebanyak 11 unit, Brankas sebanyak 1 unit. Infocus
sebanyak 2 unit, Layar LCD Proyekior sebanyak 1 unit, Kursi
Besi sebanyak 4 unit, Sice sebanyak 1 umit, AC split sebanyak
3 unit, TV sebanyak 1 unit, Camera Digital sebanyak 3 unit,
PC sebanyak 5 unit, Notebook sebanyak 5 unit, Ultra Mobile
PC sebanyak 1 unit, Panaboard sebanyak 1 unit, Printer
sebanyak 4 unit, Scanner sebanyak 3 unit, Server sebanyak
1 umit, dan Monografi sebanyalk 822 umit:

» Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.139.165.970
merupakan pendapatan dar penenmaan kemball belanja
barang tahun anggaran yang lalu atas Kelebihan pembayaran
biaya personil dan nonpersonil Perumusan Kebijakan
Penetapan Bandara internasional Transit Hub dan Simpul
Industn Pusat Perawatan

« Pusal Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan

» Pada Audited TA 2024 Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan
dan Transporiasi Perkotaan memperoleh Pendapatan
Penenmaan Negara Bukan Pajak berupa pengembalian
belanja barang, pengembalian gaji PPNPN, pendapatan dan
penjualan peralatan dan mesin senilai Rp.211.950.903

7 Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.18.410.800
Merupakan pendapatan dar penjualan peralatan dan mesin
berdasarkan Keputusan Menteri nomor KP-PHB 415 Tahun
2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat
Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan
Kementerian  Perhubungan Dengan Tindak  Lamjut
Pemindahtanganan. Adapun nncian Alat Ukur Lainnya
sebanyak 28 unit, Lemari Besi/Metal sebanyak 10 unit, Leman
Kayu sebanyak 2 unit, Leman Katalog sebanyak 4 unit, LCD
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Reailsas Belanja

Rp. 196.457.340.000

FProjector/infocus sebanyak 3 unit, Meja Kerja Besietal
sebanyak 32 unit, Sice sebanyak 1 unit, Meja Rapat 1 umnit,
A C Splitsebanyak 15 unit, Portable A Conditioner sebanyak
2 unit, Mic Conference sebanyak 10 unit, Camera Video
sebanyak 1 unit, Audio Mixing Conscle sebanyak 1 unit,
Chairman/Audio Conference sebanyak 1 unit, Kamera Udara
sebanyak 2 unit, Handy Talky (HT) sebanyak 6 unit, Unit
Trancewver VHF Portable sebanyak 3 unmit, Kursi dorong
sebanyak 10 unit, Alat Traffic Analysis sebanyak 1 unit, Alat
Uj Gas Buang sebanyak 2 unit, Geological hammer sebanyak
1 unit, P.C Unit sebanyak 4 unit, Note Book sebanyak 20 unit,
Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 20 unit
« Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi
# Pada Audited TA 2024, Pusat Kebiakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi mempercleh Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdin
Penermaan Kembali Eelanja Barang Tahun Anggaran Yang

Lalu sebesar Rp147.950.000.

Rincian realisasi pendapatan per satuan kerna di Badan Kebiakan
Transportasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai
berikut :

DRAEAN mu;n;'u. mEALisasTA 023] W
Sebretzrizi Dadar Mebijshar Tranzporizs 120314843 TEroisass | (e ad)
Puz =t Kobijzlmn Sarsna Transoarms) “ERi T aR1 204 E00.000 8580
Pusat Ketéjalan Prasaana I : = ;
Trawie i | M 11335747 2705000 | 530878
Pus =t Hebéjzian Lalu Lintas Sngiutan :
dan TrensporEsi Perkotasn =1 AR = s
Pusat Kabsjakan Kesalsmatsn dan
Keamanan Tmnsponasi __“H?___ —_ _ : _.

Tabel B.5 Rincian Rincian realisas) pendapalan per satuan kera (PTIM berubah)
B.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2024 adalah sebesar
Rp 196 457 340000 atau 9572% target realizasi belanja Badan
Kebijakan Transportasi sebesar 99.2% hal ini dikarenakan adanya
Anggaran Belanja pada Blokir Automatic Adjustment dan anggaran

belanja sebesar Rp. 186 457 340.000. Rincian anggaran dan realisasi
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Belanfa Pegawal

Hp. 41.488.804.048

belanja TA 2024 adalah sebagail benkut:

2024
HRAIAN ANGGARAN REALISASI =
Bealanjs Pegawai 41.935-264 000 41 4838 804 048( 08,93
Belanjz Bamang 147 . 788.808.000 138728830921 84.87
Belanja Modal £.811.480.000 £.807.745.011] o085
Totzi Belanja 196.457. 340000 T1EE. 043 ETH.980| 85,72

Tabel B 6 Rincian Anggaran dan Reslisasi Belanja TA 2024

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik

berikut ini;

A RO R |
=8, s Ee oo

iaa.ooozne mE

I TSI T |

IEJ-30000n Y

®oaNEEan

oo oS

sraim-soosoe
maEmmreas |

L e Tt

__- 3 .
geleniz salanja EBelanja Plngaran
Pegawel Ezrang Meodali dAan Hizah

Grafik B 1 Komposisi anggaran dan realisssl belanja

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program pada 31 Desember
2024 adalah sebagai berikut:

SATLIAN KERJA E) L
d ANGGARAN REALISAS

Sakretarat Esdan Febjakan » N .
Transpmasi 183505414500 1007906152 | &7
Puz = Hebijzian Sarenz Trenzpories 21 20583000 (ZO002800.604 | -951E
Puset Kebiiskan Prazaena S e
Fusz Kehighss L=8) [at=s dan . .
#nglii=n Transportasi PedmiEan Zhria :Emgm s
Pus ! Kabijsian Kesalamatsn dan - ; ] ;
.eameaan Tr=rsportas! 2125 200,006 IRAREE A “‘3'9[

Tabel B.7 Rincian Belarya Berdasarkan Program TA 2024

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember

2023 adalah masing-masing sebesar
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baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,
Pegawai Negen Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemernniah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekeraan
yvang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal Realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan
sebesar 19.23 persen dan TA 2021 Hal i disebabkan antara lain
adanya penambahan jumlah pegawal PNS yang berasal dan kenaikan
pangkat berkala PNS di lingkungan Badan Kebijakan Transporiasi dan
mutasi masuk pegawai/perekrutan CPNS baru tahun 2024

Golongan Range Gaji
[l 2.184.000 - 4.125.600
I 2 785.700- 5.180.700
v 3.287.800-6.373.200
Vil 2647.200- 4214600
X 2.966 500 — 4.872.000

Tabel B.8 Range G&ji Pecawai Badan Kebijakan Transportasi TA 2024
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Eelanja Barang
Rp 139746630521

NAK

URAIAN REALISASIZ024 | REAUSASI2OZ3 | o\ oy o
Belarjs Gaf Pokok PNS 12443984850|  11.005.787.900 131
Belanja Pembulatan Gak PNS 199208 201540 {12}
Belanja Tunjangan Suami ki PNS 740441774 660.670.568 121
Betanja Tunjangan Anak PNS 152 194 672 174910308 99
Belanja Tunjangan Sirukdural PNS. 477 365,000 500240000 {45]
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1,158 848 000 1695529.000 347
Belanjs Tuniangan PPh PNS 135 040 745 g1 532 141 45
Belanja Tunjangan Beras PNS 554 568 200 580 553240 23
Belanja Uang Makan PNS 1085242000 | 1255338735 [138]
Belanja Tunjangan Umim PNS 356 598 319 351.500.000 {13}
Balanja Gaj Pokok PPPK 1,045,608 800 23732000 1431
Belarja Pembulatan Gab PPPK 16,646 160 (103.0)
Belanja Tunjangan Suamilsti PEPK 51312280 2373200 (248)
Betanja Tunjangan Anak PPPY 13632872 711560 [18.1)
Belanja Tunjangan Srdurs] PFFPR = s =
Belanja Tunjangan Fumgsional PPPK 173,990,000 4240000 {40.0)
Belanja Tunjangan Beras PPPK 53373540 2027 760 {#3)
Betanja Uang Makan PPEK 110 645000 3.896.000 267)
Belanja Uang Lembur 255 340,000 = -
Belanja Uang Lembur 10.075.000
Bel Pegawal (Tuy Khusus Kegiatan) 21011843 591 18394551478 {1y
KhususKegiatanPPPK 1523392850 36.761.200 40 4)
Jumiah Belanja Kotor A1480.904.048] 34796038240 0:2)
Pengembalian Belania Pegawal - -

Tabel B.9 Perbandingan Belanja Pegawai 30 September TA 2024 dan 2023

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember

2023 adalah masing-masing Rp 139 746 630 921

Rp.122.411.344.287

sebesar

URAIAN REALISASITAZ02¢ | REALISASITAZ023 | NAK r::_mum
Befania Barang Dpesasional 12353 647488 13590220 304 [2.16)
Betania Earang Mon Operasional 10,358 939 909, 9735347953 5,71
Belania Persedizan 3574084710 2108725764 8270
Belania Jasa 40532 510 160 Ji612831865 4678
Bielania Pemeliharaan 5491 577067 5011161644 za.41
Bielania Petialanan Dalam Negarl B NTIED 50 550 440 050 gz
Blafania Derialanan Luar Nages 3185 536 748 4 586 606 708
Hurmiah-Belanja Kotor 139.746.530.921| 122.411.344.287 1416
Pengambaizn Bstania E =
Jumizh Belanjn 139.745.630.821] 22 a4 1446

Tabel 8 10 Perbandingan Belanjs Barang TA 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 14,16 persen
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Belanma WModal

Rp. 6807 745011

dan Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

Peningkatan beberapa jenis belanja operasional dan non operasional,
dan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan
kapasitas atas aset-aset lama. Dan Peningkatan Belanja Penalanan
Dinas seinng dengan meningkatnya kegiatan yang dilakukan diluar

kantor dan undangan kegiatan.

034

SETU KERIA - =
£ ANGGLARAN REALIZASI
Ssleionsl Radin tebpics ssagezsiong | smgssmszie| esme
Transporasi

Piszt Wehigkan Ssrsns Transgartas| 12550 553000 13@-1_51 | e

Plusst Kehiskan Prasarns
Tran=sportasidan megrast Mods
Pusat Kiebgskan Lals Lint=s dan
Anglutan Transportssi Pesfiotzan
o e :

it o i S ao7es7o0oon|  tesssmass| o
Keamanan Trapsponasi

Tebe! B. 11 Rincian realisas) belenya barang per safuan kega di Badan Kebjjalan

21 ¥55:602.000 fosdsasTaEsR | o2aw

meczpiacoy] | seseTas| =

Transpoctass

B.5 Belanja Modal

Realizasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.807.745011 dan
Rp.3.772.425110. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih

dari satu periode akuntansi.

7 REALISAS! TA | REALISASI TA | NAK |TURLM)
i 24 203 %
Bt Modal Taiah o o0
BEST|3 MDda! PESIS 0an MR 911 5EETEL] 5. FTEA25 10| 3.3 |
{Beiania Mods! Peralatsn dan Mesn-Penannsnan
[Beiznia Modsl G=gung oan Ssngunan T 00 |
Beianiz Perambahan Mis! Gedung dan B3nguns [1Xe 3]
Semria Modal Lsnnys oo
Eeisnjs Modai BLU n;og|
| Jumdsin Eeisnja Kotor 0,45 |
| PENgEmDadaEn - -
I Juimizn BetanE EH07 HE01]  arzazE i o

Tabe! B.12 Perbandingan Realisasl Eelanjz Madal TA 2024 dsn 2023
Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar
80 48% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan peningkatan belanja
modal disebabkan adanya renovasi penambahan ruang Gedung dan
Bangunan, pembelian peralatan dan mesin yang akan digunakan untuk
menunjang kinjera para pegawal dan pelaksanaan tusi masing-masing

satuan kerja di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.
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SATLAN HERIA %
ANGGEREN REALLIEAS!
Sexrstanat Bacan resiskan Transgoras! iﬂﬁﬁm a_ﬁﬁmm 108 60
Pus=t K ebijakan Saigna Transporias) 1.028-060.000 1848230000 | B2TE
Pissat K=biskan Prazarana Transpor=sidan
itegras: N 1-E78.381 000 . 975854550 | 100,00

Fusatkesigkan Lsiu Lim=s dan &nglusn

Trensponas) Perkotsan Eﬂ'ﬂ:ﬂﬂﬂﬂ'ﬂ Hﬁ?ﬁi.m 053
Puz=t Mshiskzn Kessftsmatan dan Hesmanan =0 00000 osmooEEnn | toooo
Transportesi } T i
Tots! Betnyz 6.811 480000 BBOTT4ST | 9335
Tabe! B 13 Rmgian realisas belanfa modal per satuan kerga di Badan Kebjakan
Transportas:

B.5.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,. Badan

Kebiakan Transportasi sampal saat inl tidak memiliki aset tanah.

REALISASI T.A. | REALISASI Waik

RN JENELREL TN 2024 T.A. 2023 ||Turun) % ‘
Belana Modal Tarah [l 0 0.0
Belana Modal Pembayaran " IZI:II
Honor Tim Tansh D 0 ]|
Betrja Modal Pembuatan 000l
Sertifikat 0 0 i
Belana Modal Pengurukan dan ; D:]i
Pematangan Tanah 0 0 st
Belania Modal Petjalanan ; m!
Pengadaan Tanah ] 1] i

Jumizh Belanja Kotor 0 ol 000
Pengembalan Belania Modal ] 0| o
 JumihBebna | of o oo

Tabel B. 14 Perbandingan Realisas Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

Belanja Modal B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah

Rp.6.011.369.7617  copesar Rp6.011.569.761 mengalami peningkatan 59.36%  bila
dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 3.772.425 110 Hal i
disebabkan ocleh penmabahan peralatan dan mesin guna menunjang
kinerja para pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transporiasi

sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran 2024
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Belana Modal
Gedung Bangunan
Ho. 796.175.250

REALISASI T.A. | REALISAS| TA. | WK
iiniay plirs 2033 [TURLN] %
Belana Modal Peralaian dan Mesin 6011553761 3T72a0S AN 174
| Belania hodai Pesalatan dan Mesin- Penanganan 1 .00
Belana Modal Upah dan Honor Pangsiola Perslatan dan Mesin ol [ 0.0
Belania Modal Pemasangan Peralaian dan besin j 0 0,00
Jumiah Belania Kotor BOILSEETEY]  STTa4ss N0 10764
Fengembaian o} 0] 000
Jumiah Baiznia BI11EENTEY || 3772435410 6,36

Tabe! B 15 Ferbandingan Kealisas: Belanja Moda! Paralatan dan Mesin

Kebijakan Transportasi terdapat pada satuan kerja Sekretariat Badan

Kebijakan Transporiasi.

TA 2024 dan 2023

realisasi belanja modal peralatan dan mesin per satuan kena d Badan

Selretanial Badan Feb§akan Transporiasi IEHTIEN
Pal Kebiiakan Sarana Transposlssi 1045 55 000
Puzat Kebiiakan Prasarana Tranaportasi dan
Integeasi Moda |.BTE B34 550
Pissat Kehiakan Lalu Uinfas dan Anghutan i -
Transposiasi Periolaan _IHTEH_.DW
-Posal Kebiizkan Keselematan dan Keameman ;
Transposiasi R
: Total Belania 611565761

Tabel B 16 Realisas: Befanja Modal Peralatan dan Mesin

Per Satfer

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
adalah masing-masing sebesar Rp. 796 175 250 dan sebesar Rp.0.

LiRALAN JENIS BELANIA T.A 2024 TA2023 | mManc [Turun) %
Belanjz Modal Sedung dan Bangunan o 9| 0.00
Belania Modat Fenambsh Milsi Gadung | g 4s oy ol 0.00
dan Banguran
Belanjs Modsi Upsh Tenags Kerja dan
Honor Pangeicla Telms Gedung dan al | 0 .00
Bangunan
Belanjs Modsl Perencansan dan al o aoo
Pengawasan Gedung dan Bangunan )
Belanjz Modal Pengosongan dan
Pembongkaran Bangunan Lama o l} JaXE )
Zedung dan Bangunan
Eelanja Modal Perjalanan Gedung dan o n foo
|Bsngumsin -

Jurmdah Belanja Kotor T96.175:250) 0 0.00
Pengembaizn Belanja Mods) Ell 0y a.00
Jumiah Belarja 796.175.250| o} 8,00

Tebel B 17 Perbandingan Realisasi Belanya Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023
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Befarja Modal Jzlan,

fngasi, & Jarmgan
Rpd

Beianfa Bantuan
Sosial Hp. 0

B.5.4 Betanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Ingasi, dan Jaringan pada 31 Desember

2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan
Rp. 0.

Naik
URAIAN JENIS BELANJA T.A 2024| T.A. 2023 | (Turun)
“.
Belaniz Modal Jaringan 0 ] 0,00
Belania Modal Upah Tenaga Kera dan 0 g 000
Honor Fengelola Teknis' Janngan )
Jumizh Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengemibalian Belanjg Modal 0,00
Tabe!l B 18 Perbandingan Realsas: Belamya Jafan, fnigas dan Jaringan
TA 2024 dan 2023

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Eelanja
Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang
atau jasa kepada masyarakat untuk menghindan terjadinya risiko sosial
dan bersifat selekiif Bantuan mi dibenkan kepada kelompok-kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial yartu rendahnya tingkat

pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah

miskin.
URAIAN JENIS BELANJA | T.A. 2024 | TA. 2073 e
: |(Tuun) %

Belanja Bantuan Sosial Untuk
Rehabiiltasi Sosial ' 0 00
Betanja Bantuan Sosial Unfuk
Jaminan Sosial ] i 0.0
Betanja Bantuan Sosial Unfuk q 0
Pemberdayaan Sosial 0.00

Jumiah 0| 0 000
Tabel B 19 Perbandingan Realisas Belanjs Banluan Sosial

TA 2024 dan 2023
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Aset Lancar
Rp. §.2583 890

Kas di Bendahara

Farigeluaran

Rp. G

¥as di Bendahara

Penerimaan Rp. 0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumiah Aset Lancar Kantor Badan Kebijakan Transporiasi per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 5283 850
dan Rp. 0 Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan

‘sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0 yang
merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran yang berasal dan sisa UP/TUP yang belum
diperianggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per
tanggal neraca Rincian Kas di Bendahara Pengeiuaran adalah sebagai

benkut

Keteranoan Tahun 2024 Tahun 2023

Kas di Bendahara Pengeluaran
K.as di Eendahara Pengeluaran TUP =
Jumiah - -
Tabel C 1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2024 dan TA 2023

Saido Kas Uang Persadiaan di Bendahara Pengeluaran per satker di

lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024
‘sebagal benkul

{Zalam Rupiah)
Satuan Kerja Tahun 2024

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 3
Fusal Kebijakan Sarana Transportasi =
Fusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Intagrasi Moda 3
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasl
Perkotaan =
Pusat Kebljakan Keselamalan dan Keamanan Transpaortasi J

~Jumiah =

Tabe! C.2 Saldo Kas Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per satker

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan

31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp, 0 dan Rp. 0. Kas
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#Has Lainnya dan
Setara Kas
Rp. 0

Fiufang PNBFP

di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening
di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penenimaan
yang sumbemya berasal dan pelaksanaan tugas pemerintahan berupa

Penenmaan Negara Bukan Fajak.

Tahun 2024 Tahun 2023

Uang Tunai - -
Rekaning Bank - -

Jumiah - -
Tabel C.3 Perkandingan Ringian Kas d Bendahara Penenmaan
TA 2024 dan TA 2023

Keterangan

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 21 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Kas Lainnya
dan Selara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang
bukan berasal dan UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaiiu
uang kas yang berada didalam rekening bank yang belum ditarik atau
dicairkan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai
berikut

Keterangan

Tahun 2024

Tahun 2023

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Penenmaan

Kas Lainnya dan Hibah

Jumiah

-

Tabel C 4 Perbandingan Kas Lainnya dan Selara Kas TA 2024 Dan TA 2023

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per satker di lingkungan Badan

Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Satuan Kerja

Tahun 2024

Sekrefanal Badan Ketyakan Transportasi

Pusat Kebijakan Sarana Transporias

Pusal Kebiakan Prasarana Transporias: dan integrasi Moda

Perlotaan

Pusat Kebiakan Lalu Lintas dan Angkitan Transportasi

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Tabel C.5 Saldo Kas Lainnye dan Seiara Kas per satier

C.1.4 Piutang Bukan Pajak
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Rp. @

Bagian Lancar
Tagthan TETGR
Rp. 0

Bagian Lancar TPA
Rp.¢

Penyisihan Piutang
Taic Tertagih —
Piutang Lancar Bp. 0

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0 Piutang
bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau
Jasa ternadap pelayanan yang telah dibenikan namun belum diselesaikan

pembayarannya. Rincian Putang Bukan Pajak disajikan sebagal benkut

Uraian TH 2024 TH 2023
Piutang PNBP - -
Piutang Lainnya - -

Jumlah = :

Tabel C.6 Perbandingan Rincran Piutang PNBF TA 2024 dan 2023

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

masing-masing adalah sebesar Kp. 0. dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan

TPITGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada

tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

Rincian Bagian Lancar Tagihan TE/TGR adalah sebagai benkut;

No Nama Tahun 2024 Tahun 2023

1 |Bagianlancar TP - -

2 |Bagian Lancar TGR - -
Tabel C.7 Perbandingan Rincian Bagian Lancar TR/TGR TA 2024 dan 2023

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per
tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing
adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan
TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh

tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Pendek
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan

Rp. 0. Penyisihan piutang tak tertagih — piutang lancar adalah merupakan
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Beban Cibayar Dn

Muka Bp. 0

estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh
kualtas piutang masing-masmg debitur, Rincian Penyisihan Piutang Tak

Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai benkut

Kualiias Nitai Piutang S Hilai
Piutang Jk Pendek | Penyisihan|Penyisihan
Piutang Bukan Pajak
Lanear - 0% -
Kurang Lancar - 0% -
Diragukan - e -
Macet - 05 -
Jumlah - -
| Bagian Lancar TRTGR
Lancar - e -
Furang Lancar - 0 -
Diragukan 0% -
e 0% -
Jumliah - -
Bagian Lancar TFPA
Lenoar - 0% -
Hursng Lancar - 0% -
Tk an 0% -
Macer Uy -
Jumiah - -
Piutang Tak Tertagih : &

Tabe! C.& Rincian Penyisifian Pilutang Tak terlagin — Pilutang Lancar
TA 2024

C.1.B Beban Dibayar Di Muka

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima

seteiah tanggal neraca sebagai akibat darn barang/jasa telah dibayarkan

secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar di Muka pertanggal 21 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

JENIS TH 2024 TH 2023
Pengemballan Keleblhan Belanja Pegawal - -
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin - -
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan - -
Jumiah ) ' - -

Tabel C.8 Perbandingan Rincian Beban Dibayvar di Muka
TA 2024 dan 2023
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Fendapatan yang

Masih Harus

Dierima Rp. ©

FParsediaan
Rp. 9.283.890

C.1.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Ditenma per tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,
merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberkan namun
belum diterima tagihannya Rincian Pendapatan yang Masih Harus

Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai benkut

JENIS TH 2124 TH 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan - -
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan -

Pendapatan {asa Pelayanan dan Pendidikan - -
Jumlah g = S
Tabel C 10 Perbandimgan Rmcian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA
20024 dan 2023

C.1.10 Persediaan
Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-
masing adalah sebesar Rp 9 283 890 dan Rp.0

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemenntah,
dan/atau untuk dijual, danfatau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 adalah sebagai benkut:

JENIS TH2024 |TH2023] Mutasi

Barang Konsumsi 9 283 850 - §.283.880
Bahan Baku - -

Suku Cadang - -
Diserahkan kepada
Pemda/Masyarakat - il il

Persadiaan Lainnya - - -
Jumiah 9.283.890 : 9.283.890

Tabel C 11 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
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Hincian Persediaan berupa Alat Tulis Kantor di Badan Kebijakan

Transportasi sebagal berikut

JENIS BILAL
BARANG KONSUMSI

Alat Tale 1.375.100
Penjepit Kertas 163:270
Buku Tulls 19,500
ordner Ban Map 221.750
Cutter (alat Tulls Kantar) 30000
Staples 252 550
isF Staples 27.750
Heras HVS 3373870
Sercagal Kertas 33.300
AmMpiop 44 apo
TIMtE Toner Prmnter 1.294:-300
USB/Fasn Disk 330,000
Satu Bateral 2.088:000

Tabel C.12 Perbandingan Ringian Persediaan TA 2024 dan 2023

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi
bak. Nilai Persedizan per satker di lingkungan Badan Kebjakan

Transportasi per tanggal 21 Desember 2024 sebagai berikut-

ilalam Rupizh)
Satuan Kerjg Tahun- 2624
Seiretanal Badan kebiakan Transpodas 1545550
Pusal Kebiiak an Saranz Transporas) 1.475 73
Puzal Kebiizkan Frasammns Transpudasi dan Infegrasi Mods 2575350
Puzal Ketiiakan Lat Lintas dan Angkutan Trarsportasi Percotasn -
Pusal Kebijzkan Kezelamatan dan Keamaian Transpoiasi 1137 750

Tabel C 13 Nilai Persedisan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transpordas:
Persediaan  yang €.1.10.1. Persediaan Yang Belum Diregister

belum diregister  Nijtai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2024 dan 31

Rp.0 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Ep. 0, dengan

rincian sebagai bernikut:

| Jenis TH 2024 TH 2023
{Parsedizan Yang Belum I[}ir_.egisler 2 =

Tabel C 14 Nilai Persedizan yang belum diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per satker dilingkungan Badan

Penelitan dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember
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Asel Telap
Rp. 65973331 367

Tanzh Rp. 0

2024 sebagai benkut:

Satuan Kerja Tahun 2024

Sekretaniat Badan Kebiakan Transporiasi :
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda =
Pusat Kebijgkan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan -
Pusat Kebijakan Keselamaian dan Keamanan Transporias: E
Jumiah 3

Tatel T 15 Nifar Persediaan yang belum diregister per salker

Persediaan yang belum diregister pada neraca dikarenakan terdapat
perbedaan penode tanggal dokumen Kwitansi/BAST dengan tanggal
buku pendetailan persediaan.

C.2 Aset Tetap

Saido Aset Tetap Badan Kebijakan Transporiasi per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 20232 masing-masing adalah sebesar
Rp 65973 331 367 dan Rp. 67.851 743 218. Aset Tetap merupakan aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dan 12 bulan dan
digunakan dalam kegiatan opreasional entitas. Aset Tetap pada Badan
Kebijakan Transportasi berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya,

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kebijakan Transportasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing
sebesarRp O0danRp 0

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023
Mutasi tamibahe

Pembelan

Hibah

Reflasiikasi
Mutasi kurang

ﬂe«.‘ahmm Aset

Pﬂ1_g}1§pl.rsan

Bnito per IY Bessmboriod

Akumuiasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024

F L8888 &

Tabel €.16 Mulass Aset Telap Tanah



Peralatan dan Mesin

C.2.2 Peralatan dan Me=in

Rp. 53.061.892.090 Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember

2024 dan 31 Desember 2023 adalah

Rp.55.061-892.090 dan Rp. 61.207.821.517.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023
Mutasi tambah

Fembelian

Hibah

Transfer Masuk

Penggunaan Kembali Asat Tetap

Koreksi Tambah
Mutasi kurang:

Penghentian aset dari penagunaan

Reklasifikasi keluar

Penghapusan

Saldo per 31 Desember 2024

Akumulasi PenyusLRan s.d. 31 Desember .'!J.']Ex‘-l

Nilai Buku per 31 Desember 2024

masing-masing sebesar

61.207.821.517

6.159.003.761

g84& & &

14.304 533.186

& &

(41.16"’.139.231 I]I]]'
Rp  11.799.552.4

Tabal C 17 Mutasi Parafatan dan Mesin

FEMIE

L=

Permintan dan Mexin

ALAT SAMNTU

2065, TTra-oo0n

Al AT AMEELUTAN DAAAT BERMOTTR

16312442 080

SLAT SMEF UTAN DAS AT TAK BEERMOTOR

ALAT SENGREL-BERNMESIN

SHZS38 500

AL AT SENGHEL TAS EERMEEIN 1182207
ALAT UFUR 12388550 500
Al AT PEMGOLEH AN 22.570.088
ALAT WANTOR 2340 8555535

ALAT 2UMAS TANSEA

8.253 TCH BET

AL AT ETUDIO

3.4 354 TED

AL ET R TR AS

& S50 TIS-E02

|FERALATEN PEMAMCAS

1. 746525 40

FEFAL ATEL MO AD] NLANZAZ]

Zoozboooa

S AT M EDNDETER &M

XY 1.353 000

AL ETES EHEAT AN LA

4000003

1.0¥5.324 280

153 273500

SeSZsa nso

H YO PO ML A

TIS SO0 OO0

ALET BB DA ATORILM 5T AMO AR SAE]
e

Paci &

Z.SE85.00.000

FEFEEFNIETALN MOR EEN LETA LFY

IOpZENY 430

=L AT KHUELES KESTLIEIAN

TR ITIATE

ORI TER W

SEEEOTEE0T

FERA ATAN KFOMPUTER

395 TEI EET

AL &T EFEFLOSEST GEOSIEIFEA

gl - - g W]

ALET YETEEES!

296334 800

AL AT "EFIATEMNERBANGESN

55 743 OO0

SEECONTOHAN

137558 500

LT PERAL ATAN FROSEEPREODUNE]

€355 00C

IF!.LN'.‘E-‘..I—'F'MEU L& U LIMTAS DAR AT

ZSEEETED

FERLA ATAN LA FAGL

FoOTAL

Tabel C_18 Rincian Asef tetap berupa Peralatan dan Mesin Badan Kebyakan
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Transparizai

Satuan Kerja Tahun 2024
Sekretarat Badan Kebijskan Transportasi 28059520624
Pusat Kebjakan Sarana Transporiasi 3.577916.003
Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda 4626580 838
Pusat Kebjakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan | 13.205.193.200
Pusat Kebjjakan Keselamalan dan Keamanan Transportasi 3.492 581 425
Jumiah 53.061:862.090

Tabel C 19 Aseifetap berupa peralaian dan mesin per salier di lingrkungan Badan
Kebyakan Transportas

Mutasi tambah merupakan pembelhan Peralatan dan Mesin sebesar
Rp 6155003761 sedangkan WMutasi kurang Penghentian dan
Penggunaan Rp. 14.304.932.188 dengan rincian:

« Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar
Rp.2.529718.711.

Na|  Peralatan dan Mesin Niiai
| |ALAT BEMGHEL TAK BERMESN TEOT 200
2 |ALETKANTER §5b O3 550
7 |ALST AUMAH TANGES 1,482 363380,
4 |ALATSTUDG PR 533210
5 |ALAT HORUFIRAS) 37 2E00E
i |KOMPUTER UNT FIE166.200
7 |PERALATAN KOMPUTER 84575 341
Jumlah 2529118

Tabe! C.20 Mutas) Tambah Feralatan dan Meam
Sekretanat Badan Kebjakan Transporias:

sedangkan Mutasi kurang merupakan Reklasifikasi Dan Aset Teiap ke
Aset Lainnya sebesar Rp. 6.622 432.764 -
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Mo| Peralatan dan Mesin Nilai

&1 AT ANGHUTAN DARAT TAK -
1 i 1E463 000,
7 |ALAT BENGHEL TAK BERMESN 3RO TAD
3 |ALaTimim £052.000,
4 (ALATHANTDR E5E 031 835
5 (ALATRMAHTANGEA 2871 SR TED
G |BLATSTUDD 174 THEROD
7 |FERALATANFEMANCER 31436400
§ |LINITALST LABDRATEREN 2R 001 B50
0 |ALATKHUSUS HEPCLEN =l
10 |KOMPUTER UNIT LG B50EAD,
11 |PERALATAN KOMPUTER 13120280
12 |ALATDETEXS 265N,
173 |FERALATAN OLAHRAGS 3TE 003 000

Tabel C 21 Mutas: Kurang Feralatan dan Mesin Sekretanat Badan Kebjakan

fransporias:
« Pusat Kebiyakan Sarana Transportasi
Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.
1.193 584 000

No Peratatan dan Mesin Nital
1 [ALAT RUMAH TANGGA 12.650.000
Z  jRLAT STUDIOD 135 D000
31 JUNIT ALAT LABORATORIUM 134.724.000
4 |KDOMPUTER INIT E22 350 000
5 |PERALATAN KOMPLUTER 88,100 000
Jumiah 1.193384.000
Tabel C.22 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Pusat Kehijakan Sarana
Transportas

sedangkan Mutasi kurang merupakan Reklasifikasi Dan Aset Tetap ke
Aset Lainnya sebesar Rp. 4 027 491 654 -
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Mo| Peralatan dan Mesin Nilai

1 ﬁww:}m. 530365 000,
7 |ALAT KARTOR 57T 150
3 [ALATRUMSH TRNGEA 100G 0B0-LRD
4 |ataTsTEnD T1A£3500
5 |ALATEDMILNIKAST 3475 600
B |LNITALST LABOSATOREM 151472 000
8 |PERSEMJISTARNWONSENJATA AR 8154400
§ (RoWPUTER UNT LIEA S LaE,
() |PERALATAN KONPLUTER 313 184 556

Tabel C 23 Mutas: Kurang Peralatan dan Mesin Fusat Kebiakan Sarana
Transportas

+ Pusat Kebijakan Frasarana Transportas! Dan Intearasi Moda

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.
1876 654 550

Mo Peraiztan dan Mesin Kiial

1 |ALAT PENGDLAHAN 93.870.000
2 |ALAT EANTOR 117,393,150
2 |ALAT RUMAH TANGEA £54 355 300
4 |ALAT STUDIC 43080000
5 |ALAT REDNGETERAMN 187 75 D03
G |ALAT EHUSLES KEPDLISIAN 35 250 000
7 |KCMPUTER UNIT 424 00D 000
& |PERALATAN KOMPLITER L1 000050

Tabel C.24 Multasi Tambah Perafatan dan Mesin Pusal Kebijakan Prazarana
Transportas: Dan Integrasi Mods

sedangkan Mutasi kurang merupakan Penghentian dan penggunaan
sebesar Rp 496 443 890

MNo| Peralatan dan Masin Milal

1 |ALAT KANTOR 176.951 525
2 lALAT AURMAH TANGTEA 75.455.455
3 |lalaTsTUDic 1D 259,170
4 |ECONIPUTER UNIT 148171 700
5. |PERALATAN KOMPUTER 176.555.000

Tabel C.25 Mutasi Kurang Peralafan dan Mesin Fusal Kebjjakan Prazarana
Transporiasi Dan Integrasi Modsa
« Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan, Dan Transportasi Perkotaan
Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar
Rp.288.750.000,



Mol Peralatan dan Mesin Nilai

1 |ALAT RUMAH TANGGA, 5.550. 008,

2 |ALAT ETUDID 4 30 000,

3 |[KOMPLTER UNIT 206000000,
SPERALATAN

i |KOMPUTER D00 NG,
© jumlah I 298 750,000

Tabel C.26 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesm Pusat Kebjjakan Lalu
Lintas Angkutan, Dan Transporiasi Perkatzan

sedangkan Mutasi kurang merupakan Penghentian dan penggunaan
sebesar Rp. 1.522 381 500,

T lALAT UMUE 1210 D06
2 |ALAT KANTOR 188 £37 000
I [ALAT RLRAH TANGEA I AL 000
£ |ALATSTUDIO 58724000
5 |ALAT WOMLUINIEAS] 122500000
B |al AT KEGDXTERAM 2ATFEO 00D
T | LSIT ALAT LASORATORILR 1558 580 000
B | RADIATHOM ARPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING Bo 500 000
2 | KNP LITER BINIT 4313 97= 000
10 | PERAL ATAN EONPLITER TS 500
T T LT I e — EEH.H'“ ﬂ n

Tabel C.27 Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Pusat Kebijalkan Lalu
Lintas Anghkutan, Dan Transportas! Perkoizan

. Pusat Kebijakan Keselamalan Dan Keamanan Transporiasi
Mutasi tambah merupakan pembelhan Peralatan dan Mesin sebesar
Rp.259.996.500

No; Peralatan dan Mesin Nila
1 AL AT RUMAH TANGGS 10,900,000
2 lALAT STUDID 15 853 000
3 [KDWPUTER UNIT 157 167.000
4 |PERALATAN KOMPUTER

Tabel C.28 Mutasi Tambat Peralaian dan Mesin Pusat Kebijakan Lalu
Lintas Angkutan, Dan Transportasi Perkotaan

sedangkan Mutasi kurang merupakan Penghentian dan penggunaan
sebesar Rp. 1.636.183.3380

No Peralatan dan Mesn Nilai
1 |ALAT SREKLITAN DARAT TAK BERMOTOR FEE.EDOD
Z |ALAT FENGOLAHAN I02II 000
3 |ALAT KANTTR 154 128 500
4 |aLAT BUMAH TANEESR 248.EX3.030
T |ALAT MLUNAS 32, 400000
B |HDMPUTER LMIT 875451250
i IFEH.I!\Lﬁ.-'I'-I‘-I.N EOMPUTER 113392000
P PR T T

Tabe! C.28 Mulssr Kurang Peralatan dan Mesin Fuzat Kebyslken Keselamatan Dan

Keamanan Transportas)
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Gedung dan
Bangunan
Rp. 48 664.878.693

Jalan, [rigasi dan
Jaringan
Rp. 13.667.694 174

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 adalah Rp 48654878893 dan Rp 47.868.703.643 Mutasi
transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah
sebagai benkut

Saldo per 31 Desember 2023 47.868.703.643
Mutasi tambah
Penambahan Nilai Gedung -
Pengembangan Milai Aset 796175250
Keoreksi pencatatan -
Mutasi kurang: -
Koreksi pencatatan =
Saldo per 31 Desember 2024 ™ 48.664.878.893
Akumuasi Penyusttan s.d. 31 Desember 2024 (8.567.439 548)
Nilai Buku per 31 Desember 2024 40.097.439.345

Tabel C.30 Mutas:! transaksl terhadap Gedung dan Bangunan
Mutasi tambah gedung dan bangunan berasal dan pengembangan nilal
aset Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan yang berupa Konstruksi
Dalam Pengenaan senilai Rp 796.175.250,- yang semuia terdapat
ketidaksesuaian pencatatan pada akun komitmen dicatat sebagal ATR
namun berdasarkan data dukung dan substansi yang melekat pada aset
tersebut maka telah dilakukan pengkapitalisasian ke Bangunan Gedung
Kantor Permanen dengan melakukan perubahan pengembangan nilai
aset dengan Berita Acara Nomor BA-BKT 16 TAHUN 2025
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, Ingasi dan Jarnngan per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 20223 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.687 894.174 dan
Rp.13.687.694.174. Saldoe tersebut terdin dari instalasi janngan listrik.

Saldo per 31 Desember 2023 Rp 13.687.694,.174
Mutasi tambahr
Pengembangan Jaringan lmformasi Teknologi Bp
Pengembangan Jaringan Listrik Ap
Mutasi kurang:
Koreks! pencatalan Rp -
“Saldo per 31 Desember 2024 Rp 13.687.884.174
Akumulasi Perjusutan s.d 31 Desember 2024 Rp (2.117.877 125)
Nilsi Buku per 31 Desember 2024 Fp 11.569.817.048.

Tabe! C.31 Mutss transaksi terhadap Jaian, (ngas: dan Janngan
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Aset Tefap Lamnnya C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Rp. 2:506.522 165

Konrstruksi Dalam

Fangertaan Rp. 0

Akumulas
Panyusulan Assl
Tetap
Rp.(571.947.655.953)

Aset Tetap Lainnya merupakan aset telap yang fhidak dapat
dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, mgasi dan jaringan. Salde Aset Tetap Lainnya per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adaiah Rp. 2.506.522 165 dan
Rp. 3.522.153 447

Saldo per 31 Desember 2023 Rp 3.522.153.447
Mutasi tambah

Penambahan Aset Telap Lainnya Rp -
Mutasi Kurang: Rp 1015631282

Koreksi rilal Rp -

‘Saldo per 31 Desember 2024 Rp 2.506.522.165

Akumulasi Penyusitan s d. 31 Desember 2024 Rp =

Nilal Buku per 31 Desember 2024 Rp 2.506.522.165

Tabel C.32 Mulas transaks: Aset Tetap Lamnya

Aset Tetap Lainnya berupa Pembelian Buku Perpustakaan (monografi)
pada satker Sekretanat Badan Peneliian dan Pengembangan

Perhubungan sebagai referensi para penelit/perekayasa.

Satuan Kerja Tahun 2023

Sekretariat BEadan Kebijakan Trans poriasi 2506522165
Pu=ai Kebijakan Sarana Transporiasi
Pusat Kebijakan Prasarana Trans portasi dan Integrasi Moda
Pu=at Kebijakan Lalu Lintas dan Anglwian Transportasi Perkotaan
Pusat Kebijakan Keselamalan dan Keamanan Trans poriasi

' Jumiah  2.506.522.165

Tabel C 33 Rincian Asel Telsp Lainnya per satker

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. O dan Rp. 0

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 adalah masing-masmg Rp.(51.947 655955) dan
Rp.(58 434 629 563)

Akumulasi Penyusutan Aset Telap merupakan konira akun Aset Tetap

vang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilal
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Piutang Jangka
Panfang Ro 0

Piviang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) Rp. 0

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp. @

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain
untuk Tanah dan Koenstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan
rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024,
sedangkan nncian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada

Lampiran Laporan Keuangan ni.

N Aset Tetap NilaiPerolehan |  Akm Penyusutan Nilai Buku
1 |Peralatan dan Mesin £3.0651 892 05 41 752 33908 11795 552 889
1 |Gedung dan Bangunan 48 B6£ B7R 893 B 567 435 548 &0 (97 £10 145
3 |Jafan_kgas| dan Jaringan 13687 e84 174 FHIETIR 11565 517 048
4 |Aset Tetap Lainnya R R ME - 2052 165
_ Rhumulag Penyusian HLI0S80730 LT 55595 §3.973.3040.967

Tabel C.34 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Telap

C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka FPanjang Badan Kebyakan  Transportasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah
sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pistang Jangka Panjang adalah piutang yang
akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dan 12 bulan sejak
tanggal pelaporan. Pwtang Jangka Fanjang pada Badan Kebijakan
Transportasi merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TPITGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TPITGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing

sebesar Rp. Odan Rp. 0.

Taginan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara
akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang
mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah
tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu

kerugian yang didernta aleh negara karena kelala@annya.
C.3.2 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 21 Juni 2024 dan
31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0
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Panyigihan Pistang
Tak Teriagifi-
Piutang Jangka
Panfang Ro 0

Aset Lainnya
Rp. 40.818.625

Asel Tak Berwujud
Rp. 2027 384.000

C.3.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang
Saldo Penyisihan Putang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar
Rp. Gdan Rp. O

Penyisihan Piutang tak Tertagih—Piutang Non Lancar merupakan
estimasi atas ketidakiertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TF/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisthan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugj (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Kuslitas Nilai Piutang U Milai
Piutang Jk Pendek | Penvisihan | Penyisihan
Tagihan TR/ITGR
Lanocar - 0% -
Furang Lanoar - 0% -
Diraguksn - 0% -
hMacet - 0% -
Jdumilah - -
Tagihan PA
Lane=r - 0% -
Kirang Lancsr - 0% -
Diragukan 0% -
Iacat 0% -
Jumilah - -
Piutang Tak Tertagih | - B

Tabel C.35 Rincian Fenyisiiian Plufang Tak tedagih — Piufang Non Lancar

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar
Rp:40.818.625 dan Rp 234 775.875 Aset | ainnya merupakan aset yang
tidak dapat dikelompokkan batk ke dalam Aset Lancar maupun Asel
Tetap. Aset Lainnya pada Badan Kebijakan Transportasi terdin dari Aset

Tak Berwujud dan Aset Lain-tain.

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.027 384 000 dan
Rp. 2.027 384 000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

didentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud
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Aset Lain-Lain
Rp. 0.

fisik:

No. Uraian Milai

1 |Software Komputer Hp 2.027.334.000

2 |Lizensi

3 |Hasil Kajian/Peneiitian
Jumiah Nilai | Rp 2.027.384.000

Tabe! C_36 Rincian Aset Tak Berwujud
Saldo per 31 Desember 2023 Rp 2.027.384.000
Mutas! tambah:
Pembellan Rp -
Reklasifikas! Masuk Rp -
Mutas! kurang:
Rekiasikas] Keluar Rp -
Saldo per 31 Desember 2024 Rp 2.027.384.000
Akumulas! Penyusutan s.d 31 Desember 2024~ Rp  (1.986.565.373)
Nllal Buku per 31 Desember 2024 Rp 40.818.627
Tabe! C 37 Mutas Asel Tak Berwujud

| Satuan Kerja Tahun 2023
| Selretanat Badan Kebijakan Transportas| 1182 364 000
E_Fmat Kebiiakan Sarana Transporias) 253950 000
|Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda -
|Fusat Kebijakan Laiu Lintas dan Anglutan Transportasi Perkoiaan -
|Fu=sat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportas 571.070.000

Tabel C.38 Aset (ak berwwjud per-satker

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
adalah Rp: 0. dan Rp: 237.000.000 Aset Lamn-lain merupakan Barang
Milik Negara (EMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi
digunakan dalam operasicnal Badan Kebijakan Transportasi serta dalam
proses penghapusan dan BMN. Aset lain-lain terdin darl Aset Tetap yang
tidak digunakan dalam operasional pemeriniahan dan Aset Tak Berwujud

yang tidak digunakan dalam Cperasional Pemerintahan.
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Saldo per 31 Desember 2024
Mutasi tambah:

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Asst Lainnya

Mutasi kurang:

Asel Telap yang tidak digunakan dalam operasi

Penghapusan Dengan Cara Pemusnahan

Koreksl Pencatatan (BMN yang dihentikan)
Penggunaan kembali BMN yang sudsh dihentikan

penggunaan akiif

Penghapusan Aset Tetap yg tidak diguriakan dalam:

operasi pemerintah
Saldo per 31 Desember 2024

Akumulasi Penyusitan s.d 31 Desember 2024

237.000.000
15.467 998 470

15.704.998 470

0,00

0,00

Tabel C.39 Rincian Mutasi asef lain-iain

Mutasi tambah merupakan Rekiasifikasi dan Aset Tetap ke Aset Lainnya

yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lag digunakan dalam

operasional Badan Kebijakan Transporiasi

seria dalam proses

penghapusan dari BMN sebesar Rp.15.485.362 470

Mo Peralatan dan Mesin Nilsi
1 |ALAT ANEEUTAN DARST BEERMOTOR 580,335 000
|2 [ALAT-AMGEEUTAN DORAT TAK EEFMOTOR 15.398.600
| 3 |BLAT EERISKEL TAK BERPMESIN 38.0975.750
| £ (2087 UKLR 12330000
5 |ALAT PENGOLAHAN TTEE.000
I8 |aeav canyon 1 731 BEY. 710
| 7 [ALaT RUMAH TRNEGA 24E3.753.258
i3 |ALET STUDID 374 791 571
0 |ALAT TORAUNIKAS 351 075 000
| 10 |[PERRIATAN FEMANCAE 5,115.000
{11 |eLAT EEDOKTERAN 23.750.000
| 12 [N ALAT LABGRATORILIAL FiZFIi 955
13 [AEaT LABDRATERILN FISIIEE NUKLIR/ELEKTRONIKA 37.395.000
L 14 [mabyaTiON APPUCATION & NON DESTALILTIVE TESTTAG 53,9505 0O
15 | PERSENIATAAN NON SENIATA AR 55155400
{18 |aa7 FHUSLS AEPOLISIAN SE0.000
17 [KOMPUTER UNIT 4 736174 535
| 1B [PERALATAN KOMPUTER BO4 517 415
i 19 b a7 oETERSI 1700 500
| 20 [PERALATAN DLAH FacA 375,090,000
Z1 [BarAN PERPUSTARAAN TERCETAK 1010.151. 287
| 22 |2ARANE KOLZES HON ELDATA =.=00 000

Tabe! C. 40 Muiasi Tambah Aset Lan-lain
sedangkan Mutasi kurang merupakan Aset Tetap yang tdak digunakan

dalam operasi sebesar 15704 008.470
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Akumufas
Penyusulan dar
Amaoriisas) Aset
Lainnys

Rp. (1.986 565.375)

Kewajiban Jangka
Pendek Rp.0

Mo Paralatan dan Mésin Miksi
1 |ALAT ANGEUTAN OARST SERMOTOR E27.395.000
2 |ALAT ANCELITAN DARAT TAL BEAMDTOR 15333550
3 |ALoT BENGEEL TAK BERMESIN 38.375.750
4 |ALAT UFLR 15.330.000
5 |ALAT PENGOLAHAN 20522 000
8 |ALAT KONTDR 1.731L.5589.210
7 |ALAT AUMAH TANGZA 4AB3. 755754
B |ALAT STUDID 324 701570
D |ALoT KOMLENIEAS) 351.575.000
10 |PERALATAN FEMANCAR 5.115.000
11 |AIAT EEDORTERAM 24750000
12 JUMIT ALAT LABDRATORILIA 715711950
13 |ALAT LABDASTORILIM FISIRA NUFLIR/ ELECTROMNIGS 32.395.000
14 [RADATHON APPFCATHON & NOM DESTRUCTIVE TESTING B9S850 00O
15 |PERSERIATAAN NON SERIATA AP BE. 156,400
18 [ALAT KHUSUIS KEPDLSHAN S00.000
17 FOMPUTER LINIT 4735174 525
18 |PERALATAN KOMPUTER BO3.512 415
18 |ALaT DETEESS 700,500
20 |PERALATAN OLAH RAGA 375, 550000
21 |BaHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LOIDISL IEZ
22 |5ARANG KOLEES| NON BLDETA 5500000

Tabe! C41 Mulas: Kurang Peralaian dan Mesin Pussat Kebyakan Keselamaian

Dian Keamanan Transporias!
C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain per
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing
sebesar Rp. Rp. (1.886.565.375) dan Rp. (2.029.608 125) Akumulasi
Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang
disajikan

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya:

berdasarkan pengakumulasian atas penyesualan nilai

Rincran Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024

adalah sebagai berikut

N AsetLainnyz Nilai Perofehan Ammmm Nilai Buky
A |Asat Tak Betwupud 1,085 565 375 1045 745 750 A0 B1E 625
Jimiah 1,985 565 375 1045745 750 40 B3 A5
B [Asel Lamdain 1] 0 0
JEmiah Q i 1
Total | 155535 1545746 750 40518625

Tabel C 42 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisass Aset Laip Lain
C.5 Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek mearupakan kewajiban/utang pemernntah yang
tirmbul dan perstiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau
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Uszng Muka dari
KPPEN Rp.0

Ufang Yang Belum
Oitagihkan
Rp.C

Litang Jangks
Pandek Lainnya
Rp. 0

Elruitas
Rp. 66.023.433. 882

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
kewajiban Jangka Pendek Badan Kebijakan Transporiasi per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar
Rp.0 dan Rp.5.733.249 344

C.5.1 Uang Muka dari KPPN
Saldo Uang Muka dan KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp 0.

Satuan Kenja Tahun 2024

Sekretanat Badan Kebijakan Transportasi

Pusat Kebijakan Sarana Transporias! -
Pusat Kebiiakan Prasarana Transportasi dan integrasi Moda -
Pusat Kebyakan Lalu Limias dan Anghutan Transporias Perketaan -
Pusat Kebigkan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi

Jumigh -
Tabe! C 43 Fingran Salda Uang Muka dern KPFN per satker

C.5.3 Utang Yang Belum Ditagihkan
Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 sebesar Rp. O dan Rp .0

Satuan Kerja Tahun 2024

Selrelanat Badan Kebyakan Transportasi =

Pusat Kebijakan Sarana Transporiasi .

Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi dan integras: Moda -
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkataan -
Pusat Kebjjakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi -

m =
Tabe! C.44 Ringian Utang Yang Belum Diagihkan
C.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Besember 2024 dan 31 Desember

2023 masing-masing adalah Rp. 0dan Ep.0 Utang jJangka pendek lainnya
merupakan ulang yang berasal dan polongan/pungutan pajak oleh
bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan
ke kas negara.

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-
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masing sebesar Rp. 66.023.433.882 dan Rp. 68.086.512.093 Ekuitas
adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selsih

antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Satuan Kerja Tahun 2024
Sekretanat Badan Kebijakan Transpariasi B2 318 551 438
Pusat Kebijakan Sarana Transporiasi 867 0155.040
Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda 1.882 319139
Fusat Kehiakan Lalu Lintas dan Angkutan Transporiasi Perkotaan 518.502 167
I Pusat Kebiakan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi 427 005588

Tabsel .45 Rincran Nilal Ekuitas per satker



Fendapatan ENBF
Rp:{

Beban Fegawsl

Rp. 41.488.504.048

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penenmaan Negara Bukan Pajak untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah
sebezar Rp 0 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdini dan

- ; % Naik

TH 2024 TH 2023 (TURUN)
\Pendapatan PNEP Lainnya = = O
Pendapatan Jasa
Pendapaian Sewa Tanah, Gedung
dan Bangunan = & 3
Pendapatan Denda Keterlambalian
Penyelesaian Pekerjaan ;—iF —= =
Pendapatan Lain-Lain e = =

Tabel [ 1 Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2024 dan TA 2023
D.2 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember

2023 adalah masing-masing sebesar Rp.41485904 048 dan
Rp.34 845 706.240.

URAIAN JENIS BERAN TH 2024 TH 2023 [ Maree rommy 4|
Betan Gaji dan Tunjangan PNS A7 485604 048] 34645706 240 19.75
Beban Honorarum dan Vakasi - - -
Eeban Lembur = = -

Tabe! D.2 Parbandingan Rincian Bahan Pegawai TA 2024 dan TA 2023
Beban Gaji Pokok PHE TH H4 TH 2025
Bamr Ga) Fobet oG TG SRR T 0% e
Sitan Pemmulae Ga PAG CF] FEET ]
Ecar Ton, Seamiites PG T LT ]
Bebgn Tury Anak PRS HIHRET TS,
Bet=n Tan, Soukiural FNG P o
Behan Tery, Fungsora FRG [RETIE SR
Ezzan Tim. Fon ENE 1T RE T s
Sk Tam, - Baves FNS - 3pE =l ST
Benan U=g Wekan 75 | B0 AN T
Eetan Tumangs Umgm OhE DM EE0000
Biehan Gz Pokol FEEH 1 4580 B T
Bizren Pemmlatan Ga FRRK ] 18
Estn Turangan SsmikEm FPPK AT e Faiepld
Batah Timarcen Amak PPPY asee TR
Eegan Tumaman Fongssna: FPEK BEL ] ]
Bctan Tumangan Sae= PPEY SEEE FIEE
Rer= Lang Wate FRFR THIME DN ZEGE NN
Tamn Leng Lesogr P H
Beime Ly Lemmw PPN TS I00 o
E=nsm Fegges Tunmrgan 7 L
Kbosis Kagtan Kesna) I
Betae Fegassr Tungngan i o £
Kiusie Kz isian Hinesa PRRK e EF\=
Jamizh ARG | USSTIRI

Tabei 0.3 Perbandingan Rincian Beban Pegowai TA 2024 dan TA 2023
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Eeban Fersediaan
Rp. 3564 800 825

Beban Barang

dan Jasa

Rp 63275197 557

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk
uang maupun barang yang ditelapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai
Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemenntah
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3 564.800829 dan Rp
2 207 400 895. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat
konsumsi atas barang-barang yang habis pakai Rincian Beban
Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah

sebagai benkut:

URAIAN JENIS BEBAN TH 2024 TH 2023 NAIKITURLN
Beban Persadiaan lonsumsi 1564 800829 | 2207.400.8595 61,49
Beban Parzadiaan Bahan Baky
Eeban Persediadn Lainnya - - -
Jumiah Beban Persediaan | 3sstammn | 2207400895 1.4

Tabel D4 Perbandingan Rincian Beban Persedigan TA 2024 dan TA 2023

Beban Persediaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan

Transporiasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut

Satuan Kerja Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebwakan Transporiasi 6592 271 924
Pusat Kebigkan Sarana Transporiasi 1.074 541 475
Pusat Kebiakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda B37 234 750
Pusal Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transporasi Perkotaan 550 908 500
Pusat Kebiigkan Keselamatan dan Keamanan Transporiast 560 754 230

Tabe! 0.5 Kincisn Beban Persedizan per satker

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan iasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 adalah masing-masing sebesar Rp.63275197.557 dan
Rp.50.847 400.122. Behan Barang dan Jasa terdin dan beban barang

dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka

56



Beban
Pemeliharaan
Rp. 8.481 677 067

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban

yang tmbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap.

: NAIK
Behan Barang dan Jasa TH 3 TH 2023 TURUN %
Beban Kepeduan Perkanloran 10-555:953 328 11486 956070 -1 3%
Betan Penambah Dayz Tahan Tuboh 365 578500 329314, 000 11.6%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 g3 oog n.0%
Beban Hongr Operasional Satuan Kera 406973 000 02540500 48 3%
Beoan Barang Oparasional Lamnya 575.137.000 530 368 434 5%
Benan Barang Operasional - Penanganan ; :
Pandemn| COVID=14 ’ S50 00
Beban Bahan SEe0914035 | 41assean | wen
Beban Honor Guipul Fegiatan X70.500 000 F25-500 000 .05
Eeban Barang Non Operasional Lainnyz 4 180540871 5271280130 2070
Beban Langganan Listrik 4750027 H05 | 4058357358 | 4%
Beban Langganan Tekpon 248 GTI 673 370803124 -2 oty
Beban Lenaganan Air 251,158 800 223 841 500 2%
Bepan Lanoganan Daya dan Jaza Lainnya TEDFESET H 515945 2575
Behan Jasa Konsoitan 15106134250 | 11383300180 | 326%
Beban Sewa 2140 114339 203 744 518 5%
Beban Jasz Proksi 432767000 2437840500 | 3465
Behan Jasa Lalnnga 14224 510734 pih0 B2 47T | 120B%
Beban Peralafan dan Mesm - Ekstrakomptabel 000000 - 0.0%
Beban Assl Ekstrakomiabel Peralatan dan Mesin 14.985 000 - 0%
| Jumish G275 AT56T | S0.847400422 | 20,7%
Tabe! D 6 Ferbandingan Hincian Beban Barang dan Jass TA 2024 dan TA 2023
Satuan Kerja Nilai |
Sekretanat Badan Kebiakan Trans poriast 25387 504 71
Pusat Kebiiakan Sarana Transportas: 7113520914
Pusat Ketuakan Prasarana Transportas! dan Integrasi Moda 78858 167 189
Pusat Kebiakan Lalu Lintas dan Angkutan Transpariasi Perkotaan| 14.374 705 483
Pusat Kebgakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 7912 698683
Jumiah 63.276.187.557

Tabe! D 7 Rincian Beban Barang dan Jasa per satker

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Rp.9.491677.087
Rp.5011.161 644 Beban pemeliharaan merupakan beban yang

adalah masing-masing sebesar dan
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang
sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan Beban pemeliharaan
karena adanya pengeluaran untuk memperiahankan performa dan

kapasitas atas aset-asetlama Rincian beban pemeliharan untuk Tahun
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Beban Peralanan
Dinas
Rp 63405671 578

2024 dan 2023 adalah sebagai benkut:

] % Naik
LIRAIAN TH2024 TH 2023 (TURUN)
Bzban Pemelibaraan Gadunz dan Sanzunan ik V| 2885733006 166 5%
Bzhan Pemelibaraan Peraletzn dan Mesin 1314 08636 L5
Bzban Pemelibarazn Peralatan dan Mesin lainnyz | - - aog
faban Perzed@an bahan untuk pemaiiharaan ’ - - 0.0%5

Tabe! [8 Ferbandingan Aincian Beban Famelharaan TA 2024 dan TA 2023

Beban pemeliharaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan

Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagal benkut

Satuan Kerja Nilai
Selretanat Badan Kebjakan Transporiasi T997.835.649
Pusal Kedjakan Sarana Trenzportasi 560 213775
Puzal Kebjakan Frazarana Transportasidan inftegrasi Moda 42 To4 08T
Fusal Helbgakan Lalu Lintas dan Anghutan Transportasi Perkotaan 242 SR4 BT
Puzat Kebijakan Fesslamalan dan Feamanan Transportasi I8.796 478
Jumiah 491577076

Tabe! 3.8 Beban pameliharaan per safter
D.6 Beban Perjalanan Dinas
Beban Peralanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 63.405671.578 dan Rp
64.256.056 757 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi
untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan
jabatan. Kenaikan hshan perjalanan dinas disebabkan oleh
meningkatnya frekuensi peralanan dinas pegawal untuk menhadir
kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor
Pusat dimana perjalanan dinasnya ditunggung sendin oleh masing-
masing satuan kega. Beban Perjalanan Dinas per satker di lingkungan
Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagal
bernkut

Satuan Kerja Nilai
Setrelanat Badan Kebijakan Transporiasi 21963854 516
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi 9 557 450 240
Pusat Kebjjakan Prasarana Transporiasi Moda 10.577 016552
Pusat Kebijakan Laiu Lintas dan Anghutan Tranportasi Perkotaan | 10.476.208.178
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi 10791 142 062
| dmlah | s3.405671.578
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Beban Barang

untuk Diserahkan

kepads
Masyarakat
Hp O

Beban Bantuan

Sosial Rp. 0

Tebel D 10 Beban Penafanan Dinas persatker

Rincian Beban Peralanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah
sebagai bernkut

% Malk
TH2024 TH 2023
[TURLN)

300228735921 | 7AS

Beban Perjalenan Dnes Bizss

Beban Perjalznan Dings Delsm Kota i796510% | 0644

FRAIOETEIE | 333

Beban Perjalanan Dnes Paket Mesting Dafam Ko

Beban Pevjalenan Dings Paket Meenng Luar Ko

Q436366 | 2%

Beban Pevjalenan Dings Blasa - Loar Negen Hﬂtjﬂ?ﬁ- -18g9%

Heban Pavjalenan Dings Tetap - Luar Megerl u;“'

Bzban Penalznan Dings iainnys - Luar eger 14247012 | 3%

BASEDSRIST | -13%

Tabel .11 Perbandingan Rincran
Beban Penalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing
sebesar Rp. 0- dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan
beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat

yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dengan rincian sebagai

benkut:
. MAIKF
UURAIAN JENIS BEBAN TH Hi4 TH Hi23 TUBUN %
Beban Persadiaan pita cukal, materai dan leges 1] 0 008
Bepan Barang Lanmya univk Diserahkan kepada o 0 2 .El'ﬂ
MasyarakalP=mda -
Jusmiah : o 0 oo

Tabe! D12 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA
2024 dan TA 2023

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial
merupakan beban pemernniah dalam bentuk uang/barang atau jasa
kepada masyarakal yang bertujuan untuk peningkaian kesejahteraan

masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.
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Beban Penyusutan
dan Amorirsasi
Rp. 7824383995

Beban Penyisihan

Piutang Tak

URAIAN TH 2024 TH 2023

Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial
Beban Bantuan Sosil untuk Jaminan Sosial
Beban Bantuan Sosial umtuk Pemberdayaan Sosial

===
i :ii__;‘,{g i

Tabel -0 1.3 Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan TA 2023

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.
7.824.383.995 dan Rp. 7 822.470.314.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokas
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban
Penyusutan dan Amortisasi per satker di lingkungan Badan Kebijakan

Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagal bernikut:

Satuan Kerja Tahun 2024
Sekreiariat Badan Kebijakan Transportasi 5058 319 800
Pusaft Kebiakan Sarana Transparas! 508.543.410
Pusat Kebijakan Prasarana Transpariasi dan Infergrasi Moda 650 372783
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Anglufan Trans portasi Perkotaan 417 950 284
Pusat Kebiigkan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi 280157 718

Tabel D. 14 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisast per satker
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023

adalah sebagail benkut:

% Walk
{128

Boban Penyusutan Peralatan dan Metin 258

faben Peryusutan Gedung dan Banzunan 458

faben Peryusutan Jaringan Q0

faben Amortiss Softdare -84 3%

Benan Peayusutan Peayusutan Acet s o1ap Yane

Tidak Digunaksn dafam Operashonal Pemarintah 1R47 857 | <1000%

Tabe! D 15 Perbandingan Rincian Beban Penyusulan dan Amortisasi TA 2024

dan TA 2023
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk
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tertagih Rp. O

Surplus dar
Kegialan Non
Operasianal

Rp. 115.665.280

mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.
Jumiah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan
Rp O

URRIAN JERIS BEBAN TH 203 TH 2023 | seate 00N
Batign Penyizhan Piutang Tek Terrgih - Filteng Lancar | 3 x .
Beben Penyizian Piutang Tek Tertzph - Fiuteng Non Lancar ’ e ¥ =

Tabel .16 Perbandmngan Rincian Beban Penyishan FPiulang Tak Terfagih
TA 2024 dan TA 2023

D.11 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dan Kegiatan Non Operasional terdin darn
pendapatan dan beban yang sifatnya fidak rutin dan bukan merupakan
tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dan Kegiatan Non
Operasional pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah

sebagai bernkut

RN HEM | THAD | SNUKTURM
Betina Modg Tiamzh i i e
Supis(sfei Peispazan Aset hn Lancar AMZERT| 77420 fbsd.IZ|
Pendipal Polamsan Asel Non Lancai B | TIRMG AL
Beban Pdepiman Asat Nao Lancat 18T BRI 1
[etcd Selkih R i i e
Pesdmt dan Rogialen Mon Cpmrasmnallomys | T1R300397 | 110 8483 (140
Fekan 4 Kegaan N Opecas e Loy - :

Tabel D 17 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiaian Non Operasional TA
2024 dan TA 2023

") Pendapatan/Beban dan kegialan non operasional lainnya merupakan
Penyesuaran Nilai Persediaan yang timbul karena kebiakan penilaian
persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini
frdak akan muncul ketika penilalan persediaan menggunakan metode
First In First Out (FIFQ) mular tahun 2019,

Fos Surplus/Defisit Dan Kegiatan Non Operasional per satker di

ingkungan Badan Kebijakan Transportast per tanggal 31 Desember
2024 berikut
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Satuan Kerja Nilai
Sekretanal Badan Kebifakan Transporiasi 105 344 543
Puzal Kebijakan Sarana Transpartasi 441.805.296
Pusal Kebijakan Prasarans Transpariasi - 237 1AR SED
Pusal Kebfjiakan Lalu Lintas dan Angkutan Transporiasi Perkofaan |- 24 195 847
Pusal Kebijakan Kesslamaian dan Keamanan Transportasi - 159840 212
Jumiah  115.865.280,00

Tabel D. 18 Pos Surplus/Defisit Dan Kegiatan Non Operasional per satker

Fos-Pos Luar 2232 D12 POS-POS LUAR BIASA

Ao @

SumplusfDefisi)
Fp. (188 534 759.734)

Pos Defisit dan Pos Luar Biasa terdin dan pendapatan dan beban yang
sifatnya fidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta
di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

3
URALAN TH 2024 TH 2023 mﬂwll::
Belan@a Modal Tanah i 0 0.00
Pendapatan PHNBF 0 0 0.00
Beban Perglanan Dinas 0 0 0.00
Beban Fessediaan ] 0 000
DefisitPos LuarBiass | 0 of o

Tabel .19 Perbandingan Rincian Pas-pas Luar Biasa TA 2024 dan TA 2023
D.13 Surplus/(Defisit)

Surplus / (defisit) LO merupakan pendapatan atau beban yang terdapat
pada entitas. Rincian Surplus / (defisit) LO per 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 sebesar Rp.(1889347697%4) dan
Rp.(163.575.014.898)
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Ekuitas Awal
Rp. 68.086.519.093

Defst L0
Rp.{188.934.760.794)

Korekss ¥anho
Menambahs
Menguramgr Exuifas
Rp 336598000

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januar 2024 dan 2023 adalah masing-

masing sebesar Rp. 68.086 519.092 dan Rp.72.113.083.391

Ekuitas awal per satker di Lingkungan Badan Kebijakan Transporiasi

sebagal benkut

Satuan Kerja Tahun 2024
Sekretanat Badan Kebikan Transporiasi 64 051602127 |
Pisat Kebijakan Sarana Transpartast 463 940 255
Pusat Kebiakan Prasarana Transporiasi 1.074.168.152 |
Pisat Kebijakan Lalu Lintas dan Anghutan Transporiasi Perwtaan 73 846 241
Pusat Ketakan Keselamatan dan Keammanan Transporias 772958 278

Tabel E 1 Ekuitas awal per salier

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumiah Defizit LO untuk penode yang berakhir pada 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp. (188.934.769.794)
dan Rp.(163.575.014.858) Surplus (Defist) LO  merupakan
penjumiahan sehsih antara surplus/defisit kegiatan operasional,
kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit LO per satker
di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024
sebagal bernkut

Satuan Kerja Nitai
Sekretariat Badan Kebijakan Transpartasi (103302 34E.767)
Pusat kebijzkan Sarans Transporssi (18.021.483.068)
Fusat Kebijakan Prasarans Transporiast (20 430.803:8891)
Fusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transporasi Perkotagd  (28.135.814.015)
Pusat Kebljzkan Kesslamaian dan Keamanan Transperiasi (20.043.538.082)
Jumiah (188934 TEH.T64)

Tabei E.2 Diefisit L O per sather

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Transaksi Koreksi yang Menambah/lMengurangi Ekuitas untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar
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Panyeasugian Nial
AsetAp. 0

Koreksi Nital
Farsedaan
Rp. &

Karelsi Afas
Rekiasifikas:

Rp.33.696.000 dan Rp.(21.117.212) Koraksi yang
Menambah/Mengurangl Ekuitas adalah penjumiahan selsih antara
penyesuaian nilai aset, koreksi atas reklasifikasi, koreksi nilai aset non
revaluasi dan lain lan pada tahun beralan Koreksi yang
Menambah/Mengurangi Ekuitas per satker di lingkungan Badan

Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024 sebagai benkut:

Satuzn Kerjs Wital

Sekretarizt Esdan Kebilskan Trans portasi -
Pusat Kebliskan Sarsna Transportesi 33.8068.000

Pusat Mabijakan Prasarans Trahsporasi

Pusat Kebijaksn Lalu Lini=s dan Angkutan Transporiasi Perkoizal -

Pusat Kebijakan He=ejamatsn dan Keamanan Transportasi -
Tabe! E 3 Koreksi yang Menambah/Mengurang! Eluitas persatker

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adaiah sebesar Hp. 0 dan Rp.
0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai

persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan
yang dialubatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang
terjadi pada pernode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilal persediaan
untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-
masing sebesar Rp: 0 dan Rp. 0.

Rincian Korekst Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai

berikut:

Jenis Persediaan Koreksi

Barang Konsumsi =
Suku Cadang -
Barang Fersediaan uniuk Pemeliharaan -
Elarang Persediaan Lainnya -

Tabel E 4 Rinctan Koreksi Nilai Persediaan
E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan
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Ro. 0

Salisi Revaluas)
Aset Tedap Hp. 0

Kareksi Aset Nan
Revaiuasi
Rp. 33.696.000

yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Klasifikasi
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainya yang tenadi  pada penode
sebelumnya. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0-
Jenis Aset Tetap Nilai Koreksi
kKoreksi Reklasifikasi Asel Tak Berwujud -
Koreksi Reklasifikasi Peralatan dan hesin =
Jumiah | =
Tabel £ 5 Rincian Koreks! Atas Rekiasiikas

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat
dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Ravaluasi Aset Tetap untuk
pericde yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. G

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp.32.696 000 dan Rp. (21.117.212) Koreksi ini berasal dan transaksi
koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi
nilai berupa adanya pembatalan penghapusan aset peraiatan dan
mesin berupa board display dengan merk Ben Q 75 Inch dengan NUP
2

Jenis Asel Tetap Nilai Koreksi

Koreksi Nilai &s2t Non Revaluasi 33.696.000

Koreksi alas Reklasifikasi Persediaan/fs sl Telap/fast Lainmyg :
Jumiah 33596.000

Tabel E§ Rincian Kareksi Azl Telap Non Revaluas)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per satker di lingkungan Badan

Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berkut.
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Kareksi Lamn-lain
Rp. 0

Transafrs: Antar
Entitas
Rp. 186837 988 563

{0alam Bugizh)

Satuan Ketja Tahun 2024
Sebretariat Badan Kebijgkan Transporas! -
Pusat Kebijgkan Sarana Transporfas] 3696000
Pusat Kebijakan Prasarzna Transpodasi -

Pusat Kehiiakan Lalu Lintas dan Anghutan Transportasi Perkotaan -
Pusal Kebijgkan Kaselamatan dan Keamanan Transporiasi -

Tabel E.T7 Korelks: Nila: Azet Non Hevaluas per satker

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk penode yang berakhir pada 31 Desember 2024
dan 31 Deszember 2023 adaiah sebesar Rp. 0 dan Rp 0 Koreksi ini

merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain

koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah,
piutang dan utang.

Koreksi lain-lzin terdin dam:

Jenis Beban Jumiah Koreksi

Koreksi Beban -
foreksi Pendapatan -
forekst Fiutang -
Foreks! Keyajban -
Koreks] Hibah -
Kareksl Lainnya =

Jumiah =

Tabel E.8 Hinctan Koreksi Lamn-Lain
E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing
sebesar Rp. 186 837 988 583 dan Rp. 159,569 567 812 Transaksi antar
Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang
berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas Milai
Ditagihkan ke Entitas Lain 188 043 279 980
Diterima da#i Entitas Laim [111]5.291.35?],
Transfer Masuk -
Transfer Keluar
Fengesahan Hibah Langsung
Fengesahan Pengembalian Hibah Lanosung

Tabel E 9 Rirician Nilai Transaks: Antar Entitas
Miiai Transaksi Antar Entitas per satker di lingkungan Badan Kebijakan
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(DOELJDKEL)

Ap. (1 206.297.387)/
Rp. 188043 279.080

TransferMasuk’
Transfer Keluar
Rp 0/Hp.0

Pengesahan Hibah
Langsung &
Fengembalian
Hibah Langsung
Rp0&FRo 0

Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Calzm Aupizh]
Satuan Kerja Tahun 2024
Sekretanat Badan Kebijakan Transportasi 100660 298 578
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi 18450 882 /13
Pusat Kehijakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda 21 748954 045
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Anghufan Transportasi Perkotaan | 25730 266 841
Pusat Kehijakan Keselamatan dan Keamanan Transporasi 19,697 585 403

Tabel E 10 Nilai Transaksi Antar Entifas per satier

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain
(DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan

transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang

melibatkan kas negara (BUN).

Desember sebesar

Pada pericde hingga 31 2024, DDEL

Rp.(1.205.291.3597) sedangkan DKEL sebesar Rp. 188.043.279.980

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
IMasulk/Transfer

aset/kewajiban dan satu entitas ke enfitas lain pada internal KL, antar

Transfer Keluar merupakan perpindahan
KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk/Transfer Keluar
posisi 31 Desember 2024 Rp 0.

E.43 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan
hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan
pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN Pengesahan
Hibah Langsung sampal dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Rp0

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas
pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan
Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanagal 31 Desember

2024 adalah Rp 0.
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Ekuitas Akhir
Rp.66.023 433.582

Bentuk Nilal
Hibah Pengesahan

1 | Kamwil Akuntans] istimewa Jakaria Liang Rp -
z | Kamwil Akuntans! Istimewa Jakarta Uang Rp -

No Penerima Hibah

Barang Ep -

Total Pengesahan Rp =
Fengesahan Pengembalian Hibah Rp -
Jumiah Rp :

Tabel E 11 Rincian pengesatan Hibah untuk tahun 2024
E.5 Ekuitas Akhir
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
adalzh masing-masing sebesar Rp 66.023 433.882 dan
Rp 68.086.519.093
Nilai ekuitas akhir per satker di lingkungan Badan Kebijakan
Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Hztam Rupizh]
Satuan Kerja Tahun 2024

Sekretaniat Badan Kebyakan Transporiasi 62 318551 938
Pusat Kebiakan Sarana Transportasi 867 055.040
Pusat Kebijakan Frasarana Transportas 1.862.318.138
Pusat Kebyakan Lalu Lintas dan Anghutan Transportasi Perkotaan 518502167
Pusat Kelyakan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi 477,005 558
Jumiah 66.023433.882

Tabel £.12 Nilat ekuitas akhir per satier
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F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak ada

F.2 REKENING PEMERINTAH

Daftar rekening pemerintah di lingkungan Badan Kebiiakan Transportasi

terdapat 5 (Iima) satuan kerja dengan jumiah rekening masing-masing

telah mendapat persetujuan dan KPPN Jakarta [V atas nama masing-

masing Satuan Kerja Eselon |l di satuan kena terkait.

Mo Kantor/Satuan Kera Homor Bekening Bank
1 2 = -
Selretarial Badan Hebijakan : Bank

! Franssortasi SIDOLIISETSIION |y porichini

Bank

Mandin

ENI

SE9154288951 1000 |Cabang

Harmoni

Puzat kKebijakan Lalu Linfas Barik

4 |Angkutan dan Transporiasi] 21001243142671000 s

Mandin

Perkotaan

2 |Pusat Kebijakan Sarana Transpo{ S100122889411000

Puzat Kebijakan Prasarana
Transportasi dan Integrasi Moda

Puzat Kebijakan Keselamatan Bank
dan Keamanan Transporiasi e 7 Mandiri

Tabel F 1 Daftar rekening pemenniah di ingkungan Badan Kebyakan
Transparias

Berdasarkan surat permohonan Perubahan Nama Rekening Induk dan
Rekening Satker pada PT. BNl ({(Persero) Tbk  Nomor
KU/202/01/03/BKT/2023 tanggal 17 Januan 2023 untuk satker yang
menggunakan rekening BNI dan Nomeor KU 202/01/02/BKT/2023 tanggal
17 Januan 2023 unfuk satker yang menggunakan rekening Mandin.
Pembukaan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker (Virdual
Account) telah disetujui oleh Direkiorat Pengelolaan Kas Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan MNegara, Kementenan Keuangan
sesual Surat Nomor 5S-32039/KPN.1204/2023 untuk satker yang
menggunakan rekening BNI dan Nomor 5-33592/KPN.1204/2023 untuk
satker yang menggunakan rekening Mandin dengan rincian perubahan

sebagai benkut
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1 2 2 4
REE BALITEANG ’ °
X . ARK HakAan TRANS
1 |Badan Kebljakan Transportas! [PERHUBUNGAMN
KEMENHUE OPS
KEMIEN HUB OFS
Selretznat Badan P A BPE 133 SER BAKAN
= Febhijakan Ti poriasi A o TRANS KEWIENHLIG
rans
KEMEMHLUB
& ¥ = BPE 133
3 ! _EI PLISKEBIIA AN EPGE 133 FUSKAN LETF
Transportasi
TRAMSPORTAS!I TIF
EPiz 133
s i PUSKEBILAKAMN BPFE 133 FUSKAN
4 | Transporizs) dan integras:
TRAMNSFPORTASI SARANATRANS
hMod=
TLEOF
Pusat Kebijgk=n Lalu Lintas |ErF: 153 o —_—
g | Anghkutan dan Transportast [ TRANSPORTASI <ot
Perkotsan LIDa AL

Tabel F 2 Satker yang menggunakan rekening Mandin

F.3 Catatan Pengungkapan Penting Lainnya

1. Pejabat Pengelola Keuangan

Rincian Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan

Transportasi Tahun 2024 sebagai berikut

Satker / Jahatan

| Hamsa

|period= jabatan

Sehr=tarist Badan Kebijakan Transporiasi

Wire23 FEnEOUNG Anggatan

Capt Aviranto Suratng, S P4 WM.

enuard = d Desember 2004

FEJEEIET Pembuat Komitreen Futin

Joshies Kevin, &2

jznusr 5 d Dessmper 224

Pajahat Pemibuat Eomitreen Modal

KL Rizkl Pratema s £

Lurl 2074 5 J Dessmber 224

Pelanst Pendnda Tangan Pengu|l SRR

zzllan Restu Fradiks: S Ak

fznusr 5.d Desambar 20204

Bandzhafa

Arggun Fitaioks: SN

Jenuard = d Desember 3004

Puset Kehijakan Sarana Transporas)

Frz=a Pangguns Anggaran

Ir.Erni Badrt, 3T M.Eng ..

tEnuerl g d Kel 2021

Benny yull Futrento, 5T

M| 2.2 Junl 2028

I Surantio, S.T0., M.T.

Aaugtiss ZIAS-Desember 2023

Pajabet Pembust Romitmen

[Teguh Paindnen Futra, 3T VLML

iznuar 5d Desember 2023

Pefzbat Ferandz Tengsn/ Fengull SRR

Achmad Andhike KRsrsma, MR,

lgnuer o d Desamber 208

Bandahara

Muhzmmad-fizal

lenusrted Desambet 2014

Pusat Kebijskan Prasamna Transportas dan integrasi Moda

Mosza Fangguns Angearan

Capt Hoviyanin Widadl, TAP. MM

UEnusarl £d Dessmber 2008

Pejabat Pembuat Komitrsan

Boy Jhoustray Umbang

fznusr 5.d Desambar 2024

Paldbet Penanda Tengan/ Fangu)l SPM

5l Puraanlrasth

Jenuard = d Desemiber 2004

Bandzhars

Winny 1srani s A, & Wig.

znusrl o d Desember 224

pusat ReHijsken ialy Untss anghutsn dan Trensportssi Perkotn

Kirzza Pengouns Anggaran

Ir. sndl Fisradl, WT.

lenuarted Juli 2022

Ntarwanto Herns Santosc, 5T MT.,

Hull 5.4 Detember 2074

Fafabat Pembuas Eonitmean

Tangguh Wizaksono, 557, M.Eng

ienuar 5 d Desember 2024

Pafzbat Ferandz Tengan/ Fengull SRR

Frzhy Amznds, 5.E

lznuer £ d Desdmbar 208

Bandahara

Fizlly Sinacringo. 5 E

snusarte d Desambet 2524

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Kireza Pengguna Anggeran

Jermandl, 3T, MIT,

jznuer s d Desember g

Pejabst Pembiuat Komitrsan

Tinr Sughysrin, 557

jznusr s.d Desamibar 2024

Tabel F 5 Rincian Pajabat Pengelola Kevangan df Lingkungan Badan Hebijakan

Transpartas
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2 Pengungkapan Lain-lain masing-masing satker:

-a. Sekretanat Badan Kebijakan Transporiasi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat
Badan Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran
2024 Nomor: SP DIPA- 022.11.1.288752/2024 tangagal
20 Movember 2023, dan telah dilakukan revisi DIPA
sebanyak 19 kali.

b. Pusat Kebijakan Sarana Transporiasi

FPusat Kebjjakan Sarana Transporiasi per 31 Desember
2024 telah melaksanakan revisi DIPA ke 6 dalam rangka
perubanan anggaran dengan nomor revisi DIPA terakhir
SP DIPA-022.11.1.288944/2023 Revisi ke 7 pada
tanggal 11 Juli 2024 Dengan Tuuan Perubahan

Rencana Penarikan Dana Dalam Halaman [l DIFA.

c. Pusat Kebiiakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat
Kebijakan Prasarana Transperiasi dan Integrasi Moda
Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA-
022 .11.1.288951/2024, tanggal 24 November 2023
sampal ini telah dilakukan revisi sebanyak 7 kali.
Terdapat pengembalian belanja barang tahun anggaran
yang lalu atas kelebihan pembayaran biaya personal
dan nonpersonil Perumusan Kebjakan Penetapan
Bandara Internasional Transit Hub dan Simpul Industn
Fusat Perawatan sebesar Rp139.165.970.

d. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat
Kebjakan Lalu Lintas, Angkutan, Dan Transportasi
FPerkotzan Tahun Anggaran 2024 Nomor SF DIPA-
02211 1414267/ 2024 tanggal 24 MNovember 2023,
dan telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 11 kali

e. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat

Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
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Tahun

Anggaran

2024

SP

DIPA-

022.11.1.8634171/2024, tanggal 24 November 2023, dan
sudah pernah dilakukan revisi sebanyak 10 kall. Revisi
kesepuluh dilakukan pada 19 Desember 2024.

3. Capaian Output Perfungsi

Srogres canams
= déans se=rrn
2 et ammmens amnn) ; 5
EEgEmE i _::E; Tafe= Tmmarcoies) puntes huseree | SrTIZSSIOLE sgTIiTTETEE  (asEw Smis—asgas deimoes o b B T LT
TRAMEFDET et st Furen ]
ity gl
Ty B dep e Tener,
SrT e Tereny Teebugpe defFatewsen | SpTSETEEG ETHAETE  (2ITh Feigmetie Gafyice | o Eeiep
=mezezang STF) janp Sieemgangasn :
fr Ll Et 21
e Sramrzsesn D fegeeen Cremys
BTEERAR 0D T iR A L o ]
et \iSicat yirg Shmpengens| EoiRaEdE | mTmsmee (i Sppmeommy e |U0% Soem
Sime Tremanosms) podom hiiaiwey | ceraceiayioc | Foesgedseand Bizect Tmicmweds demimews | C00%F s
=8 Ealem
FLUEET EERAEN LY - S =
e Ty B dep e Tener, Sesmmmer 020
Eampgr s SmAMBEDETIC Terene Teebuzge def Satewsen | SpEIEmEG ESppi-ctoc il 50 Fhigreiivy dsfyicey [ 208] gogmsreme
- ZETF] jang Semgangeen FITIE LT
e
FLEET =EUSERN
b Smie Rapmae Lo edas
SRR EEES THZTIREZH & SLEEER B | ApiIeiEEEIc) QLG oAk nsgateris (Esiyies BNt ofEh pesaw
T
o if,—LE L SempEniem o = - - - =
TEE Tami S TR ICETND EsIETEIRIEET JIEITh AmEmrapia (arEiE. e |

a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Tabel F.7 Ringran Capaian Output Perfungsi Priortas Nasonal

Tidak Ada

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi melakukan

kegiatan program prioritas nasional (Strategis), sebagai berikut:

1) Prentas Nasional V - Pembangunan dan pengembangan bandar

udara perairan merupakan salah satu solusi untuk memecahkan

masalah konektivitas transportas) antar pulau dan antar wilayah yang

tensolir, terduar dan sarana sungal, laut ataupun danau. Konektivitas
sistem transportasi antar moda di IKN dibutuhkan untuk terjadinya
"seamiess flow” Maka idealnya tidak boleh hanya mengandalkan

jalan raya saja tetapi juga diperlukan sarana transportasi udara yang

T2



dapat mendarat di laut atau sungai vaitu waterbase dan seaplane:

Pengembangan seaplane im dengan melalul laut dan sungai untuk

mendukung konektivitas di wilayah |IKN, seyogyanya terkoneksi

dengan baik dengan moda lanjutan yang berada di jantung kota IKMN.

Potensi waterbase/bandar udara perairan dan seaplane dalam

mendukung konektiviias antar wilayah serta logistik untuk masyarakat

disekitar IKN, periu adanya tindak lanjut berupa pembangunan dan
pengembangan waterbase dengan memperhatikan keselamatan dan
keamanan penerbangan. Selanjutnya untuk mendukung wilayah dan
geografi dan rencana lbu Kota Negara (IKN) serta jarak antara sungai
dan lautan, perlu adanya pengembangan potens: water base dan
seaplane dalam mendukung perpindahan penumpang dan barang
yang dibutuhkan di wilayah |bu Koia Negara Potensi seaplane juga
harus memperhatikan dan sisi operasional dan biaya yang diperiukan
oleh cperator penerbangan seaplane melalui "Perumusan Kebijakan

Potensi Seaplane Sebagai Alternatif Moda Untuk Daerah Laut dan

Sungai di Wilayah IKN™ Rincian Pagu Anggaran Rp 753.550.000

Realizasi Anggaran Rp. 703.702 756.

c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Frasarana Transportasi dan
Integrasi Moda melakukan kegiatan program prortas nasional
(Strategis), sebagai berikut
Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan
Integrasi Moda melakukan kegiatan program prionias nasional
(Strategis), sebagai berikut

1) Pnioritas Nasional V

Untuk Priontas Naswonal V' pada Pusat Kebijakan FPrasarana

Transporiasi dan Integrasi Moda di antaranya melalui program

prioritas Sistem Transportasi Pendukung Logistik yang dikembangkan

pada 4 kegiatan dengan nincian sebagai bernkut:

a) Prioritas Nasional terkait Sistermn Transportasi Ibukota Nusantara
dengan meliputi Perumusan Kebijakan Potensi Seaplane Sebagai
Alternatif Moda Untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah IKN dan
Analisis Standar Fasilitas Integrasi Moda Dalam Kawasan Inti Pusat

Pemerintah dengan rincian pagu anggaran Rp.1 456 867 000 dan
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1)

1)

realisasi anggaran Rp.1.434 341 329

b) Analisis Pengembangan Sistem Transporiasi Terpadu untuk
Mendukung Aktivitas Kawasan Panwisata dengan rincian pagu
anggaran Rp.738.858.000 dan realisasi anggaran Rp.726.573.747

c) Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhan dalam Pengembangan
dengan nncian pagu anggaran Rp 759427 000 dan realisasi
anggaran Rp. 736405 208

Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transporiasi

Perkotaan melakukan kegiatan program prioritas nasional {(Strategis),

‘sebagal benkut

Prioritas Nasional V

a) Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, Dan Transporiasi
Perkotaan mendukung pnoritas nasional ke-5 PN ke-5 ialah
memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan
ekonomi dan pelayanan dasar melalui kegiatan Pengembangan
Layanan Reguler dan Kepenntisan untuk Meningkatkan
Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar
dan Perbatasan (3TP) dengan rincian pagu anggaran
Rp.670.960 000 dan realizasi anggaran Rp.670.906.000.

. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Pada tahun 2024 Pusat Kebijgkan Keselamatan dan Keamanan

Transportasi melakukan kegiatan program prontas nasional

(Strategis), sebagai berikut.

Prioritas Nasional V

a) Prioritas Nasional terkait Sisiem Angkutan Umum Masal
Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan dengan Meliputi Analisis
Risiko Pada Bangunan Jembatan dan Terowongan Pada Jalur
Kereta Api dan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum  Untuk
Menurunkan Poiensi Kecelakaan Jalan dengan pagu anggaran
total Rp. 1.378.686 000 dan realisasi anggaran Rp.1.241.360.941.
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Lampiran
Laporan Keuangan
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON |

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

[=] {3 [m]
"

(DALAM RUPIAH) 0l
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON | : BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTASI 11 TalData - 14/05/25 805 EM
TolCetak - 15/05025 146 PM
Halaman 1
lap _lra_face es1 new poc
2024 2023
HRAIAN ANGGARAN REALISASI | FEALSh e oroan] % ANGGARAN REALISAS) | BEAuh ] %
1 2 3 L ] = T g 6
Pendapatan Megara Dan Hibah o i) ] o o i) i) o
. Pendapatan Perpajakan 1] /] /] 1] 1] /] /] ]
1. Pajak Dalsm MNegar 0 1] 1] a 0 1] 1] a
2. Pajak Perdagangan Infemasional 1] 1] 1] & i} 1] 1 G
Il. Pendapatan Pensrimaan Negara Bukan Pajak o 1,205.291,397 1,205.291,397 o o 1,410.235,825 4,410.235,825 o
1, Pendapatan Sumber Daya Alam ] 1} 0 & 1] [} 0 1]
2. Pendapalan dari Kekayaan Megara Dipisahkan 0 0 0 i 0 0 i} a
3. Pandapatan BLL ] 1} [} & 1] [} 0 ]
4. Pendapalan Pensrimaan Megars Bukan Pajak Lainnya 0 1.205.281 397 1.205 251 3597 a 0 1.410.233:825 1410233825 ]
lil. Pendapatan Hibah 1] /] /] 1] 1] /] /] 1]
Jumish Pendapatan Negara dan Hibah (A + AL+ A) o 1,205.291,297 1,205.291,397 o o 1,410.235,825 4,410.235,825 o
E, Belanja Negara 1] /] /] 1] 1] /] /] 1]
|. Beianja Pemernintah Pusal 155,457 340 000 165,043 370,880 (8,414 060020} 8572 161,130 813.000 160,979 807 637 {151,005.363}] 285
1. Belanja Pegawai 41,935 254 000 41 453 504 045 {447 340 057)| 2823 34,605,053, 000 34,795, 035,240 (3 044.760) 2287
2 Beianjs Bzrang 147 709 606,000 135,746, 630,91 {7962 875.079)] #4851 122 553 304 0040 173 411,344 287 [141,550.713) 2084
3. Bejanja Modal 6.811.430,000 6.807.745,011 (3.734.989)( 9983 3772426 000 3772425110 (890) 0@
4. Belanjz Pembayaran Bunga Ulang 0 0 0 2 0 0 i a
5. Belanja Subsidi ] 1] 1] & 1] (1] 1] G
& Belanjs Hibah 0 1] 1] f 0 1] 1] ]
T Belanja Bantuan Sosial 1] 1] 1] & ] 1] 0 &
8. Belanjs Lainain 0 1] 1] a 0 1] 1] a
Il Transfer ke Daerah 1] /] /] 1] 1] /] /] 1]
1. Dana Bagi Hasil 0 0 0 i 0 0 i} a




LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON |

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

[m]5 m]

(DALAM RUPIAH) ]
KEMENTERIAN/LEMBAGA ! KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022 )
ESELON I : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 11 ToiDala - 14/05/25 805 PM
Togl Celak - 150525 146 PM
Halaman -2
lap _ira_face_est_new poc
2024 2023
URAMN ANGGARAN REALISASI | 8o e ocaraN % | ANGGARAN REALISASI | Sota e Gl %
1 F 3 4 =] -] T [ g
2 DanaAlakasi Umum ] a a g ] i i g
3. Dana Transfer Khusus & 0 0 & & 0 0 &
& Danz Alokazi Khusus Fisik & 0 0 & & 0 0 &
& Bana Alokas Khusus Non Fisik & 0 0 & & 0 0 &
¢ Hibah Kepada Dasrah i] o o G ] i 0 g
4. Dana Olonomi Khusus & 0 0 & & 0 0 &
5. DanaKeistimewaan Dzerah Isimewa Yogyakariza i) 0 i} i} i 0 0 ]
o: Danz Desa & 0 0 '] o 0 0 g
7. Inzenti Fizkal ] a i ] & i o ]
Jumiah Belanja Negara (B + B 196,457 ,340,000 185,043,279,380 {6,414,060.020))| 9572 161,130,813,000 160,579,807 537 (151,005,363)| 99.91
C. PEMELAYAAN o o o o o o o o

Keterangan
FIMAL




NERACA

TINGKAT ESELON |

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALANM RUPLAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [ 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LINIT ORGANISASI

:111 ) BADAN KEBLIAKAN TRANSPFORTASI

Tal Data
Tal Cetak
Halaman -1

. 1410525
15/0525

(=] (]
=

625 PM
11:51 Am

lap neraca_es1 komparati poc

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
MNAMA PERKIRAAN
2024 2023 Jumiah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Bzrzadizzr £2E83.500 g B 233,590 0.0/
JUMLAH ASET LANCAR 5.2B3.E50 0 5283550
AZET TETAP
Petalatan dan Mazin 53051802 080 51,207,831 817 [B. 145 823.427) {13:31)|
Gedung dan Bangansn 45584 578 502 47 568 703,643 708, 175,250 -..aaﬁ
Jdalan, irigazi dan Jaringas V3 68T ER4.1T4 V3687 604174 1] I].ED%
A=ct Tetap Lainmy= 2506,572 195 3522 955 447 (1915331, 22T {1&.&4:3
AKLIMULASI FENYUSUTAN {51 S4T,365,055) {58 434 833 5A3] £488,973.503 {11 H}h'f
JUMLAH ASET TETAF 65,873,331, 367 67851743718 (1,878 411 851) zrn|
ASET LAINNYA
A=zet Tk Barmujist 2)0E7,354.000 2027, 354000 g n.ang
Aeet| sindzin 1] 237,000,000 (237,000.000) [1Dﬂ-.m}:l;|
ARLIMULAS] PENYUSUTANIAMORTISAS] ASET LAINNYA (4,585 565 375) (2020308, 125) 43042 750 (3 Tz::'
JUNMLAH ASET LAINNYA 40818625 I TTIETS (193,557 2507 13?.61!!_-
JUMLAH ASET §5,023,433.582 62,086.512,003 (2.062,055.211) 13.&3;{
EKUITAS
EKLITAS
Ekustas 23022433807 &E (B8 510003 (2,883 0E5 211) (203
JUMLAH EXLITAS G5.0E2 423,882 68,086,519.093 (2,063,085.211) {3.03)]
JUMLAH EKUITAS 65,023 423 882 6B.085.549,083 (2.053,085.211) {3..93ﬁ
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUNTAS GB.0E2 423,882 68,086,519.093 (2,063,085.211) {3.03)]
Keterangan -

FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON |
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : [ 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LINIT ORGANISASI

t(11 ) BADAN KEBLIAKAN THANSPORTASI

Tel Data . 140525625 PM
Tal Celak - 15/0525 11:51 AM
Halaman -1

lap_neraca percobaan_akrual esi poc

TRANS | PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 b

0.0 17in Barang Konzumsi 9 253,650 0
0.0 132111 Peratatan dan Mesin 53.061 852030 0
0.0 1233111 Gedung dan Bangunan 43.664 575,653 1]
0.0 134113 Jaririgan 13.687 634 174 0
0.0 135121 Aszet Telap Lainnya 2 506 522 163 1]
0.0 137111 Akurmutasi Penyusalan Peralatan dan Mesin a 41,262 338 231
0.0 137211 Akumulas Penyusulan Gedung dan Bangunan 0 4067 435 545
0.0 137313 Akumuizsi Penyusatan Jaringan a 27BN
0.0 162151 Software 2027 384,000 1]
0.0 162315 Akumulasi Amortisasi Softwars a 1,086 565 375
0.0 ¥ Ditagihkan ke Eniitas Lain 0 185,043 279 980
0.0 313121 Citesima dar Enfitas Lain 1.205 291 397 0
0.0 3t Ekuitas 0 B545.086.519.093
0.0 351116 Korek=i Milai Azet Tetap Mon Revaiuas a 33696 000
3.0 425122 Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Masin 0 86903 400
10 475011 Fenernmaan remball bedanja Pegawal | ahun Anggaran vang Lalu o 1843
10 475013 Fenermaan kembial bedanja barang | ahun Anggaran vang Lalu o 1 118 386 354
30 511111 Baban Gaji Pokok PNS 12,443 534 850 0
3.0 511118 Beban Pembulatan Gail PNS 183 205 1]
30 511121 Beban Tunj. Suzmifisiri PNS 740441 374 0
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 192184 572 1]
30 511123 Beban Tunj. Struddursl PNS 477 365,000 0
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PHS 1,128 845 0060 a
30 511125 Beban Tunj. PPh PNS 1359590 745/ 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 554 555 200 1]
30 511128 Bsban Uzng Makan PHS 1.085 242 000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umam PHS 356,688.3159 1]
30 511611 Baban Gaji Pokok PPPK 1.045 508 800 0
3.0 511618 Beban Pembulatan Gaii PPPK 15, 645/ 1]
30 511621 Beban Tunjangan Suamillsii PPPK 61,312 280 0
3.0 511622 Beban Tunjangan Anak PPPK 13632672 1]
30 511624 Beban Tunjangan Fungsicnal PPPK 173,590 000 o
3.0 511825 Beban Tunjangan Beras PPPK 53 373,540 a
30 511628 Baban Uzng Makan PPPK 1103 645,000 0
3.0 51211 Beban Uang Lembor 295 350 000 1]
30 5112142 Bsban Uzng Lembur PPPK 10,075,000 0
3.0 512411 Beban Pegawal (Tunfangan khusus'Kegialan/Kmena) 21.081,543991 1]
30 512414 Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegistantineda PPPK 1,523 352 850 0




NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON |
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : [ 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
LINIT ORGANISASI

t(11 ) BADAN KEBLIAKAN THANSPORTASI

Tel Data
Tal Celak
Halaman -2

140525625 PM
1570525 11:51 Ap

lap_neraca percobaan_akrual esi poc

KODE

KODE

TRANS | PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 b
3.0 521111 Beban Keperuan Perkantoran 10,655 953 365 1]
30 521113 Bseban Penambah Daya Tahan Tubuh 365578500 0
3.0 521115 Befran Honor Dperasional Saluan Kena 40 578 000 0
30 521118 Beban Barang Operasicnal Lainnya 935 137,000 1]
30 521211 Beban Bahan 5860514038 1]
30 521213 Beban Honor Dutput Kegiatan 322 500,000 1]
3.0 521218 Belran Barang Non Operasional Lainmya 4 150 540 571 1]
30 534252 Beban Peralatan dan Mesin - Eksirakomptabal 3, 0040 000 1]
30 522111 Beban Langganan Liztrik 4 250 027 £25 1]
30 533112 Bsban Langganan Teiepon 253973673 0
30 522113 Beban Langganan Air 251,159,300 1]
30 L2F119 Beban Langganan Baya dan Jasa Lainnya T8 072 54T o
30 522131 Beban Jzsa Konsullan 15,106,134.250 a
30 522141 Beban Sewa 2140114331 0
30 522151 Beban Jzsa Profesi 4227 617,000 a
30 L2301 Beban Jasa Lainnya 14224 510,734 o
3.0 223111 Belran Pemebharaan Gadung dan Bangunan 7,190,096 760 0
30 52311 Beban Pemeliharaan Peralalan dan Mesin 2.301,580 307 ]
30 524111 Beban Peralanan Dinaz Biasa 27,893 735,422 1]
30 504113 Beban Peralanan Dinas Dalam Kota 856718652 1]
3.0 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Mesiing Dalam Kota 10,500 018 292 1]
30 524118 Beban Peralanan Dinas Pakef Mesting Luar Kofa 20:966 662 466 1]
3.0 524211 Belran Perjalanan Dinazs Biasa - Luar Negen 2 143 432 554 0
30 L2442 Beban Perjatanan Dinas Teiap - Luar Negerd 23 755770 o
3.0 524218 Belran Perjalanan Dinas Lannya - Luar MNegen 813 347 952 0
30 591111 Beban Penvusutan Peralaian dan Mesin 5981073240 0
3.0 59211 Belran Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.265 421,032 0
30 591313 Beban Penvusutan Jaringan 383932 473 0
30 592115 Beban Amoriisasi Software 193957 250 1]
30 593111 Beban Persadizan konsumsi 3,564 800,629 1]
30 535112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 14 855,060 1]
30 556111 Beban Pelepasan Asel 1.08G 426 117 1]

JUMLAH 311.303.007,800 341,303.007.800

reterangan

FiHAL




NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON |
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : [ 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
LINIT ORGANISASI

t(11 ) BADAN KEBLIAKAN THANSPORTASI

(=13 [=l
=]

Tol Datz  © 14/0525625PM
Tol Celak - 150525 11:51 AM

Halaman -1

lap_neraca percobaan_kas esl poc

KODE

KODE

TRANS | PERKIRAAN MAME RECIREAN DEBE i
1 2 3 4 b
0.0 3N Ditagihkzn ke Enfitas Lain a 165,043 279 930
0.0 313121 Diterima dar Entitas Lain 1.205 291 397 1]
3.0 425122 Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Masin 0 86903 400
10 475011 Fenerimaan remball bedanja Pegawal | ahun Anggaran vang Lalu o 1843
10 475013 Fenerimaan rembali bedanja Barang | ahun Anggaran vang Lalu o 1 118 386 354
30 511111 Belanjz Gafi Pokok PNS 12,443 534 850 0
30 511118 Belanja Pembulatan Gaf PNS 183205 1]
30 511121 Belanjs Tunj Suamiflsii PHS 740 441 374 1]
30 511122 Belania Tunj. Anak PHS 192184 572 1]
30 511123 Belanja Tumj Strukturai PNS 477,365,000 1]
30 511124 Belanja Tunj. Fungsional PHNS 1,128 845 0060 1]
30 511125 Belanjz Tunj PPh PNS 13559590 745 0
30 511126 Belanja Tunj. Beras PNE 504 558 200 a
30 511128 Belanja Uang Makan PNS 1.085 242 004 0
30 511151 Belanja Tunjangan Umum FHE 35T 445 060 1]
30 511611 Belanja Gafi Pokok PPPE 1.045 508,800 0
30 511618 Belania Pembulatan Gaf PPPK 18,846 a
30 511621 Belanjz Tunjangan Suamiflsh PPPK 61,312,280 1]
3.0 51ie22 Bedania Tunjangan Anak PFFPK 13632672 1]
30 511624 Belanjs Tunjangan Fungsional PPPE 173,250 000 0
3.0 511625 Bedania Tunjangan Beras PPPK 53 373 540 0
30 511628 Balanja Uang Makan PPPK 110,645, 000 1]
30 512211 Belanja Uang Lembur 299,350,000 a
30 512212 Belanja Uang Lembur PPRK 10,075,000 1]
3.0 52411 Bedania Pegawal (Tuniangan Khusus/KegiataniKinena) 2101518435991 0
30 512314 Belanjz Pegawal Tunjangan Khusus/Fegiatan/Kinerja PPPE 1,523 352 8540 o
3.0 521111 Belanija Keperiuan Perkantoran 10,655 953 965 1]
30 521113 Balanjz Penambah Daya Tahan Tubuh 365,578,500 0
3.0 521115 Bedania Honor Operasional Satuan kerja 40 578 000 0
30 521118 Balanja Barang Operasional Lainnya 935 137,000 1]
30 521211 Belanja Bahan 5860514038 1]
30 521213 Belanja Honor Ouiput Kegialan 322 500 004 0
3.0 221219 Bedania Barang Non Operasional Laimnya 4 160, 540, 671 0
30 534253 Belanja Peralatan dan Mesin - Exslrakomplabet 17,935,000 1]
3.0 521511 Bedania Barang Persedizan Barang Koosums: 3574084719 0
30 523111 Belanja Langganan Liskrk 4,250 027 825 0
3.0 h22i2 Bedania Langganan Telepon 259 973,67 0
30 533113 Belanja Langganan Air 251,159,300 0




NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON |
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

S
EE '
[=;

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : [ 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
LINIT ORGANISASI

t(11 ) BADAN KEBLIAKAN THANSPORTASI

Tel Data
Tal Celak
Halaman -2

140525625 PM
1570525 11:51 Ap

lap_neraca percobaan_kas esl poc

1 2 3 4 b

3.0 522118 Bedania Langganan Daya dan Jasas Lainnya &, 072 547 0
30 527131 Balanja Jasa Konsulian 15,106.134.250 0
3.0 522141 Belania Sevia 2943 714231 1]
30 527151 Balanja Jasa Profesi 4,227 B47 004 0
3.0 522191 Belania Jasa Lamnya 14224 510,734 1]
30 523111 Belanjz Pemelharaan Gedung dan Bangunan 7180086760 o
3.0 523121 Bedania Pemeliharaan Peralalan dan Mesin 2301 560,307 0
30 524111 Balanja Perjalanan Dinas Biasa FT 883,735 422 0
3.0 524193 Bedania Perjalanan Dinas Dalam Kola 856,718,652 0
30 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Mesting Dalam Kofa 10,500,075 292 0
3.0 524118 Bedania Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20,950 332 460 0
30 524211 Balanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negen 2143432 594 0
3.0 524212 Bedania Perjalanan Dinas Tetap - Luar Megen 231,755,770 0
30 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negen 513 347 852 o
3.0 532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin 6,011 569,761 a
30 533121 Belanja Penambahan Mila Gedung dan Bangunan 796, 175250 0
*1 211151 Pengembalian Belanja Tuniargan Umum FNS (£ T4B 081
34 554118 Pengembalian Bejanfa Penalanan Linaz Pakel Meebng Luar Kola o i3 570,000

JUMLAR 185,262,985, 058 189,262,5858,058

Keterangan

FikAL




LAPORAN OPERASIONAL

- - TINGKAT ESELON | _
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : | 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELONI :{ 11 ) BADAN KEBLIAKAN TRANSFORTASI

Tgl Bata

- 140525625 PM

Tol Celak - 1505251132 AM

FPENDAPATAN OPERASIONAL

FEMDAPATAN PERPAIAKAN
Pendapatan Pajak Penghastan
Pendapatan Pajak Periambahan Mital dan Penjuaian Barang
Mﬂﬂlﬁpﬁm Pajak Bumi dan Bangunan

Pepdapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pendapatan Cukai
Pendapatan Bea Masuk
Pendapatan Bea Keluar

Jumiah Pendapatan Perpajakan
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahian (KND)
Pendapatan Penenimaan MNegara Bukan Pajak Lainnya
Pendapatan Badan Layanan Umum

Jumizh Pendapatan Negara Bukan Pajak
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah

Jumish Pendapatan Hibah

Jumiah Pﬁ‘rﬂapﬂian

BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawal
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Penatanan Dinas
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepads MasyarakabPemda

e
41,485 904,048
3,564 500 829
£3,275,197.557
8,491 677,067
63,405.671.578

g

[}

a

34,545, 706,240
2,207 400,895
US4 A0, 1=
5.011 161,644
54,256 056 75T

a

[}

a

6,543 167 803|
1,357,309, 934
12327797 435
4430515423
(850,385.179)

a




LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON |

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

1| 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
t(11 ) BADAN KEBLIAKAN THANSPORTASI

KEMENTERIANL EMBAGA
ESELOMI

Taol Data
Tal Celak
Halaman

140525625 PM
15/05/25 11:52 AM

lap_lo es1 poc

Behm f’amayafan Eunga.ﬁamg Cl I y iih .
Beban Subsidi i} i3 i3
Beban Hibah [+ i} O
Beban Bantuan Sosizl 4] 0 0
Beban Penyusitan dan Amorisasi 7,824 383 995 7822470 314 1,513,681
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih [+ 0 i}
Beban Transfer ke Dasrah 0 ] 0
Beban Lain-Lain i} i3 i3
JUMLAH BEBAN 129 050 635 074 164 90 185 372 24 160,439,102
SURPLUSDERSIT DARI KEMRATAN OPERASIONAL (189.050.635.074) (164.:890.195.972) (241680 439, 102)
KEGIATAN MOM GPERASIDNAL i} i3 i3
Surplus/Defisit Pelepasan Aset (1,002.522.717) 177 745 245 {1,180 268 965)
Pendzpatan Pelepasan Asst 26903 400 272 504.0988 (185.201.598)
Beban Pelepasan Assl 1.085 426 117 95,058,751 954 357 356
Smpln.m!ﬂeﬁ_sd Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 4 LE] L]
Pendzpatan Penvelezaian Kewajiban Jangka Panjang 1] €] €]
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang i i i’
Surplus/Defisit dari Kagiatan Non Operasional Lainnya 1,118 387 997 1,137,434 526 (19.046.329)
Pendzpatan darl Kegialan Non Operasionz! Lainnya 1,118, 387,957 1.137 434 828 (19045 829)
Beban dan Kegialan Mon Operasional Lainnya i} 0 i3
JURLAH SURPLUSMEFRISIT DARI KEGIATAN NON 113,865 260 1315, 181,074 (1,199.315.7534)

CPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (188.934.7658.754) (183 .575.014.3598) (25,359 754 596}
POS LUAR EIASA i} i3 i3
Beban Luar Biasa [+ 0 0
POE LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DERIST - LD (188834 768.794) (163,575 014 8o8) {25,359 754 895)

Keterangan
FiMAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON |
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPLAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : { 022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LINIT ORGANISASI

t{11 ) BADAN KEBLIAKAN TRANSFOHTASI

Tgl Bata - 140525:625:-PM
Tal Cetak - 1505251132 AM
Hataman - 1

lap_lpe_e21_poc
URAIAN 2024 2023, pENURUNAN | (%)
ERUITAS AVAL 58,086 519,095 2113,063,381)  (4.025,564.296)  (B.38)
SURPLUSDERSTLO (188 934.789.794) (183,575,014 325) (25 359,754 896) 158
KOREKS] YANG MENAMBAHMMENGURANGI EKUITAS 33,656 000 (21, 117.242) 54813213 (2825
PENYESUAIAN NILALASET i} 0 0 ]
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASE G a 0 o
KOREKSI MILAI ASET NON REVALUAS) 33,656 000 (21, 117.242) 54813213 (2825
LAIN-LAIN o v} v} 1]
TRHANSAKS] ANTAR ENTITAS 1866537, 538 583 155,569 567,812 27,268 420 7T F1.06
KEMAIKAN/PENURLUNAN ERUITAS {2 053,085 211) (4,026 564 750 ) 1863 4T3 DET| (427E)
EKUITAS AKHIR 56.023,433.832 58.086,519,083 2063 085211)  Gan
Keterangan -

FiHAL




LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TgiData - 140525 625 PM
UAPE : 2z KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggat - 150525 1:40 PM
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASH Halaman 1
Fode Lap © lap _bmn_gab kel esl poc
MLUTAS
AR MNEFASASMEL CIREPTHE TASAMNE a3 R ¢ AARLIER) 200 SAL T PER M DESEMBER 20 - ALHTETS
BERTALEAN BERKLIAANE
s0c LERALAN ELIAATIT AL LYY MUANTITAR ML ELUANTITAS HILs) ELIAMTTTALS MILA]
| by k| 4 1] (i} 7 i = 10
132111  |Peralstan dan Mesin 3193 51,205,485, 517 1] B.TE.30E.781 1528 14322 237188 2235 53.081,177.890
30103 ALAT BANTL 2 2255 78,000 2 o o ] 2 2. 285 7w 000
6! |ALAT ANGHUTAN DARAT BERMOTOR 47 13 502 £08.000 i [i 2 560,505,000 45 16,317 413,000
0207 |ALAT ANGHUTAN DARAT TAK BERMOTOR 4 18,3E0:600 0 [} 4 12,358,500 ] 0
30351 Al AT BEMGKREL BERMESIN ] 282 538500 o o o 1] ] 282 538 500
3036 |ALAT BENGHEL TAK BERMESIN g 450000535 1 3,607 260 5 38.075.758 2 11,822 075
30381 JALAT UKUR 35 1.327,020,800 0 [} Z0 18,330,000 ] 1,308.690,800
0451 AL AT PENGOLALAN 12 0522, 000 18 23570000 12 2,822 0og 18 23570 000
056! |ALAT KANTOR ¥72 1.501.550,085 44 278,482,350 278 FaT.027.210 166 2.340.855 535
0502 [ALAT RUMAH TANGGA 1,518 10,345,850 371 341 2.483,506.860 748 4471 575,164 1111 8.277.351:887
30851 ALAT STUDHND ] 3474 3753240 24 TE4 T34 210 43 225 042870 22 3,584 364 720
066 |ALAT KOMUNRASE i 4.870,356 507 2 37 220,000 25 351.625.000 ¥ 4550710502
10831 |FERALATAN FEMANCAR 7 1,753,250,540 0 [} 7 5.115.008 5 174,525 540
30404 PERALATAN FOMUNFAS] NAVIGAS] 1 20,020,000 g o o 1] 1 20 020 000
2076 |ALAT KEDDKTERAN 52 136,218,000 7 147.785.000 10 24750000 120 311.853.000
30702 JALAT KESEHATAN UMUEA 1 4,000,000 0 [} [} ] 1 4 795,000
30851 UNIT ALAT LABCRATORILIE 12 1,450 4883230 1 134,724,000 g 378,827 050 4 1,015,324 280
30321 |ALAT LAGCRATORIUM FISHA NUKLIR/ELEKTRONIGA ! 125,508,500 i [F 2 32.505.000 ¥i 153413 560
30805  [RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING. 1 8,880,000 0 [} 1 B2 880,000 ] [}
30803 Al AT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2 550304000 g o o 1] 4 588 294,000
30337 |FERALATAN LAGCRATORIUM HYCRODINAMICA 1 735.800,000 i [F [F ] 1 735,600,900
30878 JALAT LABORATGRIUM STANDARISAS] KALIBRAS! & F] 525,800,000 0 [} [} ] ] 3,535 806,000
30902 PERSENJATAAN WON SERIATA API & 386,367 500 g o 3 B8 158, 400 1 S0 211 400
30904 |ALAT MHUSUS KEPOLISIAN 2 36,520,470 1 £.250.000 1 500,000 2 73178270
31001 |KOMPLTERUNIT 532 & 387 508 123 oy 1.821, 743200 27 4 736,174,583 349 8,682 078.300
1002 PERALATAN HOMPUTER 731 4 BBT T 238 £3 312,825 849 123 E04 512 218 141 4 395 733 861
31162 [ALAT EMSPLORAS] GEOFISIA 1 110,677,080 i [i [} ] 1 115.071.000
31501 |ALAT BETERSI F] 388,030,500 0 [} 1 2 700,508 1 384,330,300
31504 ALAT KEALA PENERBANGAN 4 253, 143,000 g o o 1] 4 053,143 000
3180! |ALAT FERAGA PELATIHAN DAN FERCONTOHAN 1 187,568,500 i 3 [i ] 1 157528 550
31701 |LNIT PERALATAN FROSESPREODUKS! 3 3,525,000 0 [} [} ] 3 3,525 000
180 BAMBULRANMEL! LAL L LINTAS DARAT Fi-] 41,188 7BD g o =0 11,500,000 &8 2L 538 720
3180!  |FCRALATAN OLAH Ras2 g 375,000,000 i [F 16 375,000.000 ] i
133111 |Gedurg dan Bangunan & 47 B6E 703643 [} 796,175.250 a ] & 48 654,878,890
40107  |BANGUNAN SERUNG TEMPAT KERI& ] 47830703 543 0 T84, 175.250 [} ] ] 45054 375 203
134113 |daningan L 13687594174 i i o ] L 13597654174
5032 INSTALAS! AR KOTOR 1 515 TRTET4 a o o ] 1 3,015 787 G74




LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Toi Data - 1405725 625 PM
UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggat - 150525140 PM
UAPPBE1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI Halaman - 2
Fode Lap © lap _bmn_gab kel esl poc
MLUTAS
AR MNEFASASMEL CIREPTHE TASAMNE a3 R ¢ AARLIER) 200 SAL T PER M DESEMBER 20 - ALHTETS
BERTALEAN BERKLIAANE
s0c LERALAN ELIAATIT AL LYY MUANTITAR ML ELUANTITAS HILs) ELIAMTTTALS MILA]
| by k| 4 1] (i} 7 i = 10
503ca INSTALAS! GARDU LISTHIK 3 18,230,700 0 o] o 1] 3 510230 700
B0462 JARINGAN LESTRIK 3 B, 152:GE5 800 a ] ] o 3 8,152 665 800
13511 Azet Tetzp Renovasi ] L] Z 31357 160 2 331,387,160 (1] o
BOTE3 GEDOUNG DAN BANGUNAN DALANM RENOVASI ] "] 1 188,010,720 1 155,010, 720 ] 0
T ASET TETAP LAINNTA DALAK RENCWASI 1] Q 1 173,385 440 1 173,386 240 1] e
135120 | |A=eiTetsp Lainnya Tim 3522453447 o [ 2 ting 1,095,630, 282 543 2,506,522 185
BTG BAaHAN PERFUSTAKAAN TERCETAK T.422 3. 516,5h3 447 0 o] 2002 1.010,131 283 5,420 2508522485
fiiifale} BARANG HOLEKSI NON BULRYA 4 5,500,000 0 0 4 5.500.008 ] ]
165112 |Aset Tetap yang tidak digunakan daism operasi 1 247.000,060 547 15,485,352 470 F540 15,722 352,470 ] o
30251 ALAT ANGHUTAN DARAT BEERMOTOR 1 237,500,000 2 590355 000 3 B27 39%000 ] o
302 ALAT ANGHUTAN DARAT TAK BERMOTOR ] 0 4 12350300 < 18,508 600 ] o
Ioaoz ALAT BENGKEL TAXK BERMESIN ] 0 5 28878730 5 38,875,750 ] ]
30303 AL AT LIKUR 1] g aq 12 330000 28 18,336,000 1] e
20401 ALAT FENGOLAHAN ] 0 13 20822000 12 20,822,000 ] o
30401 ALAT KANTODR ] 0 278 1.737. 027 250 27 1.737.027. 218 ] ]
30502 AL AT RUMAH TANGEA 1] o TAT £ 454 335 {24 T4T 4 4B4 222154 1] e
30604 ALAT STUDHD ] 0 3 225 045 570 43 225 045 B0 ] o
I0602 ALAT KOMUNFEAS] ] 0 25 351.825 000 25 251 825,008 ] ]
20803 FPERALATAN PEMANCAR 1] g i 3115000 2 5115000 1] e
30704 ALAT KEDDETERAN o 0 10 24-T50.000 10 24 750,000 ] o
20801 LNIT ALAT LABORATORILIM ] 1] 10 T3, 711,850 10 T15.717.858 ] ]
30803 AL AT LABORATORIUM FIS|IMA NUKLIR/ELEKTRONIKSA 1] = 2 12 355000 2 22 395,000 1] B
30aG8 RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTE TESTING o 0 1 55,820 000 1 EG.E280.000 ] o
I0o0e FERSENJATAAN NON SERIATA AP ] Q 3 83,158 400 3 Bf.158 400 1] ]
30a90s AL AT KHUSUS HEPDLISIAN 1] = 1 S0 000 1 50,000 1] B
31004 KOMPUTER UNIT o 0 274 4736174 528 274 4 T26,17T4 528 ] o
31002 FERALATAN KOMPUTER ] 1] 123 04512 418 123 BO4 512418 ] ]
1501 ! AT DETEKSI 1] = 1 2,700 5060 1 270G 500 1] B
31804 FAMBU-RARBY LALL LINTAS DARAT ] 1} &0 11,500,000 50 11.600.000 ] o
31801 FERALATAN OLAH RAGA ] Q 18 75, 950,000 18 376880000 ] ]
B354 BAHAN PERFLUETAKAAN TERCETAK 1] =} 200z 1,010,131 282 2002 1,000:131 282 1] b
BOGGY BARANG KOLEKSI NON BUDAYA o a 4 5,500,000 & 5,500.000 n o
TOTAL 126 542 036,781 22,759,923 541 | 31,381 682,100 147,940,372 322




LAPORAN BARANG PEMEANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON |

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

TolBala | 1405725 6:25 PM
UAPB : [l_21 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggat 15/05/25 1:40 PM
UAPPB.E1 :11  BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI Halaman 1
Kode Lap © lap_ath kel es? poc
BILTTAS] )
ARLIN NERACASEL QOMPLK BARANG 400 0FR 1 AANLIAR) 2008 BARDCEER ::JII::.“—I;I_\%EHEEE e
BERTAMBAH BERHLUEANG
HOCE LIRALAN ELIANTITAS LAl ELIRNTITAS LAl ELIRNTITAS LAl ELIARNTTTAS LAl
1 x k] 4 5 7] T ] & i
162151 Software i 2,0F7, 354,000 o a ] a i 4087354000
40181 ALET TakK BERWUIUD & 2.0E 384,000 g 0 g 0 & 2,027 384,000
166113 Asat Tak Berwojud yang tidak digunakan dalam Opérasional Pemerintzhan o o o o o o o o
20101 ASET TAR BERWUILUD 1 0 1] i) 1] i) 1] ]
TOTAL 2,027,384, 000 o o 2,077,384, 000




LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |
EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

ToiCala | 1405725 6:25 PM
UAPB : b2z KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggat 15/05/25 1:40 PM
UAPPE-E1 1 mﬂ KEBIIAKAN TRANSPORTAS Halaman 1
Kode Lap © lap bmn_eksira kel e=1 po
BILTTAS]
AL NEFACASEL QP K BARANG ZALOO PER ¢ AANLIAR 0 BELC FEH:L%MEEE =
BERTAMBAH BERHLUEANG
RO LiFALAS HLIANTITAS MILAL HLIASTITAS MILAL HLIAMTITAS MILAL HLIAMTTTAS MILAL
1 x k] 4 5 7] T ] & i
132111 Peralatan dan Mesin A 15,654,000 F=] 17,985,000 (1] 17,354,000 Fa 13,285,000
035063 ALAT UKUR o o g o g o g R
30581 ALAT KANTOR T 5. 138.000 a a T 5, 138.000 1] 0
38502 ALAT RUNAH TANGGA B 1771880 25 17.885, 000 -] 471 880 F 19,235,000
0601 ALAT STUDIO 3 254 100 o o 3 254 100 o o
311881 AAMBU-RAMEU LALU LINTAS DARAT &0 11500000 1 0 &0 11,500,000 1 0
1856112 Asat Tetap yang tidak digunzkan dalam operasi pemarintahan ] o B8 17,354,000 B8 17,354,000 ] ]
10303 ALAT UKUR Q a Q a Q a 0 Q
05 ALAT HANTOR o o Eid 5138000 T 5138000 g R
30502 ALAT RUNAH TAMNGGA 1 a A 471,500 A 451,560 1] 0
18601 ALAT STUDID 0 0 3 254,180 3 254,180 0 0
31801 AAMBU-RAMBU LALY LINTAS DARAT o o 5 11,500,000 5 11,500,000 0 o
TOTAL 18,664,000 35,245,000 34,728,000 15,565,000




LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON |
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMEER 2024 - AUDITED

Tol Gata © 140525 625 PM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggal - 150525 147 PM

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASH Halaman -1
Kode Lap  lep bmn zusul infra kel es1 poc

UAPA 022
UAPAEs1 M

AMLIN NERAC AT TEDOE DARAME 5'.'_"0_13.'.'- TEERERETH E‘A_-l ALHTED
ARLAIUL &S PENYUSETAN
s LIFEA| 8y B A8 PESOH THAN LA T
B2 T AONVAL MUTASE FEWLESLTAN TOTAL
1 i i i 5 & T3+ =T

152151 | Peralitan dan Mesin £3,061,852.050 143,350,565 354) B 36,007,113 {4,852, 355 7ETj 14,758 550 508
Eiplix] ALAT BANTL 23857000 (RAF e =] (32 a7 04 1281 58108310 RYEER.TAT
s (1| ALAT ANGELITAN DARAT DERMTITOR 10,3124 13,000 (7. 752, T4, 77T} 00T B8, 13T} (L6030 43d) | 552 001 Obd
Ny ALET ANGEUTAN DARAT TAR BEEEMITOR o [RE=E=N k] 12 305 800 -] i
30381 ALAT BEMGEHEL BEERMESIN 280 B38.500 |35 FE5.8T5) |28 2623, ARG [§ L Rir e T 20 A0R ATS
36302 ALAT BEENGXEL TAK BERMESIN |:822 076 (%S, T, 65G) #5581 335 [@,/38315) F R
B ] ALET LR 1 2ME BRGR00 15T 010 200 TR NG00 | 0 R0 A0 i
E | ALAT PENSILAHAN 07,570,000 |2 BEE D) AT 500) 203 504) U ATT 500
36501 ALAT WANTOR Z5:41). 855 535 |0 a0 2 575) L ASH A 15150 { ¥:856:604.£25) 465151, 110r
NG ALET FUMAH TANGSA B 25, 56 TET (8. VED. Y5, V0T 2 IFS B0 407 4. 54 4T TS 3 EVE N
E . | ALAT STUTG 1 B5e SR TR0 [Z540, 05T 512 (FARICE oo (2.8 481 56 1.3 B0 TR
Joe03 ALAT KOMUNIKASI &56] 713,503 (iR 554 GD0) J2H 4% A0E (8530, 22 203 1111 SR, S
e PERALATRAN PCRANCER. TN S L i1 AT B N0 | ViR TEE 5 | L2 TOOARE) A A G
JE (LR PERALATAM MOLLINTEATE MAISAS) 020,000 12678 322 1.3341,06T) nagaess 004,087
3o ALAT EEDTSTERAN J11-953,000 (128, 427 600) [E1.00T 600) [ 15D L2 1E,FBE A0
b ALET KESET T AR LIRS 4 G060 {3 8000 D00 {0, D00 1300 000 S, T
30661 UMIT ALAT LABOBAT ORI 105,224 280 T2 7 24 2T JE 30416 (08B BUBEYY 108.15.417
30693 ALAT LASORATORILM FISH0A MUKLIRIEL EKTRIDNIKA 153,413,500 (B, OTh, | 1T} |88, 7T NG ERRAnS) 67,54 085
HELS RATATION AFPLICATION £ S50 DESTRUCTIVE TESTING LABCRATORY o (AR SED, 000 A SNG000 L] E
I060ME ALAT LABTRRATORUUM LINGELINGAN MDD 569,284 0G0 1537 7T AAT) PEBED 140 (544, TO7 0004 24 337000
30607 BCRALATAN LARCRATORILA HYDRDTHINAMICA T35, 000 ) T i ) (b D D00 (L raRrriidn )] i . O
a0 ALET LAGRGRA TRRUL STANDARIZAS] RALIETAS| & INSTRLMENTAS & S B0, 000 oS0, TO, D00 {17800, 000 50 00 000 E
a0e03 PEREIMIATAAN NOM SSHIATA AR 300,211,400 [ 36E: 567,500 B 1SEA00 (208,21 0 204} L+
DSt ALAT HHUSUE KEPDLISIAN TLITA A7 (1 TE 55F) (13058 61H) (JEEAT.1TD) 85142 00
31004 ROMPUTER LT B AR OTR 800 {76 BET T20) IR ORG RS |48 00 935, 250% TFA ATS
aon2 PERALATAN MOMDLUTIR 4205 7EY.0A1 [, A58 BE2 540 AELI0E D10 [RE=E g s Lli R
3103 ALAT EXGPLORASH SECFES| A 110007 1 D00 (27517, 756) (11007, 100) {06,524 §30) 71548, 150
STEDY ALET TETERS 258, 200000 Caa6 000 S0} T a00 e, 350 000 B
50t ALAT HERLLN PEMCREANGEAN 351,143,000 £IR BAT O PRAEL 300 (245,572.350) T v
arah ALAT PERAGA PELATIHAM DAN PERECONTOHAN Y57 556 500 (a7 716, 575) (B ETR GEE) B TE hile )] o
3T LNIT PERALATAN FROEESPRITUMEEY B2 55 000 {27,722, 1) {40 f35) 5,72 B I T NE
e 1| FAMDU-RAMBL LALL LINTAS OARST 260, TR0 |25, BE TR & S EENTEO) L+
3180 BORALATAN DLAK RaEs ] |27 B e (00 375, 0 000 ] i
155151 | Gedunp tn Gangunan 1,824 573 253 [7.002,018,51E) [1355, 421,822 8557 A53 5485 4057 AN S8
0101 BAMCUMAN SEDUNG TEMPAT EERMA £ B4 BTR,003 1300 I 54 1 255421 422 [LSET 420 540 400587 200 345
T4TE]  [Janingan 13.EST.E5,1TA [1753.344.553) (183.552.473) [RVIT.BTT,125) 11,585.61T.048
S INSTALAE AR KSTOR BN 05GTRT 8T FERR TTA Q2L LUET A 268 |BS =08 200 £ TTR ALY, TR




LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON |
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMEER 2024 - AUDITED

TolData - 1405125 6:25 PM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggal 150525 141 PM

BADAN KEBLJAKAN TRANSPORTAS! Halaman -2
Kode Lap  lep bmn zusul infra kel es1 poc

UAPA 022
UAPAEs1 M

ANLI N NERACASTL CREDDK BARAME SALDO ST DEREMEER 20 - ALRTED
AMUAUIL A5 PENYUSHTAN
R LI W A8 PEREHTHAN Pl B
B2 1O WAL WUTASH PEWYLSLTAN TOTAL
l ¥ 4 5 & T=54E Fd T

SN INSTALAST GARTIU LISTRM 5 ¥ 2MT700 | 15050 A sy 57 [IBAATR HEY) 555,357,500
403 JAFINGAN LESTRIK 1330 5 B00 81429000/ 203 01,845 [1.148,837 554) 7B BR 4T
W13 | Aset Tetsp Lammys 2,508 322,155 ol o} a LRSI 165|
&0 BAYAN FERPUSTARMN TERCETAK 2508 572 185 & & [ 2508, 572 s
EET2 Leat Telsg yang o=k digunskan datem operael pemedimzran [] 237,060,000} FET 000,000 ] i
Eey ALAT ANGRLITAN DARAT BERMGITINR o {3 ;0,300 2T, 000 f &

JUMELAH 197 9E0.367, 122 (58,571,628 5E3) 6.723,571, 608 (31,847 655,533} B3T3 081,367




LAPORAN BARANG PEMEANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON |

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

TolBala | 1405725 6:25 PM
UAPB : [l_21 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggat 15/05/25 1:40 PM
UAPPB.E1 :11  BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI Halaman 1
Kode Lap © lap_ath kel es? poc
BILTTAS] )
ARLIN NERACASEL QOMPLK BARANG 400 0FR 1 AANLIAR) 2008 BARDCEER ::JII::.“—I;I_\%EHEEE e
BERTAMBAH BERHLUEANG
HOCE LIRALAN ELIANTITAS LAl ELIRNTITAS LAl ELIRNTITAS LAl ELIARNTTTAS LAl
1 x k] 4 5 7] T ] & i
162151 Software i 2,0F7, 354,000 o a ] a i 4087354000
40181 ALET TakK BERWUIUD & 2.0E 384,000 g 0 g 0 & 2,027 384,000
166113 Asat Tak Berwojud yang tidak digunakan dalam Opérasional Pemerintzhan o o o o o o o o
20101 ASET TAR BERWUILUD 1 0 1] i) 1] i) 1] ]
TOTAL 2,027,384, 000 o o 2,077,384, 000




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN

KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288752
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja 103,566,414,000 103.666,414,000 )
2 |Belanja 81,266,0r12,.384 81,266,012 364 i)
3 |Pengembalian Belanja -T46,650 -T45,680 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 120,314,643 120,314,643 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 1,133,656,053 1,433,6556,063 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 1,133,556,063 4,133,558,053 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum i} 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Ihterbitkan secara oloymalis pada fanggal 1ENOV-24

hal : 1 dari 1 halaman




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN

KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288944
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja 21,025, 863,000 21,029,863,000 )
2 |Belanja 17,053,518.529 17,053,518,529 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 543,188,381 543,168,381 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 0,000,000 6,000,000 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 50,000,000 G0, 000,000 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Ihterbitkan secara oloymalis pada fanggal T4NOV.24

hal : 1 dari 1 halaman




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288951
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja 23,033, 375,000 23,033,375,000 )
2 |Belanja 15,603,536.507 19,603.836,807 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 73,257.470 173,357,470 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 180,000,060 480,040,000 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 480,000,000 480,030,000 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Ihterbitkan secara oloymalis pada fanggal O9-NOV.24

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 414267
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja &7, 701,958,000 27,701,558,000 )
2 |Belanja 20,6783, 429445 20.579,420.445 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 291,950,903 271,350,903 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 300,000,000 300,000,000 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 30:0,000,000 300,000,000 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

INterbitkan secara oloymatis pada fanggal O7-NOV.24

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 634171
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja 21,025,700,000 21,025,700,000 )
2 |Belanja 16,4.21,655.4857 16,421,555, 887 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 147,950,000 147,950,000 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 120,000,000 420,080,000 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 420,000,000 420,000,000 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Ihterbitkan secara oloymalis pada fanggal T4NOV.24

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN

KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288944
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja 21,025,863,000 21,029,863,000 )
2 |Belanja 46,841,502, 753 18,941,502,753 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 551,718,381 551,716,381 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 0,000,000 6,000,000 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 50,000,000 G0, 000,000 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Ditertiffcan secara lomais pada fanggal 12-DEC-24

hal : 1 dari 1 halaman




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288951
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja 23,033, 375,000 23,033 375,000 )
2 |Belanja 20,403, 745,941 20,403, 745,541 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 73,257.470 173,357,470 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 180,000,060 480,040,000 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 480,000,000 480,030,000 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Ditertiffcan secara olomais pada fanggal 11-DEC-24

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 414267
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja £, 701,958,000 27,701,558,000 )
2 |Belanja 21, 710,221,145 21,710,221 148 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 291,950,903 271,350,903 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 300,000,000 300,000,000 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 30:0,000,000 300,000,000 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Ditertiffcan secara lomais pada fanggal 12-DEC-24
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hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN

KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288752
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja 103,566,414,000 103.666,414,000 )
2 |Belanja 87,935,008.435 B7,935,008,435 i)
3 |Pengembalian Belanja -T46,650 -T45,680 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 120,314,643 120,314,643 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 300,000,000 300,000,000 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 30:0,000,000 300,000,000 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Diterbiffcan secara iomais pada fanggal 14-DEC-24

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 634171
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Milai SAKTI Fatisth
1 [Pagu Beianja 21,025,700,000 21,025,700,000 )
2 |Belanja 47,664 ,959,020 17 664,999,020 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 147,950,000 147,950,000 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan 120,000,000 420,080,000 ]
% |Kas dl Bendahara Pengeluaran 420,000,000 420,000,000 i
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Ditertiffcan secara lomais pada fanggal 05-DEC-24

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288752
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No Jdenis Rekon Milzi SPAN Nilai SAKTI
1 [Pagu Beianja 103,566,414,000 103.666,414,000 )
2 |Belanja 100,781,358,502 100,781,359,502 0
3 |Pengembalian Belanja -T46,651 -T45,681 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 120,314,643 120,314,643 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan a a ]
9 |Kas di Bendahara Pengeluaran 1] 0 ]
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Diterbilkarn 32care oi0mais pada langgal 23-/AN-25

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288944
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Nilai SAKTI
1 [Pagu Beianja 21,025, 563,000 21,029,863,000 )
2 |Belanja 20,002 601,054 20,002,601,084 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 551,718,381 551,716,381 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan a a ]
9 |Kas di Bendahara Pengeluaran 1] 0 ]
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Diterbilkarn 32care oi0mais pada langgal 23-/AN-25

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288951
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Nilai SAKTI
1 [Pagu Beianja 23,033, 375,000 23,033,375,000 )
2 |Belanja 21,422 312415 21,422, 312,418 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 73,257.470 173,357,470 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan a a ]
9 |Kas di Bendahara Pengeluaran 1] 0 ]
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Diterbitkarn 3ocare oiomais pada langgsa! 20-/AN-235

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 634171
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No Jeniz Rekon Milzi SPAN Nilai SAKTI
1 [Pagu Beianja 21,025,700,000 21,025,700,000 )
2 |Belanja 15,545,535.403 19,545,535 403 i)
3 |Pengembalian Belanja 1] L] 0
4 |Estimasi Pendapatan 1] a 1]
5 |Pendapatan Bukan Pajak 147,950,000 147,950,000 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak i) 0 1]
7 _|Pengembaiian Pajak ] [1] 0
& [Muissi Usng Persedisan a a ]
9 |Kas di Bendahara Pengeluaran 1] 0 ]
10 [Kas pads Badan Leyanan Umum 1] 0 0
11 [Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga 0 0 0

Diterbilkarn 32care oi0mais pada langga! Te-JAN-235

hal : 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DK] JAKARTA
KPPHN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 414267
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

Jeniz Rekon

Nilzi SPAN

Nilai SAKTI

Selisih

Fagu Belanja

27,701,965,000

27,701,988,000

|Betanja

26,005,557,544

26,005,887, 844

Pengembalian Belanja

13,670,000

-13.670,000

Estimasi Pendapatan

d

Pendapatan Bukan Pajak

291,950,903

211,950,903

[Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

!‘PEHEEﬂlbﬂﬁﬂﬂ Pajak

S|l | e R P | =

[Mutssi Usnp Persediaan

[15]

Kas di Bendahara Pengeluaran

i
=4

Kas pads Badan Leyanan Umum

-
-

Kas Lainnya di K/L dari Hibah

-
Pl

[Pengesahan Hibah Langsung Bamﬂ_g.f.iasa.fsumt Eem-nrga

=l l=i ==l E=20=0 =]

=1 =] == == =2 =0 i=RE=R k=2 0=]

Diterbilkarn 32care oiomais pada langgal 21-JAN-25

hal : 1 dari 1 halaman




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK. 309 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimb&n_g : d.s.b.

Mengingat ! d.sb. ;

Memperhatikan: d.sb. :
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER] PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN FIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2
(dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) pada daftar
lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya
selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua)

dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dan diberikan
tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan} pada

daftar lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2024

Untuk Petikan yang sah MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

BUDI KARYA SUMADI




DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGG| FRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LINIT KERJA : BADAN KEBLJIAKAN TRANSPORTASI

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERHENTIAN

NOMOR | 5K 303 TAHUN 2024, TANGGAL 10 JANUAR| 2024

_ TANGGAL | PANGRAT ( JABATAM | FSELON PIERTIMEANGAN TIM PANITIA BELERSI | BESARNYA TUNJANGAN
WD NARANIP LAHIR | GOLRUANG LA BARU NOMOR TANGOAL| JABATAN STRUKTURAL | KETERANGAN
BETMAP BULME
1 F3 3 4 & E T, L] ) i
1 dak dab dab daly LEN duk dab. dak dab
2 |Capt. AVIRIANTD) SURATNO. 5.4, MWL | 28-11-1965 | PEMBINA UTAMA [KEPALA PUSAT KEBLIAKAN SARANA TRANSPORTAS,  |SEKRETARIS BADAN KERLIAKAN TRANSPORTASL AP ANSEL-JPTIIPHE. 2034 | 054912034 . 1.250.000,- (Figm jta chsa"IReotand
15851120 100003 1 601 MADYA  [BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTAS! BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTASI rats. i palifs i nuplahy
(vid)  |{Esaion i) {iEeion )
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
thd,
BUDI KARYA SUMADI




KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP-PHB 312 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBLJAKAN SARANA TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang »  a. Berdasarkan Surat Keputusan Menter Perhubungan Nomor
SK 4596 Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dan dan dalam jabatan
pegawal di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan  dalam  Daftar  Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada
Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi diperluksn
penggantian Kuasa Pengguna Anggaran sebagal penangping
jawab pelaksana kegiatan.

b. bahwa pejabat vang diangkat sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran dalam Keputusan Menterd ini, telah memenubs
persyarntan scbagmmana diatur dalam Peraturan Menten
Perhubungan Nomior PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan
sehagaimana  telgh  diubah  dengan Peraturan Menten
Perhubtingan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Pernturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;

c. bahwa bherdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Penggantian Kuasa Pengguna
Anggarnn  pada  Satuan  Kerja Pusat Kebijakan Saratia
Transportasi, Badan Kebijpkan Transportasi Kementerian
Perhlbungan Tahun Angguran 2024;

Mengingat....



Mengingat

Memperhatikan :

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kement

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kement

-8

Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008 N
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N
4916};

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Le

erian
DImor

omor

Cara
mber

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) se
telah diul.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Ti
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (Lembaran Negara chum Indonesia Tahun
Nomor 222, Tambahan Lembaran Megara Republik Indo
Nomor 6267);

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 33);

018
ahun

2018

nesia

erian
2022

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tﬂttang

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Angearan serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 472},

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019

tang

Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendahdraan

Negara (Beritea Negara Republik Indeonesia Tahun 2019 No
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Me
Perhubungan Noemor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 ter
Tata Cara dan Meckanisme Pengangkatan Pejabat Perbendah
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 N
883);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun ﬁuzz

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Surat  Kepala Badan  Kebijakan  Transportasi N
KU.401/01/02/BKT/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Usulan K
Pengguna Anggaran {(KPA) Pengganti Satuan Kerja Pusat Kebij
Saranea Transportasi.

MEMUTU

77
nteri
atas
tang
raan

Inor

gan

QImor
UaSA
akan

SKAN...



Menetapkan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

-3

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI FERHUBUNGAN TENTANG F'ENGGANi’I'[AN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT
KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI BADAN KEB!JJ’LK&N
TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2024,

Memberhentikan dengan hormat Saudari. Ir, ERNI BASRI, | ST.,
M.Eng., NIP 19760813 200212 2 001, Pangkat/Gol: Pembina Tk 1
(IV/b), Jabatan Kepala Pusat Kebiiakan Sarana Transportasi
sebagai Kuasa Penggguna Anggaran pada Satuan Kerja F!‘I.isat
Kebijakan Sarana Transportasi, dengan disertai ucapan terima

kasih,

Mengengkat dengan hormat Saudara BENNY YULI PUTRANTO,
S.T., M.A,, NIP 19770708 200812 1 001, Pangkat/Gol:
Pembina (IV/ae), Jabatan Kepala Bidang Kebijakan Sarana
Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Badan Kebijakan
Transportasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan #{m;ia
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan
Transportasi Kementerian Pernubungan Tahun Anggaran 2024,

Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana di d
dalam Diktum KEDUA adalah Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam D:.Ilrr.tum
KEDUA, segera melakukan langkah-langkal pelaksanaan kegjatan
Tahun Angearan 2024,

Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Diltum KEDUA juga ditetapkan

sebagai Kuasa Penggpuna Barang dan sebagai Penanggung jawab
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran /Barang.

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Kuasa Pengguna Anggaran
yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nlipmor
KP-SKJ 10 TAHUN 2023 tanggal 26 Januari 2024 tentang
Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja I%I‘usnt
Kebijakan Sarana Transportasi Badan Kebijakan Transportasi
Kementerian Perhubungan Tahun 2024, di cabut dan dinyatpkan
tidak berlaku.

=1

KETUJUH...




-

-4 -
KETUJUH 3 Apabila di kemmudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan
schagaimana mestinya.
KEDELAPAN Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2024

¥ @ﬂ;@m PERHUBUNGAN
< ¥ SEKRETARIS JENDERAL,

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
Menteri Perhubungan;
' Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
Kepala Biro Keunangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sctempat;
9. Yang bersangkutan.

= U S



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP-SKJ 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Berdasarkan Surat Keputusan Menten Perhubungan Nomor SK
309 Tahun 2024 tanggal 10 Januar 2024 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan
pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan untuk
kelancaran  pelaksanaan kegiatan  dalam  Daftar  Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada
Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi diperlukan
penggantian Kuasa Pengguna Angegaran scbagal penanggung
jawab pelaksana kegiatan,

bahwa pejabat yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Penggantion Kuasa Pengguna
Anggaran pada Satuan Kerjn Pusat Kebijakan Sarana
Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat. ...



Mengingat

Memperhatikan :

6.

-

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lem Negara Republik Indonesia Nomor
4916},
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata|Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( bar
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlil! Indonesia Nomor 5423) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun {2018
tentang Perubahan atas aturan Pemerintah Nomor 45 un
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Penda dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6267);
Peraturan Presiden Nomor|23 Tahun 2022 tentang Kemenferian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |2022
Nomor 33);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pd%lakaanaan Anggaran serta tansi
dan Pelaporan Kenangan ita Negara Republik Indonesia
2023 Nomor 472); )
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tetitang
Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Per aan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomar 77)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM Eé Tahun 2021 tentang Perubahar atas
Pe.ratp:.an Menteri P:rhubu!ngan Nomor PM 3 Tahun 2019 teIltang
Tata Cara dan Mekanisme gangkatan Pejabat Perbendah
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 I\T:;::
B8&3);
Peraturan Menteri Pﬁrhul:lmngan Nomor PM 17 Tahun {2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Surat Kepala  Badan Kebijakan  Transportasi Nemaor
KU.401/01/01/BKT/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Usulan
Kuasa Pengguna Anggaran |(KPA) Pengganti Satuan Kerja Pusat

Kebijakan Sarana Transportasi.

MEMUTUSKAN...



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGANTIAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT
EEBLJAKAN  SARANA  TRANSPORTASI BADAN KEBLJAKAN

TRANSPOETASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

Memberhentikan dengan hormat Sdra. Capt. AVIRIANTO 5., S.Pd.,
MM,, NIP.19651120 199003 1 001, Pangkat/Golongan: Pembina
Utama Madya (IV/d}, Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Sarana
Transportasi sebagai Kuasa Pengsouna Anggaran pada Satuan Kerja
Pusat Kehijakan Sarana Transportasi, dengan disertai ucapan

terima kasih,

Mengangkat Sdri. Ir. ERNI BASRI, ST., M.Eng., NIP 10760813
200212 2 001, Pangkat/Gol: Pembina Tk I (IV/b), Jabatan Kepala
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan
Transportasi sebapgal Kuasa Pengpuna Anpggaran pada Satuan Kerja
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, DBadan Kebijakan
Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Angearan 2024,

Atasan langsung Kuasa Pengguna Angearan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA adalah Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Kuasa Pengpuna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktom
KEDUA, segera melakukan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan
Tahun Anggaran 2024.

Pejabat wyang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
sebhagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga ditetapkan
sebagai Kuasa Pengguna Barang dan sebagai Penangoung jawab
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Angparan /Barang.

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaln, Kuasa Pengpuna Anggaran
vang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomer
KP 1446 TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang
Pengangkatan Kuasa Pengpuna Angparan pada Satuan Kerja Pusat
Kebijakan Sarana Transportasi Badan Kebijakan Transportasi
Kementerian Perhubungan Tahun 2024, di cabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



oilb=

KETUJUH - Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya,

KEDELAPAN Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

NOVIE RIVANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan, Sckretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



KFMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP. 1447 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBLJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DAN INTEGRASI MODA
BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Angearan (DIPA] Tahun Anggaran 2024
pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasaranas Transportasi
dan Integrasi Moda, perlu mengangkat Kuasa Pengguna
Anguaran sebagni penanggung jawab pelaksana kegiutan;
bahwa  pejabat vang  diangkat  Sebagan  Kuasa  Pengguna
Angearan dalam Keputusan Menten ini, telah memenuhi
persyaratan scbagiimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pengangkaton Pepabat  Perbendaharaan
sebagaimana  lelah  diubabh  dengan  Peraturan  Menteri
Perbubungan Nomor PM 69 Tuhun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
20149,

bahwa  berdasirkan pertimbangan sebagaimona dimaksud
dalam hurul & dan hurul b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan  tentang  Pengangkatan Kuasa
Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan
Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan
Transportasi Kementerian  Perhubungan Tahun Anggaran
2024;

Mengingat . . .



Mengingat

Memperhatikan ;

-2.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negt& Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan
Nomor 4916);

mbaran Negara Republik Indonesia

|
2. Peraturan Pemerintah 1'~|1umur 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembar Negara Republik Tndonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Neomor
5423) sebagaimana telah diubah dengan Perathiran
Pemerintah Nomor 50 'l{a.hun 2018 tentang Perubahan |atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang [Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neégara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Némor
229, Tambahan Lemhar;[sn Negara Republik Indonesia Nemor
6267);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tertang

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Reptiblik
1

Indonesia Tahun 2023 Nomor 472;

2. Peraturan Menteri Perl'uluhungan Nomor PM 3 Tahun 2019

tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun Eﬂ"zl
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubuhgan
Nomor PM 3 Tahun 20 lg tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita N
Republik Indonesia Tah I n 2021 Nomor 883);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubuhgan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8 15).

Surat Kepala Badan
KU.406/01/02/BKT/2023
Usulan Data Pengelola An

Kebijakan  Transportasi N?mor
geal 20 Desember 2023 hal Matriks
rann Tahun 2024 di Lingkungan

Badan Kebijakan Transpo |si;

MEMUTUSKAN . ..



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PUSAT KEBLIAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN
INTEGRAS! MODA  BADAN  KEBLIAKAN  TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024,

Mengangkat Saudara Capt. NOVYANTO WIDADI, SA.P., MM,
NIF. 19681123 2016111 001, Panekat/Golongan: Permbina Utama
Madya (IV/d), Jubatun  Kepala Pusat  Kebljakan Prasarana
Transportasi dan Integrasi Moda, sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana
Transportasi dan Integrast Moda, Badan Kebijakan Transportasi

Kementerian Perhulmngan.

Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Badan
Kebijakan Transportasi.

Setelah  ditetapkannva  Keputusan Menteri Perhubungan  ini,

Kuasa Pengpuna Angearan sebagaimana tersebut dalam Diktum

PERTAMA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat
penanda tangan sural perintah membayar (PPSPM);

2. menctapkan panitia/pejabat yang terlibnt dalam pelaksanaan
kegiatan dan pengelola anggaran / kevangan;

3. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana;

4, melakukan tindakan vang mengakibatkan  pengeluaran
angraran belanjo negara;

5. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembavaran atas
beban angearan negary,

6. memberikan  supervisi dan  konsultasi dalam  pelaksanaan
kegiatan dun penarikan dana;

7. mengawasl  penatausahaan  dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegatan dan anggaran.

Pejabat vang ditunjuk  sebagni  Kuasa Pengguns  Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA juga ditetapkan
scbaganl Kuasa Pengguna Barang dan sebagal Penanggung jawab
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

KELIMA . ..



KELIMA :  Kepumsan Mentern i mulai berlaltu  pada tanggal
01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdopat kekeliruan dalom Keputusan Menteri ini maka
akun dindakan perbaikan scbagaimana mestinya,

Diteiapkan di Jakarta
péda tanggal ﬁ Desember 2023

an. MENTER] PERHUBUNGAN

ﬂﬂ’ l%bllll 199503 1 001

SALINAN Kepuiusan Menien ind disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemerikkan Keuangan Republik Indonesia;

Menteri Perhubungan;

Kepala Baclan Kebijakan Transportssi, Kementerian Perhubungan;

Kepala Biro Perencanann, Sckretanat Jenderal Kementerian Perhubungan;

Kepala Bire Keuangan, Sekretarial Jenderal Kementerian Perhubungan;

Kepala Birm Layanan Pongadaan dan Pengelolann Barang Milik Negara, Selretariat

Jenderal K=menterian Perhubungnn;

7. Kepala Kantlor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan sctempat;

8. Kepala Kasior Pelayanan Perhendaharaan Negara selempat;

9. Yang bersangkutan.

n e
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP. 1449 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN
KEAMANAN TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA] Tahun Anggaran 2024
pada Satuan Kerjn Pusat  Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Trunsportasi, perlu mengangkat Kuasa Pengguna
Anggaran sebagar penanggung jawab pelaksans kegiatan;
bahwa pejabat yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran dalam Kepulusan Mentenn ini, telah memenuhi
persyaratan scbapgaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pengangkatan Peabat Perbendaharaan
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungun Nomor PM 3 Tahun
2014,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menternn  Perhubungan  tentang Penpangkatan  Kuasa
Pengguna Anggaran pada Satuan Kerjn Pusat Kebijakan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan Kebijakan
Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran
2024,

Mengingat . . .



Memperhatikan :

-9

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang ‘lata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 N
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
6267},
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara R
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Peluksanaan Anggaran, serla
Aluntansi dan Pelaporan Kenangan (Berita Negara blik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 472;
Peraiuran Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Talun 2019
tentang Tata Cara dan Mckanisme Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan Negara [(Berita Negara Republik Indoresia
Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Noemor PM 69 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhub n
Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2022 Nomor 813).

Surat Kepala Badan !Kebijakmn Transportasi  Nomor

KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Matriks

Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 202
Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSIKAN . . .

di




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
TRANSPORTASI HADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024,

Mengangkat Saudara JUMARDI, S.T. M.T, NIP.19690306
199803 1 002, Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda IV /c),
Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi, scebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan
Kerja Pusat Kebijokan Keselamatan dan Keamanan Transportasi,
Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

Atasan lanpsung Kupssa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Badan
Kebijakan Transportas:.

Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini,

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut dalam Diktum

PERTAMA, mempunyal tugas antira lain scbagai berikut:

1. mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat
penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM);

2. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan dan pengeloln anggaran /Keuangan;

3. menctapkan rencoena pelaksanaan  kegiatan  dan rencana
pencairan dina;

4. melakukan tindakan vang mengakibatkan  pengeluaran
angearan belanja negar;

5. melakukan pengujian tagihun dun perintah pembayaran atas
beban angearan Tiegara;

6. memberikan supervisi dan  konsultasi dalam pelaksanaan
kegiatan dan penarikan dana;

7. mengawasi  penatausahaan  dokumen dan  transaksi  yang

berkaitan dengan pelaksandan kegiantan dan anggaran.

Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA juga ditetapkan
sebagai Kuasa Pengguna Barang dan sebagai Penanggung jawab
Unit Akuntansi Kuisa Pengguna Angearan/ Barang.

KELIMA . ..



KELIMA : Keputusan  Menteri ind mulai berlaku  pada  tanggal

01 Junuari 2024 dengan ketenituan apabila dikemudian  hari
ternyatn werdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka
ukan dindakesn perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di Jakarta
podn tariggal 28 Desember 2023

NHTER: PERHUBUNGAN
Vs 'ARIS JENDERAL,

TNOVIE 'R'i*'irmm R
NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Kepurusan Menteri ini disampaikan kepada:

8.

1. Ketua Badnn Pemenlsa Keuvangan Republik Indonesis;

2. Menten Perhubungan;

3. Kepala Barlan Kebijak=n Transporiosi, Kementerian Perhubungan;
4,
S
6

Kepala Bir Perencanaan, Sekretariat Jendernl Kementerian Perhubungan;

. Kepala Birc Kenangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Periiubungan;

Kepala Birm Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milile Negara, Selkretariat
Jenderal Kementerian Porhubungan;

Kepala Kanlor Wilayah Uireklorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Kevangan setempai;

Kepala Kantor Pelayannn Perbendnharaan Negam sctempat;

9. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP. 1448 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN

TRANSPORTASI PERKOTAAN

BADAN KEBLJIAKAN TRANSPORTASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk kelancaran pélaksanaan kegiatan dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024
pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan
dan Transportasi Perkotaan, perlu mengangkat Kuasa
Pengguna Anggaran scbagai penanggung jawab pelaksana
kegiatan;

bahwa pejabat yvang diangkat sebagai Kuasa Pengguna
Angearan dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi
persyvaratan scbagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menten
Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri  Perhubungan tentang Pengangkatan Kuasa
Pengpuna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu
Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Badan
Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun

Anggaran 2024,
Mengingat . . .



Mengingat

Memperhatikan :

-2.

Undang-Undang Nomar 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negm!'a Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor Ilﬂ:il,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423) sebagaimana telah diubah dengan Pera
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan |atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang [Tata
Cara Pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja ara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor
6267);
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 teitang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, [serta
Aluntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 472;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun|2019
tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pgjabat
Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indénesia
Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menterli Perhublingan
Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Surat Kepala Badan| Kebijakan Transportasi |Nomor
KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Matriks
Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun 2024 di LingIJ

Badan Kebijakan Transportasi;

ngan

MEMUTUBKAN . . .

f



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

o
i

MEMUTUSKAN:
E

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTJ[\NG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN

KERJA PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN

DAN

TRANSPORTASI PERKOTAAN BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTAS] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN

ANGGARAN 2024.

Mengangkat Saudara Ir. ANDI FIARDI, M.T., NIP.19660821

199203 1 003, Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda (I
Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan
Transportasi Perkotaan, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan

l/! cl,

dan

pada

dan

Transportasi Perkotaan, Badan Kebijakan Transportasi

Kementerian Perhubungan.

Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala E‘-ax:lu.n

Kebijakan Transportasi.

Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan

ini,

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut dalam Diktum

PERTAMA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat

penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM);

2. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pﬂlakarmann

kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;

3. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rgncana

pencairan dana;

4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja negara;
5. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran

beban anggaran negara;

atas

6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan

kegiatan dan penarikan dana;
7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaks
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran,

yang

Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA juga ditetapkan
sebagai Kuasa Pengguna Barang dan sebagai Penanggung jawab

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran /Barang.
KELI



KELIMA ¢ Keputusan Menteri ini  mulai  berluku  pada tanggal
01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
termyata terdapat kekehimian dalam Keputusan Menteri ini maks
akan dindakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2§ Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

_~~BEKRETARIS JENDERAL,

'f':-__,,‘,'hﬂ-— ;TE
(| .

i
W,

P2 WOVIE RIYANTO R.
CUNIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Kepurtusan Menteri ini disnmpaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menteri Perhibungsn:

Kepala Badan Kehijakan Trinsporiasi, Kementerian Perhubungan;

Kepala Biro Perencanaan, Sekretarint Jenderal Kementerian Perhubungan;

9. Kepala Biro Keuangan, Sekretarint Jenderal Kementerian Perhubungan;

6. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungun;

7. Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan sctempal;

8. Kepala Kartor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;

9. Yang bersangkutan,

s W N -



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
SATUAN KERJA SEKRETARIAT

Email . bakotmneEhemenhub go id

Jl Merdeka Timur :
Web-sile - hitps.Maketrains dephub go.id

No.S
Jakaiia 10110

Tolp, - (U21) 34633061, 34833065
Fax  (021) 348330681, 34833085

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI
NOMOR: SK-SBKT TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN /PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024
PADA KANTOR SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN KEBLIAKAN
TRANSPORTASI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangksa pelaksanaan dan kelancaran kegiatan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi untuk Tahun Anggaran
2024, maka periu menunjuk Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk
duduk dalam jabatan tersebut padsa huruf a;

Mengingat: 1. Undang-undang R.!. Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4287);

2. Undang-undang R.I. Nomor 1 Taehun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Noror 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

?1

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pelaksariaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021, tentang
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Mentern Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016
tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan
Keuangan Berbasis Akrual Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022,
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan



Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 219 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 80 Tahun 2014 tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan
Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan
dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2018,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik
Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

12. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2016, tentang
Pelaksanaan Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Melalui Sistem E-Monitoring Dan Reporting Di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

13. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 20 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran Di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

14, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 2330 Tahun 2020
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2024
Nomor: DIPA-022-11.1.288752/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSEAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEBIJAKAN PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN/
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN
2024.

Menunjuk/ mengangkat pejabat pegawai sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini, sebagai Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Sekretariat Badan Kebijakan
Transportasi.

Untuk kelancaran pelaksanaan anggaran Tahun 2024, segera setelah
ditetapkannya Keputusan ini, Pengelola Anggaran sebagaimana
tersebut pada Diktum PERTAMA, agar mengambil langkah-langkah
persiapan pelaksanaan anggaran dimaksud.

Segala biaya yang diperlukan untuk keperluan diatas dibebankan
kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan
Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-022-
11.01.288752/2024 Tanggal 24 November 2023 dengan kode Mata



Anggaran: 022.11.04.4653.EBA.994.002.D.521115 sesuai dana vang
tersedia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31
Desember 2024, dan apabila dikemudian hari dalam keputusan ini

terdapat  kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI

{PANDU YUNIANTO, ATD.. M.Eng.Sc 4
Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196506061988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jeaderal Kementerian Perhubungan;

Kepala Badan Kebijakan Transportusi;

Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan,;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;

Yang bersangkutan,

e



Anggaran: 022.11.04.4653.EBA./994.002.D.521115 sesuai dana yang
tersedia,

KEEMPAT : Keputusan inl berlaku sejak tanpgal ditetapkannya sampai dengan 31
Desember 2024, dan apabila dikemudian harl ddlam keputusan ini

terdapat  kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinva.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggél : 11 Desembet 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI

>

PANDU YUNIANTO, A.TD.. M.Eng. Se.
Pembina Utama Madya (IV/d]
NIP. 19650606]1988031001

Salinan Keputusan ini disarnpaikan kepada Yth.:

. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jenderal Kementenan Perhubungan;

Kepala Badan Kebijakan Transportasi;

Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
Yang bersangkuran.

O g



NAMA BENDAHARA PENGELUARAN

PADA SEKRETARIAT BADAN KEBLJIAKAN TRANSPORTASI

TAHUN ANGGARAN 2024
NO JABATAN o lAmA _ BARU
: . ANGOUN PITALOEA, S.M. ANGGUN PITALORKA, S.M.
1 BENDAHARA PENGELUARAN Penata Muda (111 /a) Penala Muda (HH1/a)
NIP 199410202016122001 NIP 19494 10202016122001

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tangeal : 11 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN KEBLJAKAN
TRANSPORTAS!

o

/P NDU YUNI 0O, ATD., M. Sc, 4
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196506061988031001



NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO

JABATAN

LAMA

BARU

BENDAHARA PENGELUARAN

ANGGUN PITALOKA, S.M.
Penata Muda (11 /a)
NIP 1994 10202016122001

ANGGUN PITALOKA, S.M.
Penuta Muda (111/a)
NIP 1994 10202016122001

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SEKRETARIAT BADAN KEBLIAKAN
TRANSPORTASI

o

PANDU YUNIANTO, A.TD.. M.Eng.Se.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP, 196506061988031001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP. 1450 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana
Transportasi perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Bendahara
Pengeluaran dalam Keputusan Menteri ini, telah
memenuhi  persyaratan  sebagaimana diatur  dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019
tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana
Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat . . .



Mengingat

Memperhatikan :

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019
tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 883);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor B15);

Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor
KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal
Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran
2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportast;

MEMUTUSKAN . ..



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

=

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
RERJA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTAS!, BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024,

Mengangkat Saudara MUHAMMAD RIZAL, NIP, 19890717
200912 1 001, Pangkat/Golongan: Pengatur Tk. [ (Il/d),
secbagali Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat
Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi

Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.

Atasan langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Satuan
Kerja Pusat Kebyakan Sarana Transportasi Tahun Anggaran
2024,

Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini,

Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Diktum

PERTAMA, mempunyai tugas:

1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan
uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara
dari pembayaran vang dilakukannya;

9. menyctorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
negara ke kas negara;

6. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;

7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

KEEMPAT . . .



- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini  mulai  berlaku  pada tanggal

01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2% Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
__SEKRETARIS JENDERAL,

. o -
.|} o )

i -

J f ;|'.-I_' z ﬁ 5
RN 4 ! :_j""}
l'.l ll L:t;_L &
WAa\ %

h '_'.l;-"_-_-"ﬂ'a ﬁf‘yfIEﬁIYANTO H.
SO NEP 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2.

3.
4

Menteri Perhubungan;

Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;

Kepala Satuan Kerja Pusal Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan
Transportasi Kementerian Perhubungan;

Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian

Keuangan sctempat;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seiempat]

. Yang bersanghkutan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTER]I PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP. 1451 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DAN INTEGRASI MODA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan
Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda perlu
mengangkat Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Bendahara
Pengeluaran dalam Keputusan Menteri ini, telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019
tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menten
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan
Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan
Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun
Anggaran 2024,

Mengingat . ..




Mengingat

Memperhatikan :

ol

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor S0 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019
tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 883);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor
KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal
Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran

2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN . . .




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
KERJA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN
INTEGRASI MODA, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024,

Mengangkat Saudari VINNY ISNANIA ASTUTI, S.Ak., NIP.
19950516 201612 2 001, Pangkat/Golongan: Penata Muda
(I1l/a), sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda,
Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan
Tahun Anggaran 2024.

Atasan langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Satuan
Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi
Moda Tahun Anggaran 2024,

Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini,

Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Diktum

PERTAMA, mempunyai tugas:

1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan
uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara
dari pembayaran yang dilakukannya;

o

. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
negara ke kas negara;

6. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;

7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

KEEMPAT . ..




KEEMPAT :  Keputusan Menteri ini mulai  berlaku pada tanggal

01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini

maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakara
pada tanggal Z& Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRE’I‘ARES JENDERAL,

m’P 9661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampuikan kepada:

1.
2,

3.

4,

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menteri Perhubungan;

Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;

Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi
Moda, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan;

Kepala Biro Perencanaan, Sckretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

- Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian

Keuangan setempat;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharann Negara setempat;

9. Yang bersangkutan.



MEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP. 1452 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBILJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN
DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA] Tahun
Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu
Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan periu
mengangkat Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Bendahara
Pengeluaran dalam Keputusan Menteri ini, telah
memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019
tentang Tata Cara dan Meckanisme Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu
Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Badan
Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun
Anggaran 2024,

Mengingat . .



Mengingat

Memperhatikan :

' |
-2- ‘

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor IEE&, Tambahan Lembaran N
Republik Indonesia No I or 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan ggaran Pendapatan dan Be.lanja
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tam Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerin Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 T[ un
2013 tentang Ta Cara Pelaksanaan ﬁmgm

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran N

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Re;n!lblik: Indonesia Nomor 6267);
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara 'Rep[ublﬂx:
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun iﬂmg
tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan Ne | (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 un
2021 tentang Penibahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Homur 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara

dan Mekanisme gkatan Pejabat Perben aan
Negara (Berita N Republik Indonessia Tahun 2021
Nomor 883);

Peraturan Menteri Fl:rhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita| Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

Surat Kepala Badan | Kebijakan Transportasi oImor
KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal
Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran

2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN ...




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

= e

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTE PERHUBUNGAN TENTANG
PENGANGKATAN BEND. PENGELUARAN PADA SA l AN
KERJA PUSAT KEBIJ | LALU LINTAS ANGKUTAN DAN
TRANSPORTASI PERKOTAAN, BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI RIAN PERHUBUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

Mengangkat Saudari NﬁLLY SIRINGORINGO, S.E., |NIP.
19840924 200604 2 001, gkat/Golongan: Penata Muda Tk.
I (IlI/b), sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi
Perkotaan, Badan Keb?ﬁm Transportasi Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2024.

Atasan langsung Bendahara Pengeluaran scbagaimana
dimaksud dalam Diktum| PERTAMA adalah Kepala Satuan
Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Anglutan dan Transportasi
Perkotaan Tahun An 12024,

Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini,
Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Diktum
PERTAMA, mempunyai tugas:
1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan
uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. melakukan pengujian pembayaran berdasarkan perintah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPE};
3. menclak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk di kan;
4. melakukan pemoto i [pemungutan penerimaan rT:ga.ra
dari pembayaran yang dilakukannya;

5. menyetorkan pemoto /pemungutan kewajiban kepada
negara ke kas negara;
6. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;

7. menyampaikan Lapo Pertanggungjawaban (LPJ) kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

sclaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

KEEMPAT . .




KEEMPAT :  Keputusan Menteri ini mulai  berlaku  pada tanggal
01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2. Menteri Perhubungan;

3. Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;

4. Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi
Perkotaan, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan;

5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

7. Kepala Kantor Wilavah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian

o

Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1453 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBLJAKAN KESELAMATAN

DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA] Tahun
Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi perlu
mengangkat Bendahara Pengeluaran;

bahwa pejabat yang diangkat sebagai Bendahara
Pengeluaran dalam Keputusan Menteri ini, telah
memenuhi  persyaratan  sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019
tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menten
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan
Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun
Anggaran 2024;

Mengingat .



Mengingat

Memperhatikan :

1.

L

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tcrltta.ng
Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indnlncsia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916}; I
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Repl.lbiik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dclngﬂn
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 teﬁta.ng
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 T£!i.hun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Hnl,gara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nemor 33); 1
Peraturan Menteri Perhubungan Nemor PM 3 Tahun 2019
tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pelabat
Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tats Cara
dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbend aan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 883);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Ta;hun
2022 Nomor 815);

Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor
KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023| hal
Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran

2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN . .




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
KERJA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
TRANSPORTASI, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Mengangkat Saudara GANANG RESTU BARIADI, A.Md., NIP.
19940316 201612 1 001, Pangkat/Golongan: Pengatur Tk. |
(II/d), sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi,
Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan
Tahun Anggaran 2024,

Atasan langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Satuan
Kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi Tahun Anggaran 2024,

Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini,

Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Diktum

PERTAMA, mempunyai tugas:

1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan
uang/surat berharga dalam pengelolaannyva;

2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara
dari pembayaran yang dilakukannya;

5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
negara ke kas negara;

6. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;

7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).



KEEMPAT

Keputusan

Menteri ini  mulai  berlaku pada tanggal
01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikermnudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini

maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
_SEKRETARIS JENDERAL,
ENT L,

P

" 1'\_. ot

" ';giaﬁmo R.

1 ,"1\.‘-

L NIPL 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

it ol B

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menten Perhubungan,

Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Kesclamatan dan Keamanan

Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian

Keuangan setempat,;

8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;

9. Yang bersangkulan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA |
SJALAN PRAJURIT KEO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 | FAKSIMILE - (321) 34835131 | SITUS © www.dikn kemenkeu.go.d

KUITANSI
NOMOR: 039 iKW/2024

Risalah Lelang Nomor  : 68/07.01/2024-01 tanggal 06 Maret 2024

Sudah Terma dari - Achmad Maax Robyi
Alamat JI, Jati Bunder, RT.008, RW.014, Kel/Desa Kebon Melali, Kec. Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusal, Prov. DKI Jakarta

Banyaknya Uang : RpR.596.160,00
( sembilan juta lima ralus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah )

Kelerangan . Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Pusal Kebijakan Prasarana
Transportasi dan Integrasi Moda, Pejabat Lelang Feri Listianto, berupa 1 (satu) Set
Peralatan dan Mesin di Kota Jakarta Pusat

RINCIAN :
- Harga Pokok Lelang Rp. 9.408.000,00
- Bea Lelang Pambeli Rp. 188,160,040
Jumiah Rp. 8.596.160,00
Mengetahul,

arel 2024
Brimaan

ity B Pirliawan
NIP 168506122018011005




Diatas Pembayesran Tagihsn ¢

Kinde Billing

Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar

Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1

Satian Kerja

Total Pisetur

Terbilang

Stetus

NTB

NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: B20240521483718

: 21-05-2024 10-23:35
: 28-05-2024 10:23:35
: 21405-2024 11:30:16

BANKE MANDIRI
Teller

: SEKRETARIAT BADAN KEBITAKAN TRANSPORTAS]T

(122 - KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBIJAEAN TRANSPORTASI
: 288752 - SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

a4 567,000 (IDE)

- Sembilan Puluh Empat Jule Lima Roaties Enam Peluh Do Bibe (IDR)

Sudah Dibavar
775074336149

: 0210C2GAVPL7DIEG

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu
94 562.000 (IDR)

. Pengembalian Belanja atas Temuan Pemerksaan atas Kelidaksesualan

Pertanggungfawaban Realisasi Belania Barang

Tanggel Cetak - 2145/2024 12:10:17 WIB

i SIMPCINT



. Bank Negara indonesia BUKTI PENERIMAAN NEGARA
{Persero), TBK Penerimaan Negara Bukan Pajak
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Diats Pembavaran Tagihsn ¢

Ende Billing

Tanggal Billing

Tangygal Redaluwarsa
Tangoal Bayar
Bank/PosFintech Bayar
Channed Bayar

Wama Waijth Setor/Wajih Bayar
Eementeran/Tembaga
Unit Eselon 1

Satuan Keria

Total Disetur

Terbilang

Stetus

NTB

NTPN

Detail Pembavaran Tagikian :

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah S&toran

Eelerangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: B20201007b16972
: 07-10-2020 14:53:49

14-10-2020 14:;53:40
12-10-2020 14:13:18

BANK CENTRAL ASIA
: Teller
: FUSLITHAANG TEANSFORTASI LAUT 5DP

022 - FEMENTERIAN PERHUBUNGAN

: AE-BADAN EERIJAEAN TRANSPORTAST
: 288944 - PUSAT KEBITAKAN SARANA TRANSPORTASI

100,000,000 (IDRY
Seratus Juta ([DR)
Sutlsh Dibavar

. 0DOD39546792

ADCCI2ZGAUKREZ4TC

(=133 [m]

: Penerimaan Kembali Belania Barang Tehun Anggaran Yang Laly

-

425012 . Penerimaan Kembal Belanjs Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

100.000.000 (IDR)

: Pengembalian belanja TAYL PT azevedopratames {Temuan bpk) Thp 2

Tanggel Cetak - 26/i17/2024 13:05:29 WIB

11

SIMPCINT



Diats Pembavaran Tagihsn ¢
Ende Billing
Tanggal Billing
Tangygal Redaluwarsa
Tangoal Bayar
Bank/PosFintech Bayar
Channed Bayar
Wama Waijth Setor/Wajih Bayar
Eementeran/Tembaga
Unit Eselon 1
Satuan Keria
Total Bisetur
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembavaran Tagikan ¢

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah S&toran

Eelerangan

Kementerian Keuangan RI E L E

Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT) E

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: 82020131171532227

17-11-3020 17-55:21

: 24.11-2020 17:55:21

18-11-2020 08:50:32

BANK NEGARA INDONESIA
: Teller
: bendahars pengeluaran puslithbang ransportas ESDP

022 . FEMENTERIAN PERHUBUNGAN

: E-BADAN EERIJAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBITAKAN SARANA TRANSPORTASI

50.000.000 (IDR)

Limiz Polul Jutg (TDR)
: Sutlah Dibayar

0000007338734

- 49948GUBDPOOHSVI

: Pentrimasn Kembali Belania Barang Tehon Anggaran Yaog Laly

425012 « Penerimaan Kembali Belanjs Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
S0.000.000 (TDR)

: Peogembalian Belanfa TAYL Pi. Arevedtpratams (Temuan BPK) Tabap 3

Tanggel Cetak - 26/i17/2024 13:04:52 WIB

i STMPCINT



Diats Pembavaran Tagihsn ¢
Ende Billing
Tanggal Billing
Tangygal Redaluwarsa
Tangoal Bayar
Bank/PosFintech Bayar
Channed Bayar
Wama Waijth Setor/Wajih Bayar
Eementeran/Tembaga
Unit Eselon 1
Satuan Keria
Total Bisetur
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembavaran Tagikian :

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah S&toran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: BE0220715139178

15-07-2022 10-28:16

: R2-A07-2022 10:28:36

15-07-2022 10:52:10

BANK CENTRAL ASIA
: Teller
: bendahars pengeluaran puslithang ransportas ESDP

022 - FEMENTERIAN PERHUBUNGAN

: 1E - BADAN EERIJAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBITAKAN SARANA TRANSPORTASI

10.000.000 (D)
Sepulul Jula (IDK)

: Sutlah Dibayar

000058077906
D492 70LUGLY203A

iz
[&

e

[=]F:

: Penerimaan Kembali Belania Barang Tehun Anggaran Yang Laly

425012 « Penerimaan Kembali Belanfa Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

10.000.080 (IDR)

2019 )

_ pengembalian belanja TAYL .PT AZEVEDOPRATAMA {TEMUAN BPK TAHUN

Tanggel Cetak - 26/i17/2024 13:06:05 WIB

11



Dala Tagihan ;
Kode Billing
Tanggal Billing
Tanooal Kedaluwarsa
Tanggal Bavar
Kelompok PNEP
Mata Usny
Banl/PosiFintech Bayar
Channel Bavar
Nama Wajib SetorfWaiib Bayar

Kementerian Keuangan RI

Direkloral Jenderal Anggaran

SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BI0211 233532574

23-12-2021 13:37:46
J0-12-2021 13:37:48
23-12-2021 14-11:03

Umum (Tanpa Lein Penggundan)

IDR

BANK CENTRATL ASIA

Tedler

bendahara pengeluaran puslithang transportasi LSDP

Komentsrman/lembaga 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unll Esalon 1 I1 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTAS]
Satuan Eetja 288044 - PUSAT KEEBITAEAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disator 10.000.000 {IDR)
Terhilang Sepuluh Juta (IDR)
Stalus sudah Dibsyar
NTB 000051378838
NTEN BBCOBABVUJGRHSOU
Deail Tagihan :
Wajib Bayar | Jenis Penerimaan Akun TariffVolume{Satuan) Jumlah Keterangan

IPLTE_LIT'EANG TRANSPORTAS] LSDE r

enerimsan Kemball Befama Barang Tahun

Anggaran Yang Lalu

425912 - Penermmaan Kembali Belana
|Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

10. 000,000

Peogembalian Bedanjia TAYL PT. Azevedopratans

(Temuan BPE Tahun 2019}

Tanggal Cetak : 130052024 18:24:06 WIB

141

SIMPONI



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢
Kinde Billing
Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar
Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1
Satian Kerja
Total Bisetor
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢
Jenis Setoran
Eode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: B20221231581286

: 21-13-2022 16-26:24
: 28-12-2023 16:26:24
: 22-12-2022 14:18:45

BANE NEGARA INDDNESIA
Teller

: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

10.000.000 (IDH)

- Sepuluh Jutn (IDR)

Sudah Dibavar
000000740417
113D16LOUHV]7CFG

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

10.000.000 (IDR]

pengembalian TAYL PT AZEVEDOPRATMA CONSULTANTS (Temuan BFK

" Tahun 2019)

Tanggal Cetak - 13/05/2024 18:10:01 WIB

171



Dala Tagihan ;

Kode Billing

Tanggal Billing

Tanooal Kedaluwarsa

Tanggal Bavar

Kelompok PNEP

Mata Usny

Banl/PosiFintech Bayar
Channel Bavar

Nama Wajib SetorfWaiib Bayar

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

B20230227694473

27-02-2023 17:47:14

06-03-2023 17:47:14

01-03-2023 (}4:42:30

Umum (Tanpa [rin Panggundan)

IDR

BANK NEGARA INDONESIA

Toller

bendahara pengeluaran puslithang transportasi LSDP

Komentsrman/lembaga 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unll Esalon 1 I1 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTAS]
Satuan Eetja 288044 - PUSAT KEEBITAEAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disator 100,000,000 (TDR)
Terhileng Seratus Juba (1IDR)
Stalus sudah Dibsyar
NTB 000000023477
NTEN 4F2203CIFAROTAS9
Deitail Tagihan :
| Wajib Bayar Jenis Peperimaan Akun TariffVolume{Satuan| Jumiah Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTAS] 'F'Enﬁﬂmﬁﬂj:_t Kembali Belanja Barang Tahon @253%172 - Penerinmsan Kﬂmlbali Belanga ad o 100,600,600 PENGEMBALIAN BELANJA TAYL T:'\H'L?‘}J 2019 ATAS NAMAPT
LSDP Anggaran Yang Lalu {Barang Tahun Anggaran Yang Laly AZEVEDOFRATAMA (TEMUAN BFE TA 2019

Tanggal Cetak : 15/03,2024 18:30:17 WIB

141

SIMPONI



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢

Kinde Billing

Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar

Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1

Satian Kerja

Total Pisetur

Terbilang

Stetus

NTB

NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: B20230503993640
: 03-05-2023 12:53:55

10-05-2023 12:32:55

: 03405-2023 13:48:05

BANE NEGARA INDDNESIA
Teller

: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

95.200.000 (IDE)

- Sembilan Puluh Engm Jula Delopan Rotus-Ribu (1DR)

Sudah Dibavar
000000189551

- GCADBON9VR3ITG498

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

96, 800.000 (IDR]

BPETA 2019)

. PENGEMBALITAN BELANTA TAYL 2019 AN FT AZEVEDOPRATAMA (TEMUAN

Tanggal Cetak - 13/05/2024 18:11:09 WIB

171
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Diatas Pembayesran Tagihsn ¢
Kinde Billing
Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar
Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1
Satian Kerja
Total Bisetor
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢
Jenis Setoran
Eode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: 820201008659162
: 08-10-2020 09:48:30

15-10-2020 0Y9:48:30

: 09-10-2020 10:27-49

BANE CENTRAL ASTA
Teller

: PUSLITBANG TRANSPOHRTASI TAUT 5DP

(22 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

30.000.000 (IDE)

: Tiger Puluh Juta {(IDR}

Sudah Dibavar
000039421740

: FDEBO2GAUKRIIUMQ

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

30.000.000 (IDR]

pengembalian Belanjs TAYL PT ecoplan rekabumi interconsult (temuan BPK)

" Thp2

Tanggal Cetak - 13/05/2024 18:07:14 WIB

171



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢
Kinde Billing
Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar
Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1
Satian Kerja
Total Bisetor
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢
Jenis Setoran
Eode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: BI0Z106204044001
: 04-03-2021 17-46:38

11-02-2021 17:46:36

: DB02-2021 11-40:58

BANE CENTRAL ASTA
Teller

: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

30.000.000 (IDE)

: Tiger Puluh Juta {(IDR}

Sudah Dibavar
000042401366

: DEIOO1INEZRAIQNIT

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

30.000.000 (IDR]

pengembalian Belanjs TAYL PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult (Temuan BPE

" TA2019) Thp 4

Tanggal Cetak : 1305/2024 18:07:46 WIB

11



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢

Kinde Billing

Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar

Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1

Satian Kerja

Total Pisetur

Terbilang

Stetus

NTB

NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: BI0Z11125091663

: 25:11-2021 15:41-38
: 02-12-2021 15:41:38
: 26-11-2021 10:40:57

BANK CENTRAL ASTA
Chverbooking

: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

40,000,000 (IDE)

- Empuat Puluh Juta (TBR)

Sudah Dibavar
0000530491060

- COABB3ICIEORHTVAT

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

40.000.000 (IDR]

Pengembalian Belanjs TAYL PT. Ecoplan rekabumi interconsult (Temusn BPK

* TA 2010)

Tanggal Cetak : 1305/2024 18:08:21 WIB

11



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢

Kinde Billing

Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar

Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1

Satian Kerja

Total Pisetur

Terbilang

Stetus

NTB

NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: BIOZIOT15139474

15-07-2022 10:30:42

: 22-07-2022 10:30:42

18072022 10:17:52
BANK CENTRAL ASTA
Chverbooking

: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

10.000.000 (IDH)

- Sepuluh Jutn (IDR)

Sudah Dibavar
000058149330

- 4CBO04SVUSEBNEQCE

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

10.000.000 (IDR]

(TEMUAN BFK. TAHUN 2018 )

 pengembalian belanja TAYL PT ECOPLAN REEXABUMI INTERCONSULT

Tanggal Cetak : 1705/2024 18:09:42 WIB

11



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢

Kinde Billing

Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar

Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1

Satian Kerja

Total Pisetur

Terbilang

Stetus

NTB

NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: BI0221218279412

18-12-2022 16:16:17

: 26-12-2022 16:16:17
: 22-12-2022:13:39:39

BANEK CENTRAL ASTA

: Internet Banking
: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

10.000.000 (IDH)

- Sepuluh Jutn (IDR)

Sudah Dibavar
000062985931

: A5BFG2GAVTIVIMHK

Jenis Setoran Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Eode Akun 425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 10.000.000 (IDR)
Kelerangen  pengembalian belanja TAYL PT ECOPLAN REKABUM] INTERCONSULT
{temuan BPK Tahun 2019}
Tanggal Cetak : 13/05/2024 18:10:16 WIB 11 SIMPONT



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢

Kinde Billing

Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar

Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1

Satian Kerja

Total Pisetur

Terbilang

Stetus

NTB

NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: B20230B2Z5209849

: 22-0B-2023 10:04:-23
: 20-0B-2023 10:04-33
: Z22408-2023 11:38:58

BANE RAKYAT INDOMESIA
Teller

: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

100.000.000 {IDR)

- Sergtus Juta ({DR]

Sudah Dibavar

. 230822937690
- AZOOCBNIEAKRSKIPP

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

100.000.000 (IDR)

Fengembalian TAYL FT ECOPLAN REEABUMI INTERCONSULT (Temusn BPE

" Tahun 2019)

Tanggal Cetak - 15/05/2024 18:11:43 WIB

11



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢
Kinde Billing
Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar
Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1
Satian Kerja
Total Bisetor
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢
Jenis Setoran
Eode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: 820231031868588

: 31-10-2023 14:10:11
: 07-11-2023 14:14:11
: A1-10-2023 14:47:74

BANE CENTRAL ASTA
Teller

: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

100.000.000 {IDR)

- Sergtus Juta ({DR]

Sudah Dibavar
000072934521

- ABBEATOQLUGENR]SC

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

100.000.000 (IDR)

BPETA 2019)

. PENGEMBALTAN TAYL PT ECOPLAN REKABUM] INTERCONSULT (TEMUAYN

Tanggal Cetak - 13/05/2024 18:12:02 WIB

11



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢
Kinde Billing
Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar
Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1
Satian Kerja
Total Bisetor
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢
Jenis Setoran
Eode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: B202311305425328

: 30:11-2023 17-25:29
: 07-12-2023 17:25:29
: A0-11-2023 17:45:24

BANE NEGARA INDONESIA
Muobile Banking

: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

60000000 (IDE)

- Enam Pulul [ota (IDR)

Sudah Dibavar
000000027335

: STBABTOLUGBLUSED

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

60.000.000 (IDR)

BPETA 2019)

. PENGEMBALTAN TAYL PT ECOPLAN REKABUM] INTERCONSULT (TEMUAYN

Tanggal Cetak - 13/05/2024 18:12:18 WIB

11



Diatas Pembayesran Tagihsn ¢
Kinde Billing
Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar
Wama Wajth Setor/Wajth Bayar
Eemenleran/lembaga
Uinit Eselon 1
Satian Kerja
Total Bisetor
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembayaran Tagikan ¢
Jenis Setoran
Eode Akun
Jumlah Setoran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: B20231237314533

: 22.13-2023 15:09:39
: 28-12.2023 15:09:30
: 27-12-2023 08:24:33

BANE NEGARA INDDNESIA
Teller

: bendahara pengeluaran pushtbang ramsportas LSDP

(122 -KEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBIJAEKAN SARANA TRANSPORTASI

100.000.000 {IDR)

- Sergtus Juta ({DR]

Sudah Dibavar
000000662760

: FEDEQ2GAVHIZIHGO

Penerimaan Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

425912 - Peneriniaan Kembali Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu

100.000.000 (IDR)

2019)

. pengembalian TAYL PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult {Temuan BPK Tahun

Tanggal Cetak - 13/05/2024 18:12:32 WIB

11



Diats Pembavaran Tagihsn ¢
Ende Billing
Tanggal Billing
Tangygal Redaluwarsa
Tangoal Bayar
Bank/PosFintech Bayar
Channed Bayar
Wama Waijth Setor/Wajih Bayar
Eementeran/Tembaga
Unit Eselon 1
Satuan Keria
Total Bisetur
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembavaran Tagihian :

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah S&toran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

. §20240130103399
. 30-01-2024 16:55:35
. 06-02-2024 15-55:35
. 31-01-2024 08:57:22

BANK NEGARA INDONESIA

: Teller
: bendahars pangeluaran puslithang transportas ESDP

022 - FEMENTERIAN PERHUBUNGAN

: 1E -BADAN EERIJTAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBITAKAN SARANA TRANSPORTASI

50.000.000 (IDR)

- Timo Pulul Juta (IDR)

Sutlah Dibayar

. 000000201645

183FCANIEJASO0M3T

&

: Pentrimasn Kembali Belania Barang Tehon Anggaran Yang Laly

425912 - Pemériniaan Kembali Belanja Bammng Tehon Anggaran Yang Lalu

50.000.000 (DR}

20149)

. pengembalian TAYL PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult fTemuan BPK Tahun

Tanggel Cetak - 11417/2024 17:04:48 WIB

11



Diats Pembavaran Tagihsn ¢
Ende Billing
Tanggal Billing
Tangygal Redaluwarsa
Tangoal Bayar
Bank/PosFintech Bayar
Channed Bayar
Wama Waijth Setor/Wajih Bayar
Eementeran/Tembaga
Unit Eselon 1
Satuan Keria
Total Bisetur
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembavaran Tagihan ¢

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah S&toran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI E E

Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT) E

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: B20240307437885
: 07-03-2024 13-26:23

1_4433-2&24 13:26:23

. 08-03-2024 09:23:42

BANK NEGARA INDONESIA

: Teller
: bendahars pengeluaran puslitbang ransportas ESDP

022 . FEMENTERIAN PERHUBUNGAN

: E-BADAN EERIJAEAN TRANSPORTASI
: 288944 - PUSAT KEBITAKAN SARANA TRANSPORTASI

100,000,000 (IDR)

Serdtus Juto (IDAR|
Sutlzh Dibayar

¢ DO00D121012
- D7ABO3CIFKI7TMGST

: Penerimasn Kembali Belania Barang Tahon Anggaran Yang Laly

425012 . Penerimaan Kembah Belanjs Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
100.000.000 (IDR)

 pengembalian TAYL PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult (Temuan BPK Tahun

20149)

Tanggul Cetak : 11/07/2024 17:07:14 WIB
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Diats Pembavaran Tagihsn ¢

Ende Billing

Tanggal Billing

Tangygal Redaluwarsa
Tangoal Bayar
Bank/PosFintech Bayar
Channed Bayar

Wama Waijth Setor/Wajih Bayar
Eementeran/Tembaga
Unit Eselon 1

Satuan Keria

Total Disetur

Terbilang

Stetus

NTB

NTPN

Detail Pembavaran Tagikan ¢

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah S&toran

Keterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: BZ02403283606040

: 28-03-2024 13-20:18

: 04-04-2024 13:206:18

. 28-03-2024 13:41:18

BANK NEGARA INDONESIA

: Teller
: bendahare pengeluaran puslitbang ransportas ESDP

022 - FEMENTERIAN FERHUBUNGAN

: AE-BADAN EERIJAEAN TRANSPORTAST
: 288944 - PUSAT KEBITAKAN SARANA TRANSPORTASI

O (06,830 (TDR)
Sembilan Jelo Enam Rilie Delapen Ratus Tiga Pulul (IDR)

: Sutlah Dibayar

000000539203

FBB3493CIFK1548Vh

: Pent#rimasn Kembali Belania Barang Tahun Anggaran Yaog Laly

425012 « Penerimaan Kembal Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
9.006.830 (TDR)

. Pengembalian TAYLE PT ECOPLAN RERABUMI INTERCONSULT {Temuan BPE

Tahun 2019)

Tanggel Cetak - 11417/2024 17:03:04 WIB
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Diats Pembavaran Tagihsn ¢
Ende Billing
Tanggal Billing
Tangygal Redaluwarsa
Tangoal Bayar
Bank/PosFintech Bayar
Channed Bayar
Wama Waijth Setor/Wajih Bayar
Eementeran/Tembaga
Unit Eselon 1
Satuan Keria
Total Bisetur
Terbilang
Stetus
NTB
NTPN

Detail Pembavaran Tagikan :

Jenis Setoran

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

. BZ02405328256599
. 28:05.2024 12:06:02
. 0A-05-2024 12:06:02
. 28-05-2024 13:19:01

BANK NEGARA INDONESIA

: Teller
: bendahare pengeluaran puslitbang ransportas ESDP

022 - FEMENTERIAN FPERHUBUNGAN

: AE-BADAN EERIJAEAN TRANSPORTAST
: 288944 - PUSAT KEBITAKAN SARANA TRANSPORTASI

216,800,000 (IDR
Dug Ratus Enam Belos Jula-Delopan Rotus Ribu (TDR)
Sutlzh Dibayar

¢ DDOD00THS247
- EZDBATQLUP30ABIN

: Pentrimasn Kembali Belania Baranyg Tehon Anggaran Yaog Laly

Einle Akun 425012 - Penerimaan Kembal Belanja Barang Tehun Anggaran Yang Lalu
Jumlah S&toran : 216800000 (IDE)
Keleranoan ; PE_ﬂgﬁIl:r.hii]ja_E Belanis TAYL PTECOPLAN REEARUMI INTERCONSULT
b (Temuan BFE TA 2019)
Tanggal Cetak : 11/07/2024 17:02:435 WIB 11 SIMPONT
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Diatas Pembayesran Tagihsn ¢

Kinde Billing

Tanggal Billing
Tangygal Kedaluwarsa
Tangaal Bayar
Bank/PosiFintech Bayar
Channel Bayar

Wama Wajth Setor/Wajth Bayar

Kemenlerian/l embags
Uimit Eselon 1

Satuan Kerja
Total Disetor
Terhilang

Status
NTB
NIPN

Deitall Pembayaran Tagihan ;

Jenis Setoran
Fode Abun
Jumitah Setoran

Eeterangan

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran _
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

: 820240520353493

: 20-05-2024 13:19:32
: 27-05-2024 13:16:32
: 204053-2024 14:41:56

BANE NEGARA INDDNESIA
Teller

: Bendahara Pengeluaran Pusat Kelijakan Prasarana

(122 -KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

: 11 - BADAN EEBITAEAN TRANSPORTASI

_ 288831 - PUSAT KEBIJAEKAN PRASARANA THANSPORTASI DAN INTEGRASI
T MODA

139165970 (IDR}
Seratus Tige Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Eima Ribu Sembilon

" Rutiss Tujuh Puluh (IDR)

Sudah Dibayar
000000281840
CTTEDGIOVIUNVEML

Penerimaan Kemball Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

- 425012 - Penenimaan Kembali Belanjs Barang Tahun Angyaran Yang Lalu

139.165:970 (IDR)

Felehihan pembayaran biays personil dan nonpersonil Perumusan Kelijakan
Penetspan Bandara Internasional Transit Hab dan Simpul Industri Pusat
Perawatan

Tanggel Cetak - 20005,/2024 15:22:17 WIB

i SIMPCINT



Drala Tagihan ;
Kode Billing
Tanggal Billing
Tanooal Kedaluwarsa
Tanggal Bavar
Kelompok PNEP
Mata Usny
Banl/PosiFintech Bayar
Channel Bavar
Nama Wajpib SetourfWaiih Bayar

Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

B20240520353403

20-05-2024 13:19.32
27-05-2024 13:19:32
20-05-2024 14:41:56

Umum (Tanpa Lein Penggundan)

IDR
BANK NEGARA INDONESIA
Teller

Bendahara Pengeluaran Pusal Kebijakan Prasarana

Komentsrman/lembaga 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Uit Esalon ] 11 - BADAN KEBITAKAN TRANSPORTAST
Satuan Eetja 288951 - PUSAT KEBITAEAN PEASABANA TRANSPORTAS] DAN INTEGHRAS] MODA
Total Disstor 139,165.970 (1DR)
Terhilang Seratus Tiga Puluh Sembilan Juls Seratus Ensm Pulub Hims Ribu Sembilan Rstus Tufjuh Polub {1IDR)
Stalus Sudah Dibayar
NTB 000000281840
NTEN CTTEDGLOVIUNVIML
Detail Tagihan -
Waijib Bayar Jenis Penerimaan Akun TariffVolumelSatuan] Jumiah Kelerangan

epermasn Kembal Belans Barang Tehun

Bentahars Pengeluar, Anggaran Yang Lalu

425912 - Penenmaan Kembali Belanja
1Eﬂ.r:mg Tahun Anggaran Yang Lalu

N a - LE8:185.970

Falebihan pembayaran biaya persoml dan nonpersonil Perumuosan Kebipahkan
Penslapan Bandira Internasional Transit Hub dan Simpul Industn Posat
Perawatan

Tanggal Cetak : 27062024 11:09:16 WIB

11

SIMPONI



hats Pembayaran Tagitian :

Kode Billirg  BRO240221922657

Tnnqg‘ﬂ! Billing ;o al-03-2024 14:08:04

sanpgal Kedaluwarsa 28032024 14:08:04

Tangoal Baym + 21032024 15:06:58

gank/PosiFintech Bayar HANE NEGARA INDONESIA

Channel Bayar : Internet Banking

wama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendabara Penorimoan KPENL Jakarta |
fementerian/Lembaga : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(it Esedon | . 11 - Badan Kebljakat Transportas|

288931 - PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPOKTASI DAN INTEGHASI

Satuan Karja * MODA

Total Disetor : 6.050.000 (IDR)

Terbilang . Enam Juta Lima Puluh Rilu {IDR)

Statos : audah Dibayar

NTB + DOOODD022470

NTEN . B2E184BVVEKITH]2

ezail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran . Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

bode Akun . 425121 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran + 6.050.000 {TDR)

ket=rangan . HBL RL-81j07.01/2024-01 20.03 2024
= W — SIMPONI

Kementerdan Kevangan 111
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBI* ONLINE (SIMIMONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

I‘;w Cetak : 22/03/2024 09:21:12 WiB

111
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Kementerian Keuwangan 11 E E E |

Direktoral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNEP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

ata Pombayaran Tagihan :
Kodo Billing = B20240321920872
Tanggal Billing ;o 21-D3:2024 14,02:50
Tanggal Kedaluwarsa ¢ 20032024 14:02:50
Tangqal Bayar + 21-03:2024 15:06:58
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGAHA INDONESIA
Channel Bayar + Internet Banking
wama Waiib Setor/Wajih Bayar : Bendabara Ponerinaan KPENL Jakarta |
pementenan/Lembaga ¢ M5 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon | : 09 - Ditjen Kekayaan Negara
i _ 337721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA
Satuan kera F
Total Disotor : 121.060 (IDR)
Terbilang : Seratus Dua Puluh Satu Ribu (IDR]
Stabus : Sudah Dibayar
NTR : DOOD0DDOO1GB342
NTPN . F7TDC348VVEKLITFRY
Dit=il Pembavaran Tagihan :
Jjenis Setoran ¢ IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembel -
3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b Barang Bergerak
Fode Alun . 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas [
Jumish Setoran = 121,000 (IDR)
ketorangan . RL-1,/07.01/2024-01
|
l
Al T = ' SIMPONI
990l Cotak : 22/03/2024 09:20:35 WIB in

Seannad with CamSeanner



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Fressury Biling System
MODUL PENERIMAAN NEGARA 12-07-2024 14-00-54

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing Pembuat Billing NTPN

702401220408008 NI LUH AYU BUDI ANTARI 06A84 /NAP6MMUSMS8

Tanggal Billing Kementerian/ Lembaga NTB

22-01-2024 12:47:47 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 000000692863

Tanggal Kadaluwarsa Unit Eselon | Tanggal Bayar

29-01-2024 12:47:47 11 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 23-01-2024 12:07:46

Status Satuan Kerja Bank/ Pos Bayar

“Sudah dibayar 414267 - PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN BANK NEGARA INDONESIA

Keterangan Kanal Bayar

Pengembalian Belanja T.A 2023 Sesuai ST 404 - 407 Tahun 2023 7012 - Teller

WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT 425912 2 583 171 00

NPWP 000145917102500 Periode JANUARI 2024 02211GA.6891ABF R

WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT 425912 15 038 826,00

NPWP 000145917102500 Periode JANUARI 2024 02211GA.6891PBF R

WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT 425912 5 457 964 00

NPWP 000145917102500 Periode JANUARI 2024 02211WA.4653EBD Y

WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT 425912 533 939 00

NPWP 000145917102500 Periode JANUARI 2024 02211WA.4653EBD o
Total Disetor IDR 25.313.193,00

Ketentuan Pembayaran Tagihan
1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
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Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.

Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuali.
Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ireasury Biling System
MODUL PENERIMAAN NEGARA 12-07-2024 14:04:09

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing Pembuat Billing NTPN

702401220408752 NI LUH AYU BUDI ANTARI BBEAD2CPQ/78CGITDG

Tanggal Billing Kementerian/ Lembaga NTB

22-01-2024 15:56:30 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 000000678705

Tanggal Kadaluwarsa Unit Eselon | Tanggal Bayar

29-01-2024 15:56:30 11 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 23-01-2024 12:07:26

Status _ Satuan Kerja Bank/ Pos Bayar

~Sudah dibayar 414267 - PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,ANGKUTAN, DAN TRANSPORTAS|I PERKOTAAN BANK NEGARA INDONESIA

Keterangan Kanal Bayar

Pengembalian Gaji PPNPN Bulan Desember a/n KHOIRUNNISA LARASATI 7012 - Teller

WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT 425912 & 082 750.00

NPWP 000145917102500 Periode JANUARI 2024 02211WA.4653EBA R
Total Disetor IDR 5.082.750,00

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.

2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.

. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.

3

4

D

6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.

7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8

. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ireasury Biling System
MODUL PENERIMAAN NEGARA 12-07-2024 14:03:50

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing Pembuat Billing NTPN

702401220408755 NI LUH AYU BUDI ANTARI 4236C5229MVHNTDJ

Tanggal Billing Kementerian/ Lembaga NTB

22-01-2024 15:58:02 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 000000670402

Tanggal Kadaluwarsa Unit Eselon | Tanggal Bayar

29-01-2024 15:58:02 11 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 23-01-2024 12:06:47

Status _ Satuan Kerja Bank/ Pos Bayar

~Sudah dibayar 414267 - PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,ANGKUTAN, DAN TRANSPORTAS|I PERKOTAAN BANK NEGARA INDONESIA

Keterangan Kanal Bayar

Pengembalian Belanja Gaji PPNPN Bulan Desember 2023 a.n DEVITA NURJAYANTI 7012 - Teller

WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT 425912 & 031 750.00

NPWP 000145917102500 Periode JANUARI 2024 02211WA.4653EBA S
Total Disetor IDR 5.031.750,00

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.

2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.

. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
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6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.

7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8

. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ireasury Biling System
MODUL PENERIMAAN NEGARA 12-07-2024 14:03:39

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Kode Billing Pembuat Billing NTPN

70240122040/7908 NI LUH AYU BUDI ANTARI AA2C27/NAP6MMUSJ4

Tanggal Billing Kementerian/ Lembaga NTB

22-01-2024 12:13:39 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 000000697042

Tanggal Kadaluwarsa Unit Eselon | Tanggal Bayar

29-01-2024 12:13:39 11 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 23-01-2024 12:08:05

Status _ Satuan Kerja Bank/ Pos Bayar

~Sudah dibayar 414267 - PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,ANGKUTAN, DAN TRANSPORTAS|I PERKOTAAN BANK NEGARA INDONESIA

Keterangan Kanal Bayar

Pengembalian Belanja Barang T.A 2023 sesuai ST 361 2023 7012 - Teller

WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT 425912 462 310.00

NPWP 000145917102500 Periode JANUARI 2024 02211GA.6891AEA o
Total Disetor IDR 462.310,00

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.

2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.

. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.

3

4

D

6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.

7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8

. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.



Kementerian Keuangan RI
Direkloral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA

Drala Tagihan ;

Kode Billing

Tanggal Billing

Tanooal Kedaluwarsa

Tanggal Bavar

Kelompok PNEP

Mata Usny

Banl/PosiFintech Bayar
Channel Bavar

Nama Wajpib SetourfWaiih Bayar

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

B20240531 533477

21-05-2024 12:29.40
2R-05-2024 12:39:40
21-05-2024 13:18:14

Umum (Tanpa [rin Panggundan)
DR

BANK NEGARA INDONESIA
Teller

Ganangy Restu Bariadi

Komentsrman/lembaga 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unll Esalon 1 I1 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Eetja 634171 - PUSAT KEEBIJAEAN KESELAMATAN DAN EEAMANAN TRANSPORTAS]
Total Disator 147,950,000 (IDR]
Terhilang Seratus Empal Puluh Tujuh Juls Sembilan Ratus Limes Pulub Ribu (IDR)
Stalus Sudah Dibayar
NTB 000000794336
NTEN 95357E3CIFKTIRSSL
Detail Tagiban -
Wajib Bayar Jenis Penperimaan Akun Taril |Volume) Satuan| Jumlah Keterangan
nidzhars Pusjak KKT Penenmean Kembali Belanjz Barang 125912 - Penenmaan Kembali Belangs 147.850.0000 1 jokumenfl 47 950,000 Eﬂﬁ:j?kﬂ fﬁﬁgﬂiﬂfﬂ:ﬁbﬂiﬁ?ﬁﬁgﬁ E:ll:.il

[

menterian Parhsbungan Tahun Angyaran Yang Lalu

iEla.r:mg Tahun Anggaran Yang Lalu

sesral kelenluan

Tanggal Cetak : 210052024 14:28:30 WIB
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SIMPONI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA |
SJALAN PRAJURIT KEO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 | FAKSIMILE - (321) 34835131 | SITUS © www.dikn kemenkeu.go.d

KUITANSI
NOMOR: 039 iKW/2024

Risalah Lelang Nomor  : 68/07.01/2024-01 tanggal 06 Maret 2024

Sudah Terma dari - Achmad Maax Robyi
Alamat JI, Jati Bunder, RT.008, RW.014, Kel/Desa Kebon Melali, Kec. Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusal, Prov. DKI Jakarta

Banyaknya Uang : RpR.596.160,00
( sembilan juta lima ralus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah )

Kelerangan . Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Pusal Kebijakan Prasarana
Transportasi dan Integrasi Moda, Pejabat Lelang Feri Listianto, berupa 1 (satu) Set
Peralatan dan Mesin di Kota Jakarta Pusat

RINCIAN :
- Harga Pokok Lelang Rp. 9.408.000,00
- Bea Lelang Pambeli Rp. 188,160,040
Jumiah Rp. 8.596.160,00
Mengetahul,

arel 2024
Brimaan

ity B Pirliawan
NIP 168506122018011005




SALINAN
RISALAH LELANG

NOMOR » BBI07.01/2024-01

TANGGAL + B Maret 2024

PEJABAT LELANG : Feri Listianto,SE

PENJUAL : Pusat Kehijakan Prasarana Transportasi dan

Integrasi Moda

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA |




Lembar Pertama
Pejabat |elang

Tt

Fer Listianto, S E.
NIP 18830222 200602 1 001

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 68/07.01/2024-01

-—-Pada han ini Rabu tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat
(06-03-2024), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Server aplikasi lelang melalu
internet sesual Waktu Indonesla Barat oleh saya:
Fen Listianto, Sarjana Ekonomi, NIP 18830222 200602 1 001
Pejabat Lelang Kelas | yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menter| Keuangan
Nomor 108/KM.6/2016 tanagal 22 April 2016, berkedudukan di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta | berdasarkan Sural Tugas Nomor
ST-252/KNL.0701/2024 tanggal 19 Februari 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi
Wajib Barang Milik Negara berempat di KPKNL Jakarta | Jalan Prajurit KKO
Usman dan Harun No. 10, Jakara Pusat, —————————— e
-—-Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Caplain Novyanto Widadl,
Sanana Administrasi Publik, Magister Manajemen selaku Kepala Pusat Kebijakan
Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi,
Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 5, Jakarta,
sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor PL 405/M1/1/PKPTIM/2024 tanggal 30
Januari 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang
Nomor S-319/KNL 0701/2024 tanggal 16 Februarl 2024 guna melaksanakan Surat
Keputusan Nomor PL.405/10/24 PHB 2023 tanggal 7 Desember 2023.
-—--Dalam pelaksanaan lelang inl Saudara: -
Maya Nirmala Oktaviani berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia
Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor KP-SBKT 11 Tahun
2023 tanggal 8 Februari 2023 melaksanakan penjualan Ieiang dengan perantaraan
KPKNL Jakarta | e o e e e e et e e
——Barang bergerak yang dilelang berupa:
1 (satu) Paket BMN berupa inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat
pada Pusal Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Nilai Limit : Rp7.840.000,00 (tujuh |uta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ~———
Barang bergerak tersebut saat ini berada dj F’usat Kebijakan F‘rasarana Transpartam
dan Integrasi Moda, —————————— e
dilelang apa adanya ———- - e -
—-Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal G‘I Maret
2024, ——ee e e -
——Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara, ————m———
——Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu
Reglemert, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Stzatsblad 1841:3) jis. Peraturan Menter
Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang.
--—-Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan pemualannya oleh saya Pejabat
Lelang, berdasarkan Nilai Limit dar Penjual. - e
-—-Feserta lelang dapat mengajukan penawaran ciaiarn lelang In| setelah
menunjukkan identitas diri  dan menyetorkan uang jaminan penawaran
lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesual Pengumuman
Lelang, dengan ketentuan:

1. Dalam hal., /Lembar Kedua



Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor ; 68/07.01/2024-01 tanggal 6 Maret
2024

Pejabat Lelang
Ttd

Feri Listianto, S E.
NIP 19830222 200602 1 001

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagal
berikut -
—a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan
diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang,
—-b. uang jaminan dari peserta lelang vang tidak disahkan sebagai Pembeli akan
dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme
perbarkan, e
—c uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementernian Keuangan, jika Pembeli tidak
melunas| kewajiban pembayaran lelang sesuai ketertyan, —m————
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan
sebagai berikut. ---
--a. garans| bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai
pembeli;
—b garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan
melunasi kewajiban pembayaran lelang; -—————
—. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagal Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang beriaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembell tidak
melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan,
-—-Penawaran lelang dilakukan secara teriulis tanpa kehadiran peserta lelang
melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet ——
——-Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan.
maka: —— T S -
1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/furun untuk mencapal harga
tertinggi. —-—————————— -- -
2. Besaran kelipatan ditentuikan oleh Pejabat Lelang.
——Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran
peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka:
1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan
huruf latin dan bermeterai cukup serfa ditandatangani oleh penawar. —————
2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup,
dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalul pos tercatat kepada
alamat tromol pos yang telah ditentukan, —————————— B ettt TR
3. Kelentuan dan syarat yang ditetapkan dalam sural penawaran mengikat bagi
peserta lelang yang mengajukan penawaran
——[Jalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalul internet, maka: —
1. penawaran lelang dilakukan secara terfutup atau terbuka dengan menggunakan
aplikasi lelang melalui internet,
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujul Syaral dan
Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet ?ang
tercantum dalam aplikasi lelang melalui intemet. - — e
3. Ketentuan dan syaral yang ditetapkan dalam penawaran lelang meﬂgrkat bag
peserta lelang yang mengajukan penawaran.
——-Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta
lelang sudah termasuk Bea lLelang Dalam hal |lelang secara eksklusif, harga
penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang.
——Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi
secara lisan sernakin meningkal, menurun, atau tertulis dengan nilai yang

sama dan.../Lembar Ketiga



Lembar ketiga dari Risalah Lelang Nomor : 68/07.01/2024-01 tanggal 6 Maret
2024

Pejabat Lelang
Ttd.

Feri Listianto, S E.
NIP 189830222 200802 1 001

sama dan mencapal atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan

Pemenang lLelang dengan cara: e

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan
penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (nak-naik) atau tertulis
berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -

2 apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat
dilaksanakan, melakukan penetapan salah salu di antara peserta lelang yang
mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian.

——Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggl

dengan nilai yang sama melalul internet, melalui email, danfatau melaui tromol pos,

Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu

sebagai Pembeli - et

——Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran

tertinggl dengan nilai yang sama antara Pesera Lelang yang mengajukan

penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, danfatau
melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis
dengan kehadiran, Pejabal Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara
melakukan pengundian di antara Peseria Lelang yang mengajukan penawar tertingai
yang sama tersebut, e —

——-Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran

melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagal berikut: -

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan
aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada
hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. ————

2, Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui
internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan
lelang, maka penawaran terlinggi yang masuk ditetapkan sebagal pemenang
lelang oleh Pejabat Lelang. e ————

~—-Dalam hal terjadl gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran

metalul internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagal berikut: ———--

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan
aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada
hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. ——-

2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang
melalul internet beroperasi kemball sebelum jam kerja berakhir pada hari
pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabal Lelang dengan jangka
waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. ———eeeee et

—-Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan

secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran

peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan,
lelang dengan kehadiran peserta telap sah dan mengikat

-—-Peserta lelang yang mengajukan penawaran terftinggi dan telah mencapai atau

melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh

saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -

-—-Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Keuangan ————

-—-Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang

atau kuasanya . /Lembar Keempat



Lembar keempat dari Risalah Lelang Nomor = 68/07.01/2024-01 tanggal 6 Maret
2024
Pejabat Lelang

Ttd

Feri Listianto, S E.
NIP 19830222 200602 1 001

atau kuasanya vang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang.
——Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran pesera lelang, peserta lelang
atau kuasanya vang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. ———
———Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunal
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. —
——Pembayaran dengan cek/gira hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagal
pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembel, |ka cek/giro tersebut
dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan, ——
——Peseria lelang yang telah disahkan sebaga: Pembeli bertanggung jawab
sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi
lamnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam
penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan
hukum. —
——-Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi
dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang
dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan
pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman |lelang, syarat dan ketentuan
lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet. dan syarat dan ketentuan
yang tercantum pada formulir penawaran.
—--Pembeli yang tidak melunasi kewajlban pembayaran lelang sesual ketentuan
(Pembell Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannys sebagai
Pembell dibatalkan secara terlulis oleh Pejabat Lelang tanpa mengindahkan
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. ————
—-Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya
sebelum memenuhl kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembell melanggar
ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kajahatan yang dapat
dituntut oleh penegak hukum e oo e i
----Barang yang telah lerjual pada lelang ini menjadi hak dan ranggungan Pembeii dan
harus dengan segera mengurus Barang tersebut.
—-Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya
lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli, —
—-Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama
setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang
berupa tanah dan/atau bangunan harus diserial dengan menunjukkan asli Surat
Setoran BPHTE. -

-—--Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari inslansi pember| izin untuk membell
barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan inl oleh
Penjual diberi kuasa penuh yang tdak dapat ditarik kembali dengan hak untuk
memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama
Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jlka ada
menerima vang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dar Pembeli. Adapun
uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat
ditarik kembali oleh Pembeli, e em e
-—-Pejabat  lLelang Kelas VKPKNL tidak  menanggung  kebenaran
keterangan-keterangan yang diberlkan secara lisan pada waktu penjualan tentang
keadaan sesungguhnya dan keadaan hukurn atas barang yang dilelang tersebut,
seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi

risiko Pernbeli..../Lembar Kelima



Lembar kelima dari Risalah Lelang Nomor : 68/07.01/2024-01 tanggal 6 Maret
2024
Pejabat Lelang

Ttd.

Feri Listianto, S E
NIP 19830222 200802 1 001

risiko Pembeli.
——Penawar/Pembell dianggap sungguh-sungguh telah mengetahul apa yang telah
ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun
yang lidak lerlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik
diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta
kerugian atas sesuatu apapun juga, -—————--—-—or——— e -
——Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian
dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum
yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta |.
——Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam staiah
Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang
yang berlaku di Indonesia. e
-——Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dar
diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang, ————
——Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan
dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini.
—--Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan |elang ini
dimulai. - s
—-Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini
berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena
penawaran tertinggi untuk barang tersebul telah mencapai/melampaul Nilai Limit dan
disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagal Pembel pada pelaksanaan
lelang ini. - --
-—-Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertingd) -,fang
ditunjuk sebagai pembeli diuralkan berikut ini: — e
Barang vang [aku/terjual —— - e
1 (salu) Paket EMN berupa inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat
pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda - e

Harga Lelang ——— @ Rp9.408.000,00 {sembilan juta empal ratus dma;:an ribu
rupiah) -—
Pembseli - Achmad Maax Robyi, NIK 3171071704251001,

e Pa|gjar/Mahasiswa, beralamat di JI. Jati Bunder RT D08/RW
014, Kel/Desa Kebon Melat, Kecamatan Tanah Abang,
— Jakarta Pusat L

B - -

Banyaknya barang.../Lembar Terakhir



Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 68/07 01/2024-01 tanggal 6 Maret
2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -
Banyaknya barang yang lakuiterjual: 1 {satu)
Jumlah harga barang yang laku/telah tar]Lta! Rp9.408.000,00 {sembilan jula empat
ratus delapan ribu rupiah) - -
Jumnlah harga barang yang tidak laku: Rp0O. DD (nol mp:ah} e
Jumlah harga barang yang ditahan® — e -

Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 11 (sebelas) ——-—-—emr —
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan, ——

Penjual Pejabat Lelang

Ttd. Ttd.

Maya Nirmala Oklaviani Feri Listlanto, S.E.

NIP 198310032009122002 NIFP 19830222 200602 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: § 7 MAR 20%
enala KPKNL Jakarta |

CEMIRGAN i
q}.&ﬁ ﬂ"l-:’r,r
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SALINAN
RISALAH LELANG

NOMOR : 91/07.01/2024-01

TANGGAL : 20 Maret 2024

PEJABAT LELANG : Feri Listianto,SE

PENJUAL . Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan

Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi, |
Kementerian Perhubungan |

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA |
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Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Tid.

Fari Listianto, S.E.
MIP 16830222 200602 1 001

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomar 81/07.01/2024-01

—...Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh
empat (20-03-2024), dimulal pukul sepuluh lebih tiga puluh menit (10:30) Waktu Server
aplikasi lelang melalui internet sesual Waktu Indonesia Barat oleh saya, -
woeeeeeemee Feeti Listianto, Sarjana Ekonomi, NIP 16830222 200602 1 001 —eeeeee—
Pejabat Lelang Kelas | yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 108/KM.6/2016 tanggal 22 April 2016, berkedudukan di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta | berdasarkan Surat Tugas Nomor
ST-329/KNL.0701/2024 tanggal D4 Maret 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi
Wajib Barang Milik Negara bertempat di KPKNL Jakarta |, Jalan Prajurit KKO
Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusal. —- -

—Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Caplain Novyanto Widadi,
Sarjana Administrasi Publik, Magister Manajemen selaku Kepala Pusat Kebijakan
Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transporias,
Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Mardeka Timur No. 5, Jakaria,
sesuai Sural Permohonan Lelang Nomor PL.405/1/2/PKPTIM/2024 tanggal 12
Februari 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan
Lelang Nomar S-435/KNL 0701/2024 tanggal 01 Maret 2024 guna melaksanakan Sural
Keputusan Nomor S-23/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 6 Februari 2024.
—-Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara:
Lupi Wahyuningsin berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan
Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor KP-BKT 11 Tahun 2024 tanggal
12 Februari 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Jakarta
' —— i
——-Barang bergerak yang dilelang berupa:
1 (satu) Paket BMN berupa Workslation dalam kondisi rusak berat pada Pusat
Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Nilai Limit : Rp2.288.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) --
Barang bergerak tersebut saal ni berada di Pusal Kebijakan Prasarana Transportas
dan Integrasi Moda. - - ettt

dilelang apa adanya.

——Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalul Selebaran tanggal 15 Maret
2024, wennes
——Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara.
—-Penjualan lelang inl dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu
Reglement, Ordonantie 28 Februari 1008 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941.3) jis. Peraturan Menteri
Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. ——-—
——Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat
Lelang, berdasarkan Nilai Limit darl Penjual. - ==t

——Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah
menunjukkan identitas dii  dan menyetorkan uang jaminan penawaran
lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesual Pengumuman
Lelang, dengan ketentuan: i

1. Dalam hal.../Lembar Kedus
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Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 91/07.01/2024-01 tanggal 20 Maret
2024

Pejabat Lelang
Tid.

Feri Listianto, S.E.
NIP 19830222 200602 1 001

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uvang, berlaku ketentuan sebagal

berikut: T ——

--a. uang jaminan dari pesera lelang yang disahkan sebagai Pembell akan
diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang;

-—b. uang jaminan dari peserta |lelang yang lidak disahkan sebagai Pembeli akan
dikembalikan seluruhnya tanpa polongan apapun, di luar mekanisme
Perbankan; —--rr=-ssemmme e b R T T

-—C. Uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembel tidak
melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. e

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, beflaku ketentuan

sebagai berikut, - v e S

—a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai
pembeli, I

—b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan
melunasi kewajiban pembayaran lelang;

—c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jka Pembell tidak
melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -

—-Penawaran lelang dilakukan secara lerlulis lanpa kehadiran peserta lelang

melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -—

-—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peseria secara lisan,

T | R -

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/urun untuk mencapai harga

tertinggi.

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabal Lelang. —--—

—-Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran

peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir sural penawaran, maka: -

1 Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan

huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar, --—--—sseeemees

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabal Lelang dalam amplop tertutup,

dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada
alamat tromol pos yang telah ditentukan, .

3 Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikal bagi

peserta lelang yang mengajukan penawaran, ——-------

—--Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: -

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan

aplikasi lelang melalui internet. -

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, lelah menyelujul Syaral dan

Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalul internet  yang

tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet - - "
3. Ketentuan dan syaral yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi
serta lelang yang mengajukan penawaran. . :
upgaiam hal h%lgnggsecara inklusif. harga penawaran yang diajukan oleh peseria
lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga
penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasgl-c Bea Lelang. ;
——-Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran lertinggt
secara lisan semakin meningkal, menurun, atau lertulis dengan nilai yang

sama dan .. /Lembar Ketiga
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Lembar ketiga dari Risalah Lelang Nomor : 81/07.01/2024-01 tangaal 20 Maret

2024
Pejabat Lelang

Tid.

Feri Listianto, S.E.
NIP 18830222 200602 1 DO1

sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan

Pemenang Lelang dBngan Cara: - s e e e s e

1. melakukan penawaran lanjutan hanya lerhadap peserta lelang yang mengajukan
penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (nalk-naik) atau lertulls
berdasarkan persetujuan peserta |lelang bersangkutan; atau. -

2 apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat
dilaksanakan, melakukan penetapan salah setu di antara peserta lelang yang
mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -

——-Dalam hal terdapat beberapa peseria lelang yang mengajukan penawaran tertinggi
dengan nilai yang sama melalul internet, melalui email, dan/atau rmelaui tromol pos,
Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu
sebagal Pembeli A =
——-Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan lerdapat penawaran
tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan
penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau
melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara lertulis
dengan kehadiran, Pejabal Lelang berhak mengesahkan Pembel dengan cara
melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar lertinggi
yang sama tersebut, e —-

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran

melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: —

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan
aplikasi lelang melalul internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada
hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan cleh Pejabat Lelang. -

2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulal dan aplikasi lelang melalui
internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan
lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang
lelang oleh Pejabat Lelang. -

——.Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran

melalul internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai benkut:

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan
aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada
hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. --———

2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang
melalui internet beroperasi kembali sebelum |am kerja berakhir pada hari
pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka
waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. i

—--Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan

secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang lanpa kehadiran

peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan,
lelang dengan kehadiran peserta letap sah dan mengikal, —--——

—-Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggl dan telah mencapai atau

melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh

saya Pejabat Lelang pada saal pelaksanaan lelang harl ini juga.

—-Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesual dengan ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Keuangan.

—--Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran pesera lelang, pesera |elang

atau kuasanya.../Lembar Keempat
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Lembar keempat dari Risalah Lelang Nomor : 91/07.01/2024-01 tanggal 20 Maret
2024

Pejabat Lelang
Tid

Feri Listianto, S.E.
NIF 18830222 200802 1 001

atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang.
---Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peseria lelang
atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir” pada waklu pelaksanaan lelang. ———
—--Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. e
-—-Pembayaran dengan ceklgiro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai
pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cekigiro tersebut
dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -
-—Peserta lelang yang lelah disahkan sebagal Pembeli bertanggung jawab
sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam
penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan
hukum. -- e -
—-Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi
dan menundukkan diri pada syaral dan ketentuan lelang sebagaimana lertuang
dalam nsalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan
pengumuman, syarat dan kelentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan
lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan
yang tercantum pada formulir penawaran. —-
—Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan
(Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai
Pembeli dibatalkan secara leriulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual.
——Pembeli tidak diperkenankan mengambilmenguasai Barang yang dibelinya
sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang Apabila Pembeli melanggar
ketentuan ini maka dianggap telah melakukan sualu tindak kejahatan yang dapat
dituntut oleh penegak hukum. —
-—--Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan
harus dengan segera mengurus Barang tersebut. e

——-Biaya balik nama barang, lunggakan pajak berikul denda-dendanya serta Diaya
lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhinya Pembeli.
-—-Pembeli akan diberikan kutlpan risalah lelang untuk kepentingan balik nama
setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apablia yang a.‘I.IEeIang
berupa tanah dan/atau bangunan harus disertal dengan menunjukkan asli Surat
Setoran BPHTE. ==, = - 0 =
--—-Jika Pembeli tidak mendapatkan |zin dari instansi pemberi Iu?m untuk membel|
barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh
Penjual diberi kuasa penuh yang lidak dapal ditarik kembali Ldﬁm;a_n hak untuk
memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama
Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai hgasa dan jika ada
menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sapanuhnya dari F’ambqll Adapun
uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat
ditarik kembali oleh Pembeli S . -

——Pejabat  Lelang  Kelas IIKPKNL  tidak  menanggung  kebenaran
keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu pqn]ualan tentang
keadaan sesungauhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang terselbutl.
seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi

mmmEe—

risiko Pembeli.. . /Lembar Kelima
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iig;ndbar kelima dari Risalah Lelang Nomor : 81/07.01/2024-01 tanggal 20 Maret

Pejabal Lelang
Tid.

Feri Listianto, S.E.
NIP 19830222 200602 1 001

risiko Pembeli, FEER
—--Penawar/Pembell dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah
ditawar clehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun
yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik
diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta
kerugian atas sesuatu apapun juga. Ry
—-Untuk segala hal yang berhubungan dangan atau diakibatkan aleh pembelian
dalam lelang ini, para Pembell dianggap telah memilih tempat kedudukan umum
yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta [
——-Khusus untuk pembelian dalam lelang Inl sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah
Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang
yang berlaku di Indonesia.
-—>5egala perselisihan yang timbul pada saat petaksanaan lelang ini diselesaikan dan
diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang
—-5Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan
dijiid/dijahit dalam minula risalah lelang ini -

—-Sesudah apa yang diuralkan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lefang ini
dimulai. - -

—Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini
berjumlah satu penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena
penawaran ferlinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan
disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan
lelang ni
—Ugrman barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggl yang
ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini:
Barang yang laku/terjual. -

1 (satu) Paket BMN berupa Workstation dalam kondisi rusak beral pada Pusat
Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda -
Harga Lelang ——— . Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah)
Pembeli —--ememee- - Mat Rosit, NIK 3201031306880005, Karyawan Swasta,
- beralamat di JI. Warakas V Gg 13 No. 114A RT 009/RW
e (012, KellDesa Warakas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta

Utarg -—---

Banyaknya barang../Lembar Terakhir
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Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 81/07.01/2024-01 tanggal 20 Maret
2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (salu)
Banyaknya barang yang lakufterjual: 1 (satu) -
Jumlah harga barang yang lakuftelah terjual: RpB.050.000,00 (enam Jula Iama puluh
ribu ruplah) e
Jumiah harga barang yanag tidak laku Rp0,00 (nol ruplah:l S
Jumlah harga barang yang ditahan, ————smaianes

Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: T'1 {seba!as}
Dibuat dengan tidak ada coretan, lidak ada tambahan, lidak ada perubahan, e

Penjual Pejabal Lelang

Tid. Ttel

Feri Listianto, S.E

Lupi Wahyuningsih
NIP 19830222 200602 1 001

NIP 197205141993032002

Diberikan: SALINAN sesual dengan aslinya

Tanggal: 2 7 MAR 0%
. PKNL Jakarta |
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hats Pembayaran Tagitian :

Kode Billirg  BRO240221922657

Tnnqg‘ﬂ! Billing ;o al-03-2024 14:08:04

sanpgal Kedaluwarsa 28032024 14:08:04

Tangoal Baym + 21032024 15:06:58

gank/PosiFintech Bayar HANE NEGARA INDONESIA

Channel Bayar : Internet Banking

wama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendabara Penorimoan KPENL Jakarta |
fementerian/Lembaga : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(it Esedon | . 11 - Badan Kebljakat Transportas|

288931 - PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPOKTASI DAN INTEGHASI

Satuan Karja * MODA

Total Disetor : 6.050.000 (IDR)

Terbilang . Enam Juta Lima Puluh Rilu {IDR)

Statos : audah Dibayar

NTB + DOOODD022470

NTEN . B2E184BVVEKITH]2

ezail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran . Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

bode Akun . 425121 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran + 6.050.000 {TDR)

ket=rangan . HBL RL-81j07.01/2024-01 20.03 2024
= W — SIMPONI

Kementerdan Kevangan 111
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBI* ONLINE (SIMIMONT)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

I‘;w Cetak : 22/03/2024 09:21:12 WiB

111

Seannad with CamSeanner



Kementerian Keuwangan 11 E E E |

Direktoral Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNEP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

ata Pombayaran Tagihan :
Kodo Billing = B20240321920872
Tanggal Billing ;o 21-D3:2024 14,02:50
Tanggal Kedaluwarsa ¢ 20032024 14:02:50
Tangqal Bayar + 21-03:2024 15:06:58
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGAHA INDONESIA
Channel Bayar + Internet Banking
wama Waiib Setor/Wajih Bayar : Bendabara Ponerinaan KPENL Jakarta |
pementenan/Lembaga ¢ M5 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon | : 09 - Ditjen Kekayaan Negara
i _ 337721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA
Satuan kera F
Total Disotor : 121.060 (IDR)
Terbilang : Seratus Dua Puluh Satu Ribu (IDR]
Stabus : Sudah Dibayar
NTR : DOOD0DDOO1GB342
NTPN . F7TDC348VVEKLITFRY
Dit=il Pembavaran Tagihan :
Jjenis Setoran ¢ IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembel -
3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b Barang Bergerak
Fode Alun . 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas [
Jumish Setoran = 121,000 (IDR)
ketorangan . RL-1,/07.01/2024-01
|
l
Al T = ' SIMPONI
990l Cotak : 22/03/2024 09:20:35 WIB in

Seannad with CamSeanner



